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i Provinsi Maluku Tahun 2021
KATA PENGANTAR

Sebagai Insan beragama saya mengajak kita semua untuk terus memanjatkan puji
dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan Rahmat,
Karunia serta Hidayah-Nya, sehingga penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2021 telah
dapat berlangsung dengan baik. Segala keberhasilan dan kesuksesan kinerja pemerintah
daerah kita sambut dengan apresiasi dan ucapan terima kasih, namun tidak lepas dari
segala kekurangan yang masih dijumpai, dan oleh sebab itu membutuhkan kerja keras dan
pembenahan lebih lanjut di tahun berikutnya.

Dalam rentang waktu 2 (dua) tahun kepemimpinan kami sebagai Gubernur dan
Wakil Gubernur Maluku, Pemerintah Provinsi Maluku terus mengupayakan penyelenggaraan
pemerintahan dengan memprioritaskan implementasi visi misi Pemerintah Provinsi Maluku
Tahun 2019-2024, yakni "Maluku yang Terkelola secara Jujur, Bersih dan Melayani,
Terjamin dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan”.

Dalam kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, kami terus
mendorong jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota pada 11 Kabupaten/Kota se Maluku agar
terus berkinerja menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Hal ini penting, sebab hakekat berotonomi daerah yang benar dan efektif adalah ketika
setiap pemerintah daerah dapat menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangannya secara benar dan berkualitas.

Seluruh dinamika proses penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Maluku
sepanjang tahun 2021 telah diupayakan semaksimal mungkin, walaupun mengawali tahun
kita harus diperhadapkan dengan ancaman Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi seluruh
aspek kehidupan termasuk proses penyelenggaraan pemerintahan. Namun sebagai negara
yang menjunjung tinggi hukum, semuanya itu mesti dipertanggung jawabkan kepada
Pemerintah Pusat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 dan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Gambaran capaian kinerja Pemerintah Provinsi Maluku secara akumulatif telah
tertuang dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Maluku ini,
dan merupakan laporan capaian program dan kegiatan seluruh Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) dan elemen penyelenggara pemerintahan di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.
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Dengan kata lain, LPPD menjadi dokumen resmi yang menggambarkan capaian kinerja kami
sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

Oleh sebab itu, saya mesti memberikan apresiasi dan penghargaan atas koordinasi
dan kerjasama yang sangat baik diantara seluruh OPD Pemerintah Provinsi Maluku. Saya
ingatkan bahwa kerjasama dan koordinasi adalah instrumen kerja kunci yang mampu
menggerakkan secara optimal segenap potensi sumberdaya di daerah, baik internal maupun
eksternal. Bersamaan dengan itu, saya juga memberikan apresiasi yang sama kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota se Maluku yang turut menunjukkan kerjasama yang sangat baik
dalam mendukung proses melengkapi bahan-bahan laporan dalam LPPD ini.

Tersusunnya LPPD ini, selain menjadi media pelaporan atas periodisasi 1 (satu)
tahun Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Maluku, akan tetapi dipergunakan
juga sebagai bahan evaluasi dan kajian oleh Pemerintahan Pusat, yang dalam hal ini
Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian
pemerintah terhadap pemerintah provinsi, Dapat dipastikan bahwa laporan ini akan menjadi
dokumen resmi bernilai strategis bagi penilaian penyelenggaraan pemerintahan yang
berkelanjutan di Provinsi Maluku.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa merahmati dan meridhoi seluruh tugas
dan tanggung jawab serta pengabdian kita, bagi kemajuan dan pengembangan otonomi
daerah, bagi kemaslahatan hidup masyarakat, bangsa dan negara serta pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ambon, 29 Maret 2022

Dipindai dengan CamScanner
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BAB I
PENDUHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG
1.1.1. PENJELASAN UMUM
A. UNDANG — UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH

Setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya
pada tanggal 17 Agustus 1945, maka Maluku bersama 7 (tujuh) daerah lain di
Indonesia antara lain Kalimantan, Sunda Kecil, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat, Sulawesi dan Sumatera dinyatakan sebagai Provinsi pertama Republik
Indonesia.

Secara resmi pembentukan Provinsi Maluku sebagai Daerah Tingkat I baru disahkan
12 tahun kemudian, berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957
yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958.

Dalam perkembangannya berdasarkan aspirasi dan tuntutan dari masyarakat yang
menghendaki adanya pemekaran wilayah, maka Provinsi Maluku pertama Kkali
dimekarkan menjadi 2 (dua) Provinsi yaitu Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara
sesuai Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Salah satu perwujudan dari sistem demokrasi di Indonesia adalah otonomi daerah,
yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.Pada
hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan
masyarakat hukum yang diberikan kewenangannya untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah.
Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan merupakan tujuan
sebuah pemerintahan yang baik dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi
masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan pembinaan dan evaluasi secara berjenjang
dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang sejalan dengan Amanat Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 sampai
dengan pasal 70 mewajibkan kepala daerah untuk menyampaikan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada
Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri dan digunakan sebagai
bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh
Pemerintah Pusat.

B. DATA GEOGRAFIS WILAYAH

Provinsi Maluku secara keseluruhan memiliki wilayah seluas 712.479,69 Km?2.
Sebagian besar wilayahnya merupakan perairan yaitu seluas 658.331,52 KmZatau
sebesar 92,4%, sedangkan luas wilayah daratan hanya sekitar 54.158 Km? atau
sebesar7,6%dengan panjang garis pantai yaitu 11.000 Km.
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Provinsi Maluku merupakan wilayah Kepulauan dengan jumlah pulau besar dan kecil
sebanyak 1.340 pulau. Secara geografis Provinsi Maluku terletak diantara 2°30 — 9°
Lintang Selatan dan 124° — 136°Bujur Timur. Secara administrasi, Provinsi Maluku
berbatasan dengan Laut Seram di sebelah utara, Laut Indonesia dan Laut Arafura di
sebelah selatan, Pulau Papua di sebelah timur dan Laut Sulawesi di sebelah barat.
Secara geostrategik, wilayah kepulauan Maluku terletak pada posisi silang geopolitik
dan geoekonomi serta merupakan jalur penting lintas perdagangan internasional
yakni ALKI 3. Wilayah Kepulauan Maluku berhadapan langsung dengan kawasan Asia
Pasifik dan kawasan Australia serta Oceania. Posisi Maluku cukup strategis yakni
sebagai wilayah yang berada pada kawasan perbatasan dengan Australia dan Timor
Leste, sehingga ke depannya perlu membangun konektivitas wilayah sebagai pintu
gerbang bagian selatan Indonenesia.

Provinsi Maluku merupakan wilayah Kepulauan dengan jumlah pulau besar dan kecil
sebanyak 1.340 pulau. Pulau terbesar adalah Pulau Seram (18.625 km?2), Pulau Buru
(9.000 km2), Pulau Yamdena (5.085 km2) dan Pulau Wetar (3.624 km2) yang
rinciannya dapatlah dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini. Selain itu, pada wilayah
Maluku juga terdapat 4 (empat) gunung di Provinsi Maluku dimana gunung tertinggi
yaitu Gunung Binaya dengan ketinggian mencapai 3.055 meter di atas permukaan
laut, dan berada di Pulau Seram. Gunung tertinggi kedua adalah Gunung Kapala
Madan yang berada di Pulau Buru, Kabupaten Buru dengan ketinggian mencapai
2.429 meter di atas permukaan laut.Selanjutnya adalah Gunung Salahutu yang
berada di Pulau Ambon dengan ketinggian mencapai 1.036 meter di atas permukaan
laut.Selain terdapat gunung, di Provinsi Maluku juga terdapat 11 (sebelas) danau
yang tersebar di 5 (lima) kabupaten/kota, diantaranya Danau Tihu di Pulau Wetar,
Danau Abiel dan Danau Ngilngof di Kepulauan Kei Kecil, Danau Fan di Pulau Dullah,
Danau Ohoillim di Kepulauan Kei Besar, Danau Telaga Raja di Pulau Seram, Danau
Tihu Suli, Danau Kaitetu dan Danau Laha di Pulau Ambon serta Danau Rana di Pulau
Buru.

Tabel 1.1
Nama-Nama Pulau Besar Serta Luasnya Dirinci Per Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Nama Pulau Besar Luas (Km?)
1) @) (3)
I. Kepulauan Tanimbar 1. Pulau Wetar 3.624
2. Pulau Yamdena 5.085
II. Maluku Tenggara 1. Pulau Kola 741
2. Pulau Wokam 954
3. Pulau Kabror 1.359
4. Pulau Trangan 1.497
5. Pulau Maekor 449
II1I. Maluku Tengah 1. Pulau Seram 18.625
IV. Buru 1. Pulau Buru 9.000
V. Ambon 1. Pulau Ambon 761

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Maluku 2021
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Kondisi topografi Kepulauan Maluku meliputi dataran rendah, berbukit dan gunung.
Wilayah kabupaten/kota dengan topografi dataran rendah yakni Kabupaten
Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tengah,
Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Buru
serta Kabupaten Buru Selatan. Pada Tabel 1.2 dibawah ini dapatlah dilihat rincian
luas wilayah dataran pada masing-masing kabupaten.

Tabel 1.2
Kondisi Dataran Rendah Di Provinsi Maluku

Kabupaten/Kota

Dataran Rendah Luas (Ha) Lokasi

1 Kepulauan Tanimbar Tanimbar 1.100 Pulau Tanimbar

2 Kepulauan Aru Dataran Aru 1.200 Kepulauan Aru

3 Seram Bagian Timur Masiwang 5.000 Pulau Seram

4 Maluku Tengah Seran Selatan 4.000 Pulau Seram
Pasahari 40.000 Pulau Seram

5 Seram Bagian Barat Dataran Kawa 10.000 Pulau Seram
Eti 600 Pulau Seram
Kairatu 1.300 Pulau Seram

6 Buru dan Buru Selatan Waeapo 14.000 Pulau Seram
Wai Kating 1.500 Pulau Seram
Wai Kumu 1.250 Pulau Seram
Wai Mala 1.250 Pulau Seram
Rana 1.250 Pulau Seram
Samalagi 1.000 Pulau Seram
Wai Lo 500 Pulau Seram

JUMLAH 83.950

Sumber : Data RKPD Provinsi Maluku Tahun 2021

1. Pulau Buru (Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan)
Kondisi topografi di Wilayah Pulau Buru dan pulau-pulau di sekitarnya memiliki
kemiringan 0-3%, 3-8%, 8-15% dan 15-30%. Untuk Pulau Buru daerah dengan
kemiringan 0-3% tersebar di sekitar pesisir Utara. Ketinggian di Pulau Buru terdiri
dari tiga klasifikasi yaitu 0-100 meter, 100-500 meter dan >500 meter. Kawasan
dengan ketinggian 0-100 meter tersebar di pesisir sebelah utara dan selatan,
ketinggian 100-500 meter banyak tersebar di sebelah barat Pulau Buru.

2. Pulau Seram (Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah,
Kabupaten Seram Bagian Timur) dan Pulau Ambon (Kota Ambon)
Kondisi topografi di Pulau Seram dan Ambon mayoritas berada pada kemiringan 8-
15%, 15-30% dan 30-45%. Daerah dengan kemiringan 3-8% banyak tersebar di
wilayah Seram Bagian Barat dan Maluku Tengah. Ketinggian di Pulau Seram hampir
serupa dengan ketinggian di Pulau Buru terdiri dari tiga klasifikasi yaitu 0-100
meter, 100-500 meter dan >500 meter. Kawasan dengan ketinggian 0-100 meter
tersebar di pesisir sekeliling Pulau Seram, sementara itu ketinggian 100-500 meter
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pada kawasan agak ke tengah Pulau Seram, sedangkan kawasan dengan
ketinggian >500 meter terletak di tengah Pulau Seram.

3. Kepulauan Kei (Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual)

Kondisi topografi di wilayah Kepulauan Kei dibagi menjadi lereng datar (0-3%),
landai (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%)
dan sangat curam (>50%). Ketinggian dari muka laut dibagi menjadi 3 (tiga) kelas
ketinggian, yaitu kelas rendah dengan ketinggian 0-100 meter, kelas tengah
dengan ketinggian 100-500 meter dan kelas tinggi dengan ketinggian >500 meter.

4. Kepulauan Aru

Kondisi topografi di wilayah Kepulauan Aru dibagi menjadi dataran (0-3%), landai
(3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%) dan
sangat curam >50%. Sedangkan kondisi ketinggian dari muka laut dibagi menjadi 3
(tiga) kelas ketinggian, yaitu ketinggian 0-100 meter, ketinggian 100-500 meter,
dan ketinggian >500 meter.

. Kepulauan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku
Barat Daya
Kondisi topografi kepulauan di Wilayah Kepulauan Tanimbar dibagi menjadi 3 (tiga)
gugus pulau, yaitu Gugus Pulau Tanimbar, Kepulauan Babar, dan Kepulauan Pulau-
Pulau Terselatan dan Wetar. Bentuk lahan di Gugus Pulau Tanimbar terdiri atas
dataran (plain), berbukit (hilly) dan bergunung (mountaineous). Secara lebih rinci,
bentuk lahan dibagi menjadi datar (0-3%), landai/berombak (3-8%), bergelombang
(8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%) dan sangat curam (>50%).
Bentuk lahan di Kepulauan Babar secara makro (makro relief) terdiri atas: dataran
(plain), berbukit (hilly) dan bergunung (mountaineous), yang dibagi menjadi
dataran (0-3%), landai/berombak (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam
(15-30%), curam (30-50%), dan sangat curam (>50%). Bentuk lahan di Gugus
Kepulauan Terselatan dan Wetar terdiri atas dataran (plain), berbukit (hilly) dan
bergunung (mountaineous), secara rinci bentuk lahan dibagi menjadi datar (0-3%),
landai/berombak (3-8%), agak curam (15-30%), curam (30-50%) dan sangat
curam (>50%). Kondisi bentuk lahan dan kemiringan lereng serta luasnya pada
Gugus Pulau Terselatan dan Wetar.

C. JUMLAH PENDUDUK

Provinsi Maluku dengan luas wilayah 54.158 Km? didiami penduduk sebanyak
1.880.666 jiwa berdasarkan pencatatan kependudukan, yang terdiri dari 948.625
jiwa laki-laki dan 932.041 jiwa perempuan. Penduduk ini tersebar di 9 (sembilan)
Kabupaten dan 2 (dua) Kota. Dari tabel 1.3 terlihat jelas bahwa jumlah penduduk
terbesar di Provinsi Maluku terdapat di Kabupaten Maluku Tengah yaitu 428.404 jiwa
atau sebesar 22,78%, sedangkan Kabupaten Buru Selatan memiliki jumlah penduduk
terkecil yaitu 77,126 jiwa atau sebesar 4,1%.
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Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin

LAKI-LAKI PEREMPUAN

NAMA
KABUPATEN/KOTA

(1 (2) (3) (4) (5) (6) () (8)
8101 Maluku Tengah 216.179 11.49 212,225 11.28 428.404 22.78
8102  Maluku Tenggara 63.478 3.38 64.761 3.44 128.239 6.82
8103 Kepulauan Tanimbar 64.550 3.43 63.674 3.39 128.224 6.82
8104 Buru 69.832 3.71 67.168 3.57 137.000 7.28
8105 Seram Bagian Timur 69.486 3.69 67.265 3.58 136.751 7.27
8106 Seram Bagian Barat 108.305 5.76 104.190 5.54 212.495 11.3
8107 Kep. Aru 54.749 2.91 51.747 2.75 106.496 5.66
8108 Maluku Barat Daya 43.239 2.3 41.663 2.22 84.902 4.51
8109 Buru Selatan 39.266 2.09 37.860 2.01 77.126 4.1
8171  Kota Ambon 175.106 9.31 176.652 9.39 351.758 18.7
8172  Kota Tual 44.435 2.36 44.836 2.38 89.271 4.75

Maluku 948.625 50.44 932.041 49.56 1.880.666 100

Sumber : Data Dinas Dukcapil Provinsi Maluku 2021; diolah

Gambaran Tabel 1.3 diatas memperlihatkan bahwa Kabupaten Maluku Tengah dan
Kota Ambon memiliki jumlah penduduk terbanyak dibandingkan kota dan kabupaten
lainnya dalam wilayah Provinsi Maluku yaitu sebesar 428.404 jiwa dan 351.758 jiwa.
Sedangkan Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terendah adalah Kabupaten
Buru Selatan dan Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu sebanyak 77.126 jiwa dan
84.902 jiwa.Secara keseluruhan menurut jenis kelamin terlihat bahwa penduduk laki-
laki dengan presentase 50,44% lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk
perempuan sebesar 49,56%.

.JUMLAH KABUPATEN/KOTA

Sejak ditetapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008,
secara administratif Provinsi Maluku terdiri dari 11 (sebelas) Kabupaten dan Kota.
Sesuai Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 693 Tahun 2020Tentang Penetapan
Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Maluku Tahun 2020,
maka secara administratif Provinsi Maluku terbagi atas 11 (sebelas) Kabupaten/Kota,
118 Kecamatan dan 1.198 Desa dan 35 Kelurahan yang dapat dilihat pada tabel 1.4
dibawah ini.

Tabel 1.4
Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku
LUAS JUMLAH
KABUPATEN/KOTA WILAYAH IBUKOTA

(KM)
8101 Maluku Tengah 7,953.81 Masohi 18 186
8102 Maluku Tenggara 1,031.81 Langgur 11 190
8103 Kepulauan Tanimbar 4,465.79 Saumlaki 10 80 1
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8104 Buru 4,932.32 Namlea 10 82 -
8105 Seram Bagian Timur 6,429.88 Bula 15 198 -
8106 Seram Bagian Barat 5,033.38 Piru 11 92 -
8107 Kepulauan Aru 8,152.42 Dobo 10 117 2
8108 Maluku Barat Daya 4.581,06 Tiakur 17 117 -
8109 Buru Selatan 3.780,56 Namrole 6 79 -
8171 Ambon 298.61 Ambon 5 30 20
8172 Tual 254,39 Tual 5 27 3
MALUKU 54.185,00 AMBON 118 1198 35

Sumber : Data Biro Pemerintahan 2020 (Kep Gubernur Maluku No. 693 Tahun 2020)

E. JUMLAH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, UNIT KERJA PERANGKAT
DAERAH DAN PEGAWAI PEMERINTAH

Sampai dengan 31 Desember 2021, keadaan Organisasi Perangkat Daerah dan Unit
Kerja Perangkat Daerah Provinsi Maluku mengalami perubahan pada jumlah personill
ASN yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebanyak 9.940 orang
menjadi 10.164orang yang tersebar pada masing-masing Organisasi Perangkat
Daerahyang dapat dilihat pada tabel 1.5pembagian ASN berdasarkan OPD, UKPD dan
jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 1.5
Pembagian ASN Berdasarkan OPD dan UKPD
JENIS
OPD/UKPD KELAMIN

1 2 3 4

1 Provinsi Maluku 4,147 5,793 9,940
2 Sekretariat Daerah 4 2 6
3 Biro Pemerintahan 11 11 22
4 Biro Hukum Dan Hak Asasi Manusia 10 14 24
5 Biro Organisasi 12 10 22
6 Biro Kesejahteraan Rakyat 12 15 27
7 Biro Umum 48 26 74
8 Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol 20 10 30
9 Biro Perekonomian Daerah 6 13 19
10 Biro Pengelola Perbatasan Negara 15 9 24
11 Biro Administrasi Pembangunan Dan Pengadaan Barang/Jasa 23 18 41
12  Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 35 36 71
13 Inspektorat 26 29 55
14 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 85 69 154
15 UPTD Museum Siwa Lima Provinsi Maluku 5 7 12
16 UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku - - -
17 SMA Negeri Siwalima 11 18 29
18 SLB Negeri Batu Merah 5 13 18
19 SLB Negeri Kota Ambon 2 20 22
20 SLB Negeri Haruru 3 - 3
21  SLB Negeri Masohi 3 1 4
22 Cabang Dinas Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Masohi 20 27 47

Kabupaten Maluku Tengah Kelas A
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23 SMA Negeri 4 Maluku Tengah 13 27 40
24  SMA Negeri 15 Maluku Tengah 15 22 37
25 SMA Negeri 37 Maluku Tengah 3 14 17
26 SMA Muhammadiyah Masohi 2 6 8
27 SMA Negeri 23 Maluku Tengah 6 24 30
28 SMA Negeri 2 Maluku Tengah 2 7 9
29 SMA Negeri 24 Maluku Tengah 2 15 17
30 SMA Negeri 44 Maluku Tengah 3 4 7
31 SMA Negeri 17 Maluku Tengah 10 19 29
32 SMA Negeri 8 Maluku Tengah 4 8 12
33 SMA Negeri 36 Maluku Tengah 4 4 8
34 SMA Negeri 9 Maluku Tengah 7 7 14
35 SMA Negeri 25 Maluku Tengah 1 6 7
36 SMA Al Hilaal Tehoru - 1 1
37 SMA Negeri 32 Maluku Tengah 1 5 6
38 SMA Negeri 1 Maluku Tengah 9 13 22
39 SMA Negeri 30 Maluku Tengah 5 4 9
40 SMA Negeri 34 Maluku Tengah 4 3 7
41 SMA Negeri 7 Maluku Tengah 12 22 34
42 SMA Negeri 12 Maluku Tengah 4 14 18
43 SMA Negeri 16 Maluku Tengah 14 15 29
44 SMA Negeri 11 Maluku Tengah 4 7 11
45 SMA Negeri 19 Maluku Tengah 3 8 11
46 SMA Negeri 43 Maluku Tengah 2 7 9
47 SMA Pgri Oma Haruku = 5 5
48 SMA Negeri 14 Maluku Tengah 6 26 32
49 SMA Negeri 28 Maluku Tengah 6 8 14
50 SMA Negeri 35 Maluku Tengah 3 6 9
51 SMA Negeri 47 Maluku Tengah 2 6 8
52  SMA Negeri 39 Maluku Tengah - 3 3
53 SMA Negeri 13 Maluku Tengah 7 6 13
54  SMA Negeri 33 Maluku Tengah 2 2 4
55 SMA Negeri 29 Maluku Tengah 4 9 13
56 SMA Negeri 21 Maluku Tengah 5 1 6
57 SMA Negeri 46 Maluku Tengah 5 1 6
58 SMK Negeri 1 Maluku Tengah 12 26 38
59 SMK Negeri 11 Maluku Tengah 2 5 7
60 SMK Negeri 7 Maluku Tengah 3 1 4
61 SMK Negeri 4 Maluku Tengah 15 20 35
62 SMK Negeri 10 Maluku Tengah 4 1 5
63 SMK Negeri 5 Maluku Tengah 10 19 29
64 SMK Negeri 2 Maluku Tengah 6 8 14
65 SMK Negeri 8 Maluku Tengah 1 5 6
66 SMK Negeri 3 Maluku Tengah 8 5 13
67 SMA Negeri 31 Maluku Tengah 3 6 9
68 SMA Negeri 18 Maluku Tengah 3 3 6
69 Spk Depkes Masohi - - -
70 SMA Negeri 1 Seram Bagian Barat - - -
71 SMA Negeri 5 Maluku Tengah 18 38 56
72  SMA Negeri 10 Maluku Tengah 7 8 15
73 SMA Negeri 41 Maluku Tengah 2 7 9
74  SMA Negeri 20 Maluku Tengah 9 8 17
75 SMA Negeri 6 Maluku Tengah 5 5 10
76  SMA Negeri Hila Kaitetu Kec. Laihitu Kab. Malteng - - -
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77

PGA Negeri 3 Tahun Ambon

78

SMA Negeri 22 Maluku Tengah

79

SMA Negeri 3 Maluku Tengah

80

SMU Negeri 1 Tulehu

81

SMA Negeri 1 Tulehu

82

PGA Negeri 6 Tahun Ambon

83

PGA Kristen Protestan Maluku

84

SMA Negeri 26 Maluku Tengah

85

SMA Negeri 52 Maluku Tengah

86

SMA Negeri 50 Maluku Tengah

87

SMA Negeri 27 Maluku Tengah

88

SMA Negeri 45 Maluku Tengah

89

SMA Negeri 48 Maluku Tengah
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=
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920

SMA Negeri 40 Maluku Tengah

91

SMA Negeri 54 Maluku Tengah

Ll ]
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1 [ WO | O

92

SMK Negeri Kecamatan Seram Utara Timur Kobi

93

SMA Negeri 4 Maluku Tengah

94

SMA Negeri 15 Maluku Tengah

95

SMA Negeri 55 Maluku Tengah

Ll ]
N

(08 RN

96

SMK Negeri Kobisonta

97

SMA Negeri 42 Maluku Tengah

98

SMA Negeri 38 Maluku Tengah

99

SMA Negeri 49 Maluku Tengah

NIi= =

100

SMA Negeri 51 Maluku Tengah

101

SMA Swasta Mathlaul Anwar Masohi

102

SMA Swasta Yos Soedarso Masohi

103

SMA Swasta Kristen 1 Saparua

04

SMK Swasta Muhammadiyah Masohi

N U~

105

SMA Swasta Kristen 1 Amahai

WINWWRARFEINF =

—
w

DA OOIFHIDNIN

—

106

SMA Swasta Nambuana Tulehu

107

SMA Kristen TNS

—

108

SMA Kristen Ameth

109

SMA Negeri 61 Maluku Tengah

110

SMA Negeri 57 Maluku Tengah

NiER OO

111

SMA Negeri 56 Maluku Tengah

112

SMA PGRI Saparua

10

113

SMK Swasta Rijali Sahalutu

114

SMA Alhilal Tehoru

115

SMA Negeri 53 Maluku Tengah

iR, NP RINN U
1

W= N= WW oo

116

SMA Muhammadiyah Masohi

117

SMK Negeri 9 Maluku Tengah

—
1

118

SMK Swasta Pariwisata Pamahanunussa

119

Cabang Dinas Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Langgur 43 58

Kabupaten Maluku Tenggara Kelas A

101

120

SMA Negeri 3 Maluku Tenggara

18 36

121

SMA Negeri 1 Maluku Tenggara

122

SDLB Negeri Langgur

123

SMK Negeri 1 Maluku Tenggara

10 13

124

SMA Negeri 2 Ohoira

125

SMA Negeri 2 Maluku Tenggara

10 34

126

SMK Negeri 2 Maluku Tenggara

16 33

127

SLB Negeri Langgur

128

Smplb Negeri Langgur

129

SMA Negeri 5 Maluku Tenggara

130

SMA Negeri 10 Maluku Tenggara
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131 SMK Negeri 3 Maluku Tenggara 10 13 23
132 SMA Negeri 4 Maluku Tenggara 7 11 18
133 SPG Negeri Tual = = =
134 SMA Negeri 11 Maluku Tenggara 4 3 7
135 SMA Negeri 8 Maluku Tenggara 1 6 7
136 SMA Negeri 9 Maluku Tenggara 3 3 6
137 SMA Negeri 1 Maluku Tenggara - - -
138 PKKP-PGAN Tual - - -
139 SMA Negeri 6 Maluku Tenggara 2 5 7
140 SMA Negeri 7 Maluku Tenggara 6 10 16
141 Cabang Dinas Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Namlea 7 2 9
Kabupaten Buru Kelas A
142 SMA Negeri 5 Buru 3 8 11
143 SMA Negeri 1 Buru 22 23 45
144 SMA Negeri 2 Buru 21 34 55
145 SMA Negeri 7 Buru 2 7 9
146 SMA Negeri 3 Buru 13 13 26
147 SMA Negeri 8 Buru 5 7 12
148 SMA Negeri 10 Buru 2 4 6
149 SMA Negeri 11 Buru 2 = 2
150 SMA Negeri 6 Buru 8 7 15
151 SMA Negeri 9 Buru 2 4 6
152 SMK Alhilaal Namlea 3 12 15
153 SMK Negeri 6 Buru 4 3 7
154 SMK Negeri 7 Buru 6 4 10
155 SMK Negeri 5 Buru 1 2 3
156 SMK Negeri 1 Buru 20 15 35
157 SMK Negeri 3 Buru 12 9 21
158 SMK Negeri 4 Buru 3 3 6
159 SMK Negeri 2 Buru 12 6 18
160 SMA Negeri 12 Buru 3 4 7
161 SMA Negeri 4 Buru 3 5 8
162 SMA Negeri 13 Buru - 1 1
163 SMK Negeri 8 Buru = 1 1
164 SMA Tarbiyah Airbuaya 4 3 7
165 SMK AL Hilaal Namlea - - -
166 Madrasah Aliyah Al Hilaal Namlea 1 4
167 Cabang Dinas Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Saumlaki 53 81 134
Kabupaten Kep. Tanimnbar Kelas A
168 SMK Negeri 3 Tanimbar Selatan - - -
169 SMA Negeri 8 Kepulauan Tanimbar 7 22 29
170 SMA Negeri 10 Kepulauan Tanimbar 12 35 47
171 SMA Negeri 2 Kepulauan Tanimbar 3 6 9
172 SMA Negeri 5 Kepulauan Tanimbar 5 12 17
173 SMA Negeri 7 Kepulauan Tanimbar 4 5 9
174 SMA Negeri 12 Kepulauan Tanimbar 5 13 18
175 SMA Negeri 6 Kepulauan Tanimbar 10 11 21
176 SMA Negeri 13 Kepulauan Tanimbar 2 5 7
177 SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar 7 3 10
178 SMA Negeri 11 Kepulauan Tanimbar 4 8 12
179 SMA Negeri 1 Kepulauan Tanimbar 3 5 8
180 SMA Negeri 3 Kepulauan Tanimbar 1 1 2
181 SMA Negeri 14 Kepulauan Tanimbar 1 1 2
182 SMK Negeri 1 Kepulauan Tanimbar 6 4 10
183 SMK Negeri 6 Kepulauan Tanimbar 35 44 79
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184 SMK Negeri 4 Kepulauan Tanimbar 8 3 11
185 SMK Negeri 5 Kepulauan Tanimbar 6 7 13
186 SMK Negeri 3 Kepulauan Tanimbar 1 3 4
187 SMK Negeri 2 Kepulauan Tanimbar 8 13 21
188 PGA 6 Tahun Saumlaki Kepulauan Tanimbar - - -
189 SMU Negeri Larat = 1 1
190 SMA Negeri 9 Kepulauan Tanimbar 1 1 2
191 Cabang Dinas Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Dobo 32 62 94
Kabupaten Kepulauan Aru Kelas A
192 Kelompok Belajar Paket C - - -
193 MA Alhidayah Kab. Kepulauan Aru Propinsi Maluku - - -
194 SMA Negeri 3 Kepulauan Aru 12 37 49
195 SMA Negeri 1 Kepulauan Aru 13 24 37
196 SMA Negeri 2 Kepulauan Aru 6 10 16
197 SMA Negeri 4 Kepulauan Aru 12 11 23
198 SMA Negeri 6 Kepulauan Aru 6 3 9
199 SMA Negeri 5 Kepulauan Aru 7 6 13
200 SMA Negeri 7 Kepulauan Aru 5 4 9
201 SMA Negeri 8 Kepulauan Aru 2 5 7
202 SMK Negeri 1 Kepulauan Aru 16 20 36
203 SMK Negeri 2 Kepulauan Aru 1 = 1
204 Cabang Dinas Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Piru 14 11 25
Kabupaten Seram Bagian Barat Kelas A
205 SMA Negeri 22 Seram Bagian Barat 5 16 21
206 SMA Negeri 11 Seram Bagian Barat 10 8 18
207 SMA Negeri 16 Seram Bagian Barat 4 3 7
208 SMA Negeri 7 Seram Bagian Barat 7 4 11
209 SMA Negeri 5 Seram Bagian Barat 7 14 21
210 SMA Negeri 3 Seram Bagian Barat 9 34 43
211 SMA Negeri 12 Seram Bagian Barat 8 11 19
212 SMA Negeri 9 Seram Bagian Barat 4 7 11
213 SMA Negeri 2 Seram Bagian Barat 8 27 35
214 SMA Negeri 10 Seram Bagian Barat 5 12 17
215 SMA Negeri 1 Seram Bagian Barat 7 20 27
216 SMA Negeri 14 Seram Bagian Barat 5 1 6
217 SMA Negeri 20 Seram Bagian Barat 2 10 12
218 SMA Negeri 19 Seram Bagian Barat 5 13 18
219 SMA Negeri 17 Seram Bagian Barat - 2 2
220 SMK Negeri 4 Seram Bagian Barat 2 9 11
221 SMK Negeri 9 Seram Bagian Barat 1 4 5
222 SMA Negeri 10 Seram Bagian Barat - - -
223 SMK Negeri 2 Seram Bagian Barat 5 14 19
224 SMK Negeri 3 Seram Bagian Barat 12 7 19
225 SMK Negeri 6 Seram Bagian Barat 1 = 1
226 SMK Negeri 5 Seram Bagian Barat 1 6 7
227 SMK Negeri 8 Seram Bagian Barat 11 10 21
228 SMK Negeri 10 Seram Bagian Barat 2 12 14
229 SMK Negeri 1 Seram Bagian Barat 9 9 18
230 SMA Negeri 6 Seram Bagian Barat 5 7 12
231 SMK Negeri 7 Seram Bagian Barat 3 8 11
232 SMA Negeri 15 Seram Bagian Barat 11 14 25
233 SMA Negeri 4 Seram Bagian Barat 15 19 34
234 SMK Negeri 11 Seram Bagian Barat 1 8 9
235 SMK Negeri 1 Waesala 1 2 3
236 SMA PGRI 2 Kairatu 5 9 14
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237 SMA PGRI 3 Kairatu 5 3 8
238 SMA PGRI 4 Kairatu 3 7 10
239 SMA Negeri 8 Seram Bagian Barat 4 4 8
240 SMA Negeri 18 Seram Bagian Barat 2 - 2
241 SMK Kristen Seram Barat 2 10 12
242 SMA Negeri 25 Seram Bagian Barat 1 - 1
243 SMA PGRI Pelita Jaya 3 6 9
244 SMA Muhammadiyah Patinia - - -
245 SMA Al-Figri Telaga Piru 5 2 7
246 SMA LKMD Olas 5 1 6
247 SMA Muhamadiyah Luhu 1 4 5
248 SMA Muhamadiyah Limboro 4 3 7
249 SMA Persiapan Ely Besar = 1 1
250 SMA Negeri 26 Seram Bagian Barat 1 - 1
251 SMA Igra Amaholu - - -
252 SMA Negeri 13 Seram Bagian Barat 2 - 2
253 SMA Negeri 23 Seram Bagian Barat 1 S 1
254 SMA Negeri 21 Seram Bagian Barat 1 1 2
255 SMA Huamual Barat Talaga 7 3 10
256 SMK Negeri Waisala di Manipa 1 - 1
257 SMK Tunas Timur Piru = 1 1
258 SMA Muhammadiyah Kelapa Dua - - -
259 Cabang Dinas Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Bula 13 5 18
Kabupaten Seram Bagian Timur Kelas A
260 SMK Negeri 5 Seram Bagian Timur 1 2 3
261 SMK Negeri 7 Seram Bagian Timur 2 3 5
262 SMA Negeri 11 Seram Bagian Timur 1 - 1
263 SMA Negeri 1 Seram Bagian Timur = 2 2
264 SMA Negeri 1 Seram Bagian Timur 7 21 28
265 SMK Negeri 1 Seram Bagian Timur 6 12 18
266 SMK Negeri 3 Seram Bagian Timur 7 8 15
267 SMA Negeri 5 Seram Bagian Timur 7 6 13
268 SMA Negeri 4 Seram Bagian Timur 10 8 18
269 SMK Negeri 2 Seram Bagian Timur 7 4 11
270 SMA Negeri 6 Seram Bagian Timur 6 4 10
271 SMA Negeri 12 Seram Bagian Timur 1 5 6
272 SMK Negeri 4 Seram Bagian Timur 4 7 11
273 SMA Negeri 7 Seram Bagian Timur 2 1 3
274 SMA Negeri 15 Seram Bagian Timur 3 3 6
275 SMA Persiapan Tamher Warat - - -
276 SMA Negeri 14 Seram Bagian Timur 1 - 1
277 SMK Lahema - -
278 SMK Negeri Batuasa - - -
279 SMA Negeri 9 Seram Bagian Timur 4 6 10
280 SMK Negeri 7 Seram Bagian Timur 1 - 1
281 SMA Negeri 2 Seram Bagian Timur 10 12 22
282 SMA Negeri 8 Seram Bagian Timur 6 3 9
283 SMA Negeri Atiahu = = -
284 SMK Kilkoda - - -
285 SMA Negeri 3 Seram Bagian Timur 6 13 19
286 SMA Negeri 10 Seram Bagian Timur 5 5 10
287 SMA Negeri 13 Seram Bagian Timur 2 1 3
288 SMK Negeri 8 Seram Bagian Timur 2 2 4
289 SMK Negeri 6 Seram Bagian Timur 7 3 10
290 SMA Swasta Persiapan Tamher Warat 1 - 1
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291 SMA Persiapan Lou Lean 1 S 1
292 SMA Muhammadiyah Attiahu 1 5 6
293 SMA Persiapan Lalan Matlean = 1 1
294 SMA Nafiri Ukar Sengan - 1 1
295 SMA Persiapan Watubela = 1 1
296 SMA Swasta Nambuasa Tulehu - 1 1
297 Cabang Dinas Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Namrole 1 2 3
Kabupaten Buru Selatan Kelas A
298 SMA Negeri 9 Buru Selatan 2 - 2
299 SMA Negeri 6 Buru Selatan 3 3 6
300 SMK Negeri 1 Buru Selatan 8 2 10
301 SMK Negeri 3 Buru Selatan 10 17 27
302 SMK Negeri 6 Buru Selatan 4 6 10
303 SMA Negeri 4 Buru Selatan 5 1 6
304 SMA Negeri 5 Buru Selatan 5 5 10
305 SMK Negeri 9 Buru Selatan 2 = 2
306 SMA Negeri 3 Buru Selatan 5 16 21
307 SMA Negeri 1 Buru Selatan 4 3 7
308 SMK Negeri 2 Buru Selatan 3 1 4
309 SMA Negeri 2 Buru Selatan 3 2 5
310 SMA Negeri 10 Buru Selatan 1 2 3
311 SMA Negeri 8 Buru Selatan 2 1 3
312 SMK Negeri 4 Buru Selatan 2 - 2
313 SMK Negeri 8 Buru Selatan 2 1 3
314 SMK Negeri 5 Buru Selatan 5 4 9
315 SMA Negeri 11 Buru Selatan 1 S 1
316 SMA Lkmd Namrole - - -
317 SMA Negeri 7 Buru Selatan 9 26 35
318 SMA Negeri 12 Buru Selatan 2 1 3
319 SMA Negeri 13 Buru Selatan 1 = 1
320 SMK Negeri 7 Buru Selatan 3 1 4
321 SMK Tunas Negri Leksula - - -
322 SMK Negeri 10 Buru Selatan 1 - 1
323 SMA Kristen Leksula 6 5 11
324 SMA Negeri 14 Buru Selatan 1 - 1
325 Cabang Dinas Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Tiakur 9 2 11
Kabupaten Maluku Barat Daya Kelas A
326 SMK Negeri 3 Maluku Barat Daya 2 1 3
327 SMK Negeri 6 Maluku Barat Daya = 1 1
328 SMA Negeri 4 Maluku Barat Daya 12 19 31
329 SMK Negeri Inahoriwa 8 8 16
330 SMK Negeri 1 Maluku Barat Daya 4 6 10
331 SMA Negeri 12 Maluku Barat Daya 6 14 20
332 SMA Negeri 13 Maluku Barat Daya 3 15 18
333 SMA Negeri 9 Maluku Barat Daya 8 7 15
334 SMK Negeri 7 Maluku Barat Daya 5 11 16
335 SMK Negeri Moa Lakor 2 1 3
336 SMA Negeri 14 Maluku Barat Daya 1 2 3
337 SMA Negeri 10 Maluku Barat Daya 1 2 3
338 SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Mdona Hyera 4 3 7
339 SMA Negeri 5 Maluku Barat Daya 10 11 21
340 SMK Negeri Tepa 5 4 9
341 SMA Negeri 11 Maluku Barat Daya 3 3 6
342 SMA Negeri 1 Maluku Barat Daya 4 4 8
343 SMA Negeri 3 Maluku Barat Daya 4 4 8
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344 SMK Negeri 4 Maluku Barat Daya 1 1 2
345 SMA Negeri 17 Maluku Barat Daya 2 = 2
346 SMA Negeri 2 Maluku Barat Daya 4 11 15
347 SMA Negeri 18 Maluku Barat Daya 2 = 2
348 SMA Kristen Aprian Ilih - 2 2
349 SMA Negeri 6 Maluku Barat Daya 5 4 9
350 SMK Negeri 8 Maluku Barat Daya 2 - 2
351 SMA Negeri 16 Maluku Barat Daya 3 3 6
352 SMA Negeri 15 Maluku Barat Daya 1 1 2
353 SMA Negeri 8 Maluku Barat Daya 5 8 13
354 SMA Negeri 7 Maluku Barat Daya 7 19 26
355 UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ambon 18 43 61
356 SMA Swasta Pertiwi Ambon 1 8 9
357 Sekolah Menengah Ekonomi Atas Negeri 1 Pembina Ambon - - -
358 SMK XXX - - -
359 PGSMTP Ambon = = -
360 SMA Negeri 3 Ambon - - -
361 Sekolah Teknologi Menengah Negeri 2 Ambon = = -
362 SPG Ambon - - -
363 PGAN 6 Tahun = = -
364 SMA XXX - - -
365 SUPM = = -
366 Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri Batu Merah - - -
367 SMA Negeri 1 Ambon 10 36 46
368 SMA Negeri 2 Ambon 20 51 71
369 SMA Negeri 3 Ambon 17 39 56
370 SMA Negeri 4 Ambon 15 37 52
371 SMA Negeri 5 Ambon 10 42 52
372 SMA Negeri 6 Ambon 10 31 41
373 SMA Negeri 7 Ambon 9 25 34
374 SMA Negeri 8 Ambon 10 13 23
375 SMA Negeri 9 Ambon 8 24 32
376 SMA Negeri 10 Ambon 10 31 41
377 SMA Negeri 11 Ambon 23 54 77
378 SMA Negeri 12 Ambon 13 32 45
379 SMA Negeri 13 Ambon 22 47 69
380 SMA Negeri 14 Ambon 5 27 32
381 SMK Negeri 1 Ambon 8 48 56
382 SMK Negeri 2 Ambon 12 31 43
383 SMK Negeri 3 Ambon 22 35 57
384 SMK Negeri 4 Ambon 36 33 69
385 SMK Negeri 5 Ambon 4 24 28
386 SMK Negeri 6 Ambon 9 23 32
387 SMK Negeri 7 Ambon 14 29 43
388 SMK Negeri 8 Ambon 8 7 15
389 Sekolah Dasar Luar Biasa Leliani 2 Latuhalat - - -
390 Madrasah Aliyah Negeri Ambon - - -
391 SMA Persiapan Negeri 15 Ambon - - -
392 SMA Negeri Siwalima - - -
393 Madrasah Aliyah Al-Muslim Ambon - - -
394 Madrasah Aliyah Swasta Al-Fatah Ambon - - -
395 Madrasah Aliyah Swasta Al-Mabrur - - -
396 Madrasah Aliyah Swasta Ittaqullah - - -
397 Madrasah Aliyah Swasta Nurul Ikhlas = = =
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398 SMA Kristen Passo - -
399 SMA Muhammadiyah Ambon 5 7 12
400 SMA Swasta 45 Ambon - - -
401 SMA Swasta Advent Maluku - - -
402 SMA Swasta Al Hilaal Ambon 2 1 3
403 SMA Swasta Angkasa Pattimura Ambon 1 16 17
404 SMA Swasta Gemah 7 Ambon 1 5 6
405 SMA Swasta Kartika XIII-1 Ambon 2 15 17
406 SMA Swasta Kristen Kalam Kudus - - -
407 SMA Swasta Kristen Oikumene - - -
408 SMA Swasta Kristen Rehoboth 1 - 1
409 SMA Swasta Kristen YKPKPM 1 1 2
410 SMA Swasta LKMD Laha 2 9 11
411 SMA Swasta Maria Mediatrix 2 6 8
412 SMA Swasta PGRI 1 Ambon 1 24 25
413 SMA Swasta PGRI 2 Ambon = 2 2
414 SMA Swasta Xaverius Ambon 2 16 18
415 SMK Kesehatan Fanyoswer = = -
416 SMK Kesehatan Nusaniwe Ambon - 2 2
417 SMK Muhammadiyah Ambon 3 6 9
418 SMK Primadarma Ambon - - -
419 SMK Swasta Al Wathan Ambon 1 5
420 SMK Swasta Jayanegara - 1 1
421 SMK Swasta Kesehatan Ambon 6 12 18
422 SMK Swasta Kesehatan Trimurti Husada Ambon - - -
423 SMK Swasta PGRI Ambon 1 10 11
424 SMTK Ambon - - -
425 Tahfiidzul Quran Al-Anshor Ambon - - -
426 Cabang Dinas Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Tual Kota 24 21 45
Tual Kelas A
427 SMA Persamaan o o -
428 SMA Negeri Tual - -
429 SMA Negeri 7 Kota Tual 3 3 6
430 SMA Negeri 4 Kota Tual 8 11 19
431 SMA Negeri 6 Kota Tual 3 5 8
432 SMA Negeri 3 Kota Tual 4 4 8
433 SMA Negeri 2 Kota Tual 10 5 15
434 SMK Negeri 1 Tual 18 48 66
435 SMK Negeri Pertanian Ohoitahit 4 - 4
436 SMK Negeri 3 Tual - 3 3
437 SMK Kesehatan Romel Tual - - -
438 SMA Negeri 1 Kota Tual - 1 1
439 SMA Negeri 5 Kota Tual 6 9 15
440 SMK Negeri 2 Tual - 3 3
441 SMA Negeri Raudah Danar 1 1
442 UPTD Taman Budaya Kelas A 17 7 24
443 UPTD Balai Teknologi Komunikasi Dan Informasi Pendidikan Dan 5 3 8
Kebudayaan Kelas A
444 Dinas Kesehatan 52 77 129
445 UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Alat Kesehatan 6 21 27
Kelas A
446 UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A 8 19 27
447 UPTD Balai Kesehatan Paru Masyarakat Kelas A 13 43 56
448 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 166 58 224
449 UPTD Laboratorium Pengujian Bahan Dan Peralatan Berat 14 5 19
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450 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman 34 25 59

451 Satuan Polisi Pamong Praja 38 14 52

452 Dinas Sosial 43 31 74

453 UPTD Panti Sosial Bina Remaja dan Anak Berhadapan Dengan Hukum 11 5 16
Hiti-Hiti Hala-Hala Kelas A

454 UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Ina Kaka Kelas A 6 17 23

455 UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Huke Ina Kelas A 2 = 2

456 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 6 23 29

457 Dinas Ketahanan Pangan 27 29 56

458 UPTD Balai Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pangan - - -

459 Dinas Lingkungan Hidup 12 29 41

460 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 22 14 36

461 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 13 22 35

462 Dinas Perhubungan 44 28 72

463 Dinas Komunikasi Dan Informatika 19 32 51

464 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 13 25 38

465 UPTD Balai Pendidikan Dan Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan 4 6 10
Menengah Kelas A

466 UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Kecil Dan 2 6 8
Menengah Kelas A

467 UPTD Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 4 5 9
Kelas A

468 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 18 17 35

469 Dinas Pemuda Dan Olahraga 27 22 49

470 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 30 25 55

471 Dinas Kelautan Dan Perikanan 23 24 47

472 UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Banda Kelas A 5 - 5

473 UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Dobo Kelas A 7 2 9

474 UPTD Balai Budidaya Laut (BBL) Tual Kelas A 6 6 12

475 UPTD Balai Budidaya Laut (BBL) Dobo Kelas A 7 2 9

476 UPTD Balai Budidaya Ikan Pantai (BBIP) Masika Jaya Kelas A 8 2 10

477 Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Gugus Pulau I Buru Dan Buru 9 2 11
Selatan Kelas A Di Masarete

478 Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Gugus Pulau II Seram Bagian 3 7 10
Barat Kelas A Di Piru

479 Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Gugus Pulau III Seram Utara 3 1 4
Kelas B Di Wahai

480 Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Gugus Pulau IV Seram Bagian 5 4 9
Timur Kelas A Di Bula

481 Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Gugus Pulau V Seram Bagian 5 3 8
Selatan Kelas A Di Amahai

482 Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Gugus Pulau VI Kepulauan 5 1 6
Banda Kelas A Di Banda

483 Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Gugus Pulau VII Pulau Ambon 6 6 12
Dan Pulau-Pulau Lease Kelas A Di Waai

484 Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Gugus Pulau VIII Kepulauan 5 4 9
Kei Kelas A Di Tual

485 Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Gugus Pulau IX Kepulauan Aru 3 3 6
Kelas A Di Dobo

486 Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Gugus Pulau X Kepulauan 6 3 9
Tanimbar Kelas A Di Saumlaki

487 Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Gugus Pulau XI Pulau-Pulau 2 4 6
Babar Kelas A Di Tepa

488 Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Gugus Pulau XII Pulau-Pulau 4 2 6
Terselatan Kelas A Di Letti

489 Dinas Pariwisata 33 33 66

490 Dinas Pertanian 68 79 147
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491 UPTD Sekolah Pertanian Pembangunan 19 30 49
492 UPTD Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih/Bibit Pertanian Dan 17 14 31
Peternakan Kelas A
493 UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura Dan 27 22 49
Perkebunan Kelas A
494 UPTD Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pertanian Kelas A 17 12 29
495 UPTD Balai Benih Padi, Palawija Dan Hortilkutura Kelas A 16 2 18
496 UPTD Balai Perbibitan Ternak Dan Laboratorium Keswan Dan 13 2 15
Kesmavet Kelas A
497 Dinas Kehutanan 90 51 141
498 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ambon Kelas A 18 18 36
499 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Maluku Tengah Kelas A 20 10 30
500 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Seram Bagian Barat Kelas A 21 20 41
501 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Seram Bagian Timur Kelas A 11 4 15
502 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Buru Kelas A 53 11 64
503 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Buru Selatan Kelas A 13 5 18
504 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Maluku Tenggara Kelas A 7 4 11
505 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tual Kelas A 5 2 7
506 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kepulauan Aru Kelas A 6 2 8
507 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Maluku Tenggara Barat 8 1 9
Kelas A
508 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Maluku Barat Daya Kelas A 8 5 13
509 Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral 53 16 69
510 UPTD Balai Pengujian Dan Peralatan ESDM - - -
511 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 28 23 51
512 UPTD Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Kelas A 1 2 3
513 UPTD Balai Aneka Industri Dan Kerajinan Kelas A 6 5 11
514 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 36 21 57
515 UPTD Balai Keselamatan Kerja Dan Hiperkes Kelas A 3 8 11
516 UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional I Kelas A 8 3 11
517 UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional II Kelas A 3 4 7
518 UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional III Kelas A 5 1 6
519 UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional IV Kelas A 4 2 6
520 UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional V Kelas A 3 1 4
521 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 39 36 75
522 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah 39 30 69
523 Badan Pendapatan Daerah 27 18 45
524 UPTD Pelayanan Pendapatan Ambon Kota Ambon Kelas A 9 9 18
525 UPTD Pelayanan Pendapatan Masohi Kabupaten Maluku Tengah Kelas A 2 1 3
526 UPTD Pelayanan Pendapatan Banda Kabupaten Maluku Tengah Kelas A 1 1 2
527 UPTD Pelayanan Pendapatan Piru Kabupaten Seram Bagian Barat 2 2 4
Kelas A
528 UPTD Pelayanan Pendapatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur Kelas A 1 1 2
529 UPTD Pelayanan Pendapatan Namlea Kabupaten Buru Kelas A 4 1 5
530 UPTD Pelayanan Pendapatan Namrole Kabupaten Buru Selatan Kelas A 2 1 3
531 UPTD Pelayanan Pendapatan Langgur Kabupaten Maluku Tenggara 3 = 3
Kelas A
532 UPTD Pelayanan Pendapatan Tual Kota Tual Kelas A 2 1 3
533 UPTD Pelayanan Pendapatan Dobo Kabupaten Kepulauan Aru Kelas A 1 3 4
534 UPTD Pelayanan Pendapatan Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara 4 1 5
Barat Kelas A
535 UPTD Pelayanan Pendapatan Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya 1 1 2
Kelas A
536 Badan Kepegawaian Daerah 26 29 55
537 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 36 28 64

538 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 18 15 33
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539 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 20 14 34
540 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy 123 475 598
541 Badan Penghubung Provinsi 13 15 28
542 Rumah Sakit Khusus Daerah 34 77 111
543 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ishak Umarella 41 201 242

JUMLAH 4,216 5.948 10.164

Sumber : Data diolah dari BKD Provinsi Maluku Tahun 2021

F. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah diperlukan penganggaran
terhadap pembiayaan pelaksanaan setiap urusan. Pada tahun 2021berdasarkan

Laporan Realisasi

Anggaran Unaudited, Pemerintah Daerah Provinsi

Maluku

melaksanakan setiap pelayanan berdasarkan anggaran dengan rincian sebagai

berikut :

Pendapatan sebesar Rp.3.336.772.045.231,00 dengan realisasi sebesar

Rp.3.274.548.676.668,83 atau mencapai 98,14% dan aggaran belanja sebesar
Rp.4.192.348.837.591,34 dengan realisasi sebesar Rp.3.548.682.859.192,24,- atau

mencapai 84,69%.

Tabel 1.6

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Maluku

Tahun 2021

4. PENDAPATAN DAERAH 3.336.772.045.231,00 3.274.548.676.668,83 | 98,14
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 542.016.880.865,00 557.240.396.254,83 | 102,81
4.1.1 | Pajak Daerah 355.915.255.248,00 404.218.234.262,00 | 113,58
4.1.2 | Retribusi Daerah 101.405.975.000,00 80.230.837.700,00 79,10
4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan 33.144.368.602,00 40.248.849.705,01 | 121,43
Daerah yang Dipisahkan
4.1.4 | Lain-Lain PAD yang Sah 51.551.282.015,00 32.542.474.587,82 63,13
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.791.150.899.000,00 2.716.364.110.436,00 | 97,32
4.2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah 2.791.150.899.000,00 2.716.364.110.436,00 97,32
Pusat
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN 3.604.265.366,00 944.169.978,00 (| 26,20
DAERAH YANG SAH
4.3.1 | Pendapatan Hibah 3.604.265.366,00 944.169.978,00 26,20
5. BELANJA DAERAH 4.192.348.837.591,34 3.548.682.859.192,24 | 84,69
5.1 BELANJA OPERASI 2.540.036.753.791,34 2.282.247.162.720,24 | 90,38
5.1.1 | Belanja Pegawai 1.174.863.569.407,01 848.022.780.981,00 72,19
51.2 Belanja Barang dan Jasa 1.196.221.795.808,33 848.335.855.666,24 71,80
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Sumber :Diolah dari data BPKAD Tahun 2021

5.1.3 | Belanja Bunga 8.295.000.000,00 8.128.609.915,00 97,99
5.1.4 | Belanja Subsidi 536.500.000,00 323.585.404,00 60,31
5.1.5 | Belanja Hibah 154.608.171.569,00 573.772.719.354,00 | 371,11
5.1.6 | Belanja Bantuan Sosial 5.511.717.007,00 3.663.611.400,00 66,47
5.2 BELANJA MODAL 1.313.460.364.027,00 983.661.158.574,00 | 74,18
5.2.1 | Belanja Modal Tanah 34.476.756.500,00 33.977.682.504,00 98,55
5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan 402.816.782.273,00 138.066.201.833,00 34,27
Mesin
5.2.3 Belanja Modal Gedung dan 222.770.117.317,00 163.122.931.635,00 69,31
Bangunan
5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan 650.144.254.637,00 645.826.611.293,00 99,34
Jaringan
5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.252.453.300,00 2.667.731.309,00 82,02
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 88.678.670.015,00 63.047.802.309,00 | 71,10
5.3.1 | Belanja Tak Terduga 88.678.670.015,00 63.047.802.309,00 71,10
5.4 BELANJA TRANSFER 250.173.049.758,00 219.726.735.589,00 | 87,83
5.4.1 | Belanja Bagi Hasil 237.673.049.758,00 212.850.335.589,00 89,56
5.4.1 | Belanja Bantuan Keuangan 12.500.000.000,00 6.876.400.000,00 55,01
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 693.070.230.236,00 (884.000,00) 0
6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 184.009.238.762,00 (884.000,00) 0
Tahun Sebelumnya
6.1.4 | Penerimaan Pinajaman Daerah 508.360.991.474,00 0,00 0
6.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian 700.000.000,00 0,00 0
Pinjaman Daerah
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 100
6.2.1 | Penyertaan Modal Daerah 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 100
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1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
A. PERMASALAHAN STRATEGIS PEMERINTAHDAERAH

Proses perencanaan pembangunan merupakan upaya guna mewujudkan
kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan
pembangunan secara bottom up dan top down dengan mengacu pada arah
pembangunan nasional dengan memperhatikan orientasi pembangunan regional.
Untuk itu tahapan perencanaan pembangunan daerah awalnya dimulai dengan
melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya.Hal ini
dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah nantinya dapat bersinergi dan
berkontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan di daerah dan
berkontribusi pada pembangunan regional dan nasional.
Permasalahan pembangunan daerah di Provinsi Maluku tahun 2021, teridentifikasi dari
hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, dan evaluasi kinerja pembangunan
daerah, antara lain :
a) Masih cukup tingginya jumlah dan persentase penduduk miskin, terutama
kemiskinan di perdesaan maupun di kawasan daerah tertinggal, yang mata
pencaharian penduduknya dominan di sektor perikanan dan pertanian;

b) Kondisi perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, terutama
dalam menghadapi kondisi perekonomian global dan nasional yang tidak
menentu, antara lain kemudahan investasi, keberadaan koperasi dan UMKM, dan
pengembangan sektor unggulan;

¢) Kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan pendidikan,
kesehatan, kesetaraan gender, dan daya saing tenaga kerja terutama dalam
menghadapi kondisi global yang semakin terbuka;

d) Belum optimalnya upaya pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat secara
berdaulat, baik dari ketersediaan, distribusi, maupun diversifikasi;

e) Masih cukup tingginya kecenderungan ketergantungan terhadap energi fosil, serta
pelayanan jaringan listrik untuk masyarakat yang belum optimal dan belum
optimalnya pemanfaatan energi baru terbarukan;

f) Perlunya peningkatan pelayanan infrastruktur yang mendukung dinamika aktivitas
kehidupan masyarakat baik ekonomi, sosial, budaya, dan politik, serta
pengurangan kesenjangan antar wilayah;

g) Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, yang
ditandai dengan meningkatkan kerusakan ekosistem teresterial dan pesisir-laut,
serta meningkatnya pencemaran lingkungan hidup;

h) Masih perlunya peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan
daerah, dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi;

i) Masih perlunya peningkatan peran pemerintah bersama masyarakat untuk
meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan
kondusivitas daerah.
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Permasalahan pembangunan daerah merupakan permasalahan pada penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah yang relevan berdasarkan analisis yang merujuk pada
identifikasi permasalahan pembangunan daerah sebagai perbedaan pencapaian antara
kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara
apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi pada saat ini. Perbedaan
dimaksud dilihat dari kesenjangan pencapaian daerah maupun pencapaian regional
atau nasional.

Untuk memberikan penguatan pada penyusunan RPIJMD Provinsi Maluku tahun 2019-
2024, permasalahan pembangunan dapat diidentifikasi dan dianalisis didasarkan pada
urusan pemerintahan sebagai berikut :

< Urusan Pemerintahan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

» Penguatan efektifitas birokrasi melalui penguatan tata kelola pelayanan
pendidikan;

» Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui
pengembangan program dan kegiatan pelatihan, bimtek dan penilaian
kinerja guru yang tepat sasaran serta memenuhi kebutuhan kompetensi
guru;

> Perluasan akses melalui pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
secara merata serta pemenuhan kesejahteraan siswa;

> Rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik/pengajar serta
pemerataan pada semua jenjang pendidikan;

> Masih terbatasnya akses terhadap pelayanan pendidikan.

2. Urusan Kesehatan

» Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta gizi masyarakat;

» Peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan, pengendalian penyakit

menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan;

Peningkatan dan pemerataan kualitas serta kuantitas tenaga kesehatan;

Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana kesehatan;

Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan;

Pemantapan preventif dan promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);

Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pengawasan obat dan

makanan;

Peningkatan akreditasi sarana pelayanan kesehatan (RS dan Puskesmas);

Terbatasnya informasi masyarakat terhadap fasilitas dan pelayanan

kesehatan yang bermutu pada kawasan tertinggal, terluar dan terdepan;

» Masih tingginya beban kerja tenaga kesehatan;

> Terbatasnya sarana transportasi masyarakat untuk menjangkau fasilitas
kesehatan;

» Belum memadainya sarana prasarana penunjang pelayanan kesehatan;

» Jauhnya rentang kendali menyebabkan pelayanan kesehatan dalam
bentuk intensitas kunjungan tenaga medis ke pulau-pulau relatif minimal;

» Rendahnya kesadaran masyarakat berperilaku hidup sehat.

YV V VYV YV

Y V
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3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan dan Jembatan

>

Belum optimalnya tingkat pelayanan jaringan jalan dan jembatan yang
disebabkan antara lain karena masih terdapat jalan dan jembatan dalam
kondisi rusak, penyempitan jalan dan jembatan yang menyebabkan
kemacetan dan kecelakaan, tidak adanya bahu jalan disamping
perkerasan yang menyebabkan rawan kecelakaan (kendaraan guling
keluar jalan), belum optimalnya pemenuhan bangunan pelengkap jalan
(saluran drainase, talud badan jalan) yang berpotensi menyebabkan
banjir dan jalan cepat rusak dan adanya jalan yang rawan longsor;

Belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas jaringan jalan dan
jembatan di Provinsi Maluku dalam mendukung pertumbuhan ekonomi
dan pengembangan wilayah yang disebabkan antara lain karena belum
tersambungnya jaringan jalan (diperlukan pembangunan jalan baru)
untuk memperpendek waktu dan jarak tempuh, terputusnya ruas jalan
akibat belum adanya jembatan, adanya perbedaan kewenangan dalam 1
(satu) bentang ruas jalan, belum tuntasnya proses pembebasan tanah
untuk pembangunan Jaringan Jalan Lintas Seram (JJLS), masih ada ruas-
ruas jalan yang belum memenuhi standarisasi jalan, elum adanya
jaringan jalan arteri di luar kota yang menyebabkan kemacetan di dalam
kota serta belum selesainya pembangunan jalan dan beberapa jalan
lingkar.

Sumber Daya Air

>

>

>

Kondisi sarana dan prasarana sumber daya air di Provinsi Maluku saat ini
belum sepenuhnya dapat menunjang kebijakan kedaulatan pangan,
pengembangan wilayah di daerah, yang disebabkan antara lain karena
masih adanya kerusakan jaringan irigasi (saluran dan bangunan irigasi),
belum tuntasnya pembangunan sarana dan prasarana jaringan irigasi
strategis (bendung, waduk, embung, saluran irigasi) dan masih terdapat
areal sawah yang belum terlayani oleh sistem jaringan irigasi teknis;
Masih adanya daerah pertanian yang rawan kekeringan yang diakibatkan
karena kurangnya/belum optimalnya pasokan sumber air baku untuk
pertanian;

Tingginya tingkat banjir dan longsor yang diakibatkan karena jebolnya
tanggul sungai, tidak adanya tanggul permanen dan belum
terintegrasinya penanganan banjir secara menyeluruh sehingga dapat
menurunkan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air;
Tingginya laju sedimentasi di sungai sehinhghga mengurangi volume
tampungan air, yang disebabkan antara lain karena banyaknya
bangunan ilegal di kanan kiri sungai yang menyulitkan pemeliharaan
sungai, adanya alih fungsi lahan dan adanya penambangandi ruang
sungai;
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Menurunnya volume tampungan air waduk sehingga debit air di saluran
irigasi sangat berkurang yang diakibatkan karena laju tingkat sedimen
waduk yang sangat tinggi.

Air Minum dan Sanitasi

>

Belum optimalnya pelayanan air bersih bagi masyarakat antara lain
disebabkan karena keterbatasan jaringan perpipaan/distribusi dan akses
layanan/sambungan air bersih, pembagian peran dan wilayah kerja
antara PDAM dan Non PDAM tidak jelas, kerjasama antara PDAM dengan
Kabupaten tetangga masih perlu dibenahi;

Belum terealisasinya pengembangan SPAM regional di Provinsi Maluku
untuk penyediaan air baku lintas wilayah disebabkan karena
keterbatasan sumber, anggaran dan hambatan penyediaan tanah;
Keterbatasan kuantitas ketersediaan air baku untuk air minum, sebaran
wilayah sumber air baku, kondisi geografis wilayah, perlunya
peningkatan pembangunan tampungan/sumber air baku serta belum
jelasnya rencana pemenuhan kebutuhan air baku di Provinsi Maluku;
Kurangnya pemahaman pemanfaatan air bersama untuk pertanian dan
air minum dengan mempertimbangkan potensi kapasitas sumber air
baku dan pengguna air eksisting;

Rendahnya akses layanan sanitasi layak antara lain disebabkan karena
masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan masih terbatasnya
infrastruktur pendukung pengelolaan air limbah domestik (IPAL Komunal,
IPAL/IPLT skala kawasan perkotaan;

Belum optimalnya penanganan sampah antara lain disebabkan karena
keterbatasan jumlah dan kapasitas sarana prasarana eksistingserta SDM
pengelola persampahan (sarana pengangkutan dan TPA) sedangkan
rencana pengembangan TPA masih terhambat oleh persepsi masyarakat;
Pembangunan TPA regional terkendala disebabkan karena pemenuhan
lokasi sesuai peraturan yang berlaku;

Jasa Konstruksi

» Masih rendahnya kualitas dan kompetensi pelaku jasa konstruksi dan
belum optimalnya pemanfaatan informasi jasa konstruksi;

» Masih terbatasnya SDM pendamping teknis dalam penyelenggaraan
bangunan gedung negara/daerah.

Tata Ruang

» Masih rendahnya progres revisi RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota,
serta masih sedikitnya rencana rinci tata ruang yang telah disusun;

» Belum optimalnya rencana perwujudan ruang yang terencana dalam
rencana pembangunan daerah;

» Belum optimalnya pengambangan basis data penataan ruang dalam

skala Provinsi Maluku;
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Masih banyaknya penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten/Kota
yang harus difasilitasi, baik aspek perencanaan (penyusunan RTR);
Masih banyaknya potensi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan
rencana tata ruang;

Masih  banyaknya penyelesaian masalah pemanfaatan ruang
Kabupaten/Kota yang harus difasilitasi.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Ketimpangan Kebutuhan dan Ketersediaan Rumah (Backlo

>

>

Perkembangan jumlah rumah yang ada tidak sebanding dengan
kebutuhan rumah seiring dengan pertumbuhan penduduk;

Peran provinsi dalam penyediaan rumah layak huni pada tahun 2013
sampai dengan 2018 masih terbatas/fokus pada upaya penurunan beban
pengeluaran masyarakat miskin dengan kegiatan peningkatan
RTLH/bedah rumah tidak layak huni (berdasarkan BDT Tahun 2015).

Di sisi lain terdapat persoalan bahwa Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR/pekerja/buruh sangat terbatas juga terhadap akses rumah yang
layak huni. Fenomena ini lebih tampak terjadi pada wilayah perkotaan
dan daerah perdesaan;

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan backlog
rumah antara lain arus urbanisasi khususnya di perkotaan, kemampuan
ekonomi MBR, terbatasnya lahan untuk pembangunan rumah serta
terbatasnya kemampuan pengembang dan pemerintah dalam
penyediaan rumah;

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni/RTLH pada masyarakat miskin
masih cukup besar

>

Program peningkatan kualitas RTLH tidak serta merta menuntaslkan
RTLH (hanya merupakan upaya stimulan) dan harus didukung dengan
upaya keswadayaan masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya komitmen
penanganan RTLH antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu
perlu diimbangi juga dengan upaya meningkatkan kemampuan ekonomi
masyarakat miskin itu sendiri melalui kegiatan pemberdayaan
masyarakat miskin.

Terdapatnya Kawasan Permukiman Kumuh yang disebabkan
karena :

>

>

Penurunan kualitas lingkungan permukiman ytang disebabkan beberapa
faktor yaitu : 1) tumbuhnya permukiman ilegal (squater) dan kumuh
(slum), 2) penyediaan dan pengelolaan PSU permukiman yang masih
rendah, 3) meningkatnya urbanisasi dan rendahnya kemampuan
ekonomi MBR, serta 4) faktor alam dan bencana;

Tingginya tingkat urbanisasi tidak seimbang dengan kesempatan kerja.
Di sisi lain memang tingkat kemampuan ekonomi MBR sangat terbatas
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baik yang bekerja di sektor informal maupun formal. Akibatnya terdapat
fenomena sebuah rumah dipakai oleh beberapa Kepala Rumah Tangga
dan munculnya pemukiman ilegal;

Di beberapa daerah terdapat fenomena ada beberapa pembangunan
rumah yang dilakukan oleh perseorangan baik utnuk kepentingan pribadi
maupun untuk dijual/komersil yang tidak dilengkapi dengan Prasarana
Sarana Umum. Jika lingkungan ini makin berkembang juga akan
mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan itu sendiri;

Belum mantapnya sistem data dan informasi. Pada saat ini belum ada
satupun sumber data yang dapat dijadikan acuan besaran angka Backlog
perumahan. Hal ini disebabkan belum adanya mekanisme/format yang
baku terhadap pendataan perumahan dan kawasan permukiman. Di
masing-masing Pemda bisa berbeda mekanisme pendataannya. Format
pendataan yang yang baku dapat diwujudkan melalui kerjasama antar
pemda dengan lembaga yang berkompeten dan dilaksanakan sebagai
amanat/ketentuan dalam kebijakan daerah.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat

>

>

>

Masih belum tertanganinya secara baik penanganan dan penyelesaian
persoalan msyarakat akibat dampak konflik;

Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan
sehingga mengakibatkan lemahnya semangat persatuan dan kesatuan;
Data base terkait kesejahteraan rakyat yang belum akurat.

6. Urusan Sosial

>
>

Terkait dengan program kemiskinan belum dilaksanakan secara maksimal;
Kecilnya anggaran dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS).

« Urusan Pemerintahan Yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar
1. UrusanTenaga Kerja

>

YV VYV VYV YVY

A\

Rendahnya keahlian, keterampilan, kompetensi dan produktivitas tenaga
kerja;

Terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal;

Akses pencari kerja terhadapp informasi pasar kerja belum optimal;
Kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja belum optimal;
Pengawasan implementasi norma ketenagakerjaan masih lemah;

Lkualitas dan daya saing pencari kerja belum sesuai kebutuhan pasar;
Peningkatan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja;

Pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja yang
belum maksimal;

Terbatasnya areal untuk pengembangan transmigrasi;
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» Kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam mempersiapkan
transmigran baik di daerah asal maupun daerah tujuan tranmigrasi;

» Kualitas pembinaan dan perkembangan UPT binaan belum optimal;

> Belum optimalnya kota terpadu mandiri transmigrasi;

» Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar kawasan
transmigrasi;

» Pembangunan kawasan terdepan, terluar, perbatasan belum optimal.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

» Kualitas sumber daya manusia perempuan dan anak masih rendah;

> Nilai-nilai sosial budaya di masyarakat ynag belum mendukung
sepenuhnya kemajuan perempuan;

» Masih adanya berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan;

» Masih tingginya angka buta aksara perempuan;

> Belum semua Dinas/Instansi/Lembaga  membuat data terpilah
berdasarkan gender;

» Tingginya tindak kekerasan dan perdagangan terhadap perempuan dan
anak;

» Lemahnya koordinasi antar sektor terkait pada semua tingkatan serta
mekanisme kerja yang belum memadai merupakan faktor penghambat
sekaligus tantangan yang harus dihadapi dalam upaya pemberdayaan
perempuan;

> Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak;

> Perencanaan penganggaran berbasis gender belum optimal;

» Masih ada anak jalanan, anak korban narkoba, anak terlantar dan anak
putus sekolah;

> Tingginya bentuk kekerasan, penelantaran, dan perlakukan salah pada
perempuan dan anak;

> Kurangnya pengambangan usaha ekonomi produktif perempuan;

3. Urusan Pangan

> Belum optimalnya pengembangan pangan strategis ,elalui intensifikasi dan
ekstensifikasi serta masih rendahnya diversifikasi produk panga lokal;

» Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana untuk meningkatkan
produktifitas pangan strategis dan pangan lokal.

4. Urusan Pertanahan

» Masih belum tertanganinga penanganan dan penyelesaian kasus-kasus
perselisihan tapal batas wilayah antar pemerintah Kabupaten dan Kota di
lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku;

» Masih rendahnya tingkat pemahaman terhadap peraturan hukum tentang
pertanahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi
Maluku;.



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Provinsi Maluku Tahun 2021

5. Urusan Lingkungan Hidup

>

YV V YV VYV

>

Pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Maluku masih lemah. Hal ini
diindikasikan oleh masih banyaknya masalah dalam perizinan dan
pengawasan lingkungan seperti kasus AMDAL, lapotran ketidaktaatan
industri, keberadaan KPA di Kabupaten/Kota yang masih terbatas dan
rendahnya kemampuan pengawasan lingkungan oleh Kabupaten/Kota;
Kemampuan penanganan sampah dan limbah di Provinsi Maluku masih
terbatas;

Indeks kualitas lingkungan hidup di Provinsi Maluku masih dibawah
nasional. Pencemaran air dan udara di Provinsi Maluku masih terjadi. Air
sungai di Provinsi Maluku rata-rata masih tercemar ringan sampai sedang.
Dalam pengukuran kondisi lingkungan belum didukung oleh laboratorium
lingkungan yang mumpuni di Kabupaten/Kota;

Pengelolaan hutan, lahan dan sumber air;

Permasalahan wilayah pesisir dan laut;

Permaslahan pencemaran air, tanah dan udara;

Permasalahan lingkungan perkotaan;

Permasalahan sosial kemasyarakatan;

Antisipasi bencana akibat fenomena perubahan iklim;

Peneglolaan persampahan.

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

>

>

Masih belum terpenuhinya kepemilikan dokumen kependudukan secara
baik oleh masyarakat di Provinsi Maluku;

Masih tersebarnya penduduk secara tidak merata pada pulau-pulau di
Provinsi Maluku.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

>

>

>

>

Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa, peran
perempuan dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa.
Rendahnya kapasitas SDM dan terbatasnya akses informasi, sarana,
modal, pasar dan pelayanan;

Belum sinerginya program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan
antar pemerintah

Kegiatan sosialisasi peraturan daerah Provinsi Maluku Tahun 2018 yang
dialokasikan pada DPA APBD Tahun 2018 tidak dapat direalisasikan hal ini
karena sampai akhir tahun 2018 peraturan daerah tersebut belum
ditetapkan.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

>
>
>

Masih tingginya rata-rata jumlah anak per keluarga;
Masih rendahnya persentase akseptor KB yang aktif;
Masih adanya Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1.
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9. Urusan Perhubungan

>

>

>
>
>

Keterbatasan kapasitas SDM perhubungan Kabupaten/Kota maupun doi
Provinsi untuk menangani kegiatan tertentu;

Kabupaten/Kota yang tersebar di Kepulauan Maluku sehingga koordinasi
dan pengawasan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit;

Masih rendahnya koordinasi dan pelaporan pelaksanaan operasional
perhubungan maupun pembangunan dari UPP pusat dan operator yang
ada di daerah ke dinas perhubungan Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
Kebutuhan dokumen perencanaan yang cukup banyak, tidak berimbang
dengan dukungan dana dan ketersediaan SDM;

Daya saing penyedia barang/jasa lokal di Maluku yang masih rendah
sehingga masih banyak mengandalkan penyedia luar dari Maluku;
Kesulitan penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
perhubungan;

Kondisi goegrafis sebagai daerah kepulauan;

Minimnya sranan dan prasarana transportasi;

Kurangnya SDM perhubungan.

10. Urusan Komunikasi dan Informasi

>

YV VYV VY

Terbatasnya infrastruktur telekomunikasi di kab/kota ;

Terbatasnya kualitas dan kapasitas telekomunikasi;

Terbatasnya penyebarluasan media informasi pada masyarakat;
Terbatasnya siaran TVRI Ambon ke masyarakat di kab/kota;

Rendahnya kualitas SDM komunikasi dan informasi;

Kurangnya pengawasan dalam penyalahgunaan media informasi;
Rendahnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam mengelola
informasi (peran masyarakat sebagai jurnalis lokal).

11. Urusan Koperasi dan UKM

>
>

Keterbatasan akses KUMKM terhadap pengelolaan sumber daya produktif;
Mekanisme terhadap berbagai program perkuatan dan fasilitasi yang
disiapkan saat ini telah memanfaatkan teknologi informasi (online)
sehingga terdapat beberapa daerah yang konektivitasnya rendah dan
sangat mempengaruhi usulan yang disiapkan;

Masih rendahnya semangat berusaha/wirausaha di kalangan kaum muda
dalam menciptakan lapangan pekerjaan sendiri;

12.Urusan Penanaman Modal

>

Sarana dan prasaran penunjang pelaksanaan PTSP belum tersedia sesuai
kebutuhan;

» Terhambatnya investasi yang disebabkan antara lain karena ketersediaan

lahan untuk industri yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang
keterbatasan infrastruktur pendukung;
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» Masih terdapat tumpang tindih regulasi penanaman modal antara pusat,
provinsi dan Kabupaten/Kota;

» Masih terbatasnya data informasi mengenai peluang usaha/sektor/bidang
usaha unggulan.

13.Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

» Belum Optimalnya peran pemuda dalam pembangunan;

» Rendahnya minat pemuda dalam pengembangan kewirausahaan;

> Belum meratanya penyebaran sarana prasarana olahraga dalam
menunjang prestasi olahraga di Provinsi Maluku;

» Rendahnya peran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemuda dan
olahraga.

14.Urusan Statistik

» Belum optimalnya kualitas SDM dan komitmen dalam pengolahan data
statistik.
> Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan data statistik.

15.Urusan Persandian

> Sistem kemanan informasi masih lemah;
» Kesadaran keamanan informasi masih rendah.

16.Urusan Kebudayaan

> Keterbatasan kewenangan pengelolaan urusan kebudayaan di tingkat
provinsi, berdampak terhadap optimalisasi pelestarian dan pengembangan
cagar budaya di wilayahnya;

> Belum optimalnya misi pementasan kesenian ke luar daerah dan ke luar
negeri;

» Masih kurangnya tempat kesenian sebagai area untuk mengekspresikan
dan pementasan seni budaya daerah.

17.Urusan Perpustakaan

> Belum meratanya pelayanan perpustakaan keliling;
» Rendahnya minat baca siswa dan masyarakat.

18.Urusan Kearsipan

> Terbatasnya sarana dan prasarana kearsipan untuk mendukung
pengolahan, penyelamatan dan pelayanan kepada masyarakat.

+ Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan
1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Aspek Ekonomi
» Kontinuitas produksi belum stabil (tergantung musim);

» Pemahaman terhadap pengamanan kualitas ikan masih rendah;
> Infrastruktur pendukung belum terpenuhi secara optimal;
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» Daya saing produksi yang masih rendah;
» Akses permodalan masih relatif sulit dan bunga yang masih tinggi;

Aspek Sosial
> Profesi nelayan masih dianggap sebagai pekerjaan informal;

» Didominasioleh nelayan skala kecil dan bersifat individual;
> Kualitas nelayan masih rendah.

Aspek Lingkungan
» Sistem pengawasan yang belum berjalan dengan baik;

> Sebagian besar terfokus hanya daerah pantai/pesisir karena skala kecil
mengakibatkan banyak kawasan yang telah mengalami padat tangkap
(tingginya penangkapan di perairan pesisir);

» Pencemaran perairan.

Aspek Kelembagaan
> Kapasitas kelembagaan pengawas masih terbatas;

» Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam pengendalian
pemanfaatan sumber daya perikanan;
> Belum adanya sistem pengelolaan data perikanan tangkap.

. Urusan Pariwisata

> Proses pengambilan data sering terhambat karena Kabupaten/Kota tidak
memberikan i formasi kunjungan secara rutin dan berkala sehingga bisa
saja jumlah kunjungan tidak terakumulasi dengan benar.

. Urusan Pertanian

Produksi dan produktifitas masih rendah;

Kualitas SDM yang rendah;

Dampak perubahan iklim;

Nilai tambah dan daya saing produk masih rendah;

Ketersediaan sarana dan prasarana belum mencukupi;

Alih fungsi lahan pertanian;

Ketersediaan modal usaha di tingkat petani;

Belum terpadunya perencamnmaan dan pelaksanaan pembangunan lintas
sektor.

YV VYV VY VYYVYY

. Urusan Kehutanan

> Klaim masyarakat adat atas hak ulayat pada kawasan hutan dan

penggunaan kawasan hutan non procedural;

Penggunaan hutan dan hasil hutan yang belum optimal;

> Kerusakan ekosistem mangrove dan lahan kritis yang luas tersebar di
Kabupaten/Kota;

» Penebangan liar dan peredaran kayu ilegal;

» Rendahnya pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan.

Y
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5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

>
>
>

>
>

Belum tercapainya cakupan rasio elektrifikasi 100%;

Rendahnya rasio elektrifikasi Provinsi Maluku;

Tingginya permintaan masyrakat terhadap pemanfaatan penerangan dan
air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar;

Minimnya data dan informasi potensi energi dan sumber daya mineral
serta daerah rawan bencana geologi;

Rendahnya ketaatan serta pemahaman pelaku usaha pertambangan
terhadap regulasi di bidang energi dan sumber daya mineral;

Kurangnya komitmen masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan
sarana dan prasarana energi baru terbarukan;

Kurangnya sumber daya aparatur yang profesional dan terampil di bidang
energi dan sumber daya mineral;

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan bahan bakar
selain minyak;

Maraknya penambangan tanpa ijin;

Belum optimalnya pemanfaatan energi baru terbarukan.

6. Urusan Perdagangan

>
>
>

Rendahnya daya saing produk di pasar nasional maupun global;
Belum lancarnya distribusi bahan pokok/barang strategis;
Belum adanya sistim resi gudang yang mendukung stabilitas harga.

7. Urusan Perindustrian

» Kurangnya modal usaha bagi IKM;

» Kualitas Sumber Daya Manusia yang terbatas;

» Banyak produk yang belum memiliki (PIRT, Halal, SIUP, TOP);

» Kurang bantuan kemsan bagi IKM dan pemasaran yang masih kurang.

URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN

«» Administrasi Pemerintahan

> Belum ditetapkannya indikator kinerja yang mengacu pada sasaran

strategis yang terdapat dalam dokumen RPIMD, sehingga Pemerintah
Provinsi Maluku mengalami kesulitan dalam menetapkan indikator kinetrja
apa saja yang harus ditetapkan dalam mengukur keberhasilan
pembangunan yang telah dilaksanakan;

OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku masih mengalami kesulitan
dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolak ukur
keberhasilan kinerja sesuai dengan tupoksinya serta penetapan indikator
kinerja yang menunjang tujuan dan sasaran strategis yang terdapat dalam
dokumen RPIMD, mengakibatkan dokumen perjanjian kinerja OPD hanya
memuat target dari program/kegiatan;
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Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Provinsi
dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;

Belum optimalnya implementasi kegiatan pembinaan, pengawasan dan
penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi
Maluku;

Belum optimalnya penerapan PATEN sebagai akibat pelimpahan
kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat;

Belum terkoordinirnya pelaporan kerjasama antar daerah di provinsi
sebagai akibat tidak dilaporkannya kegiatan kerjasama dimaksud baik oleh
OPD Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Belum terdaftarnya 77 pulau di Kabupaten Kepulauan Aru ke PBB melalui
Kementerian Dalam Negeri;

Belum terselesaikannya data P3D Pemerintah Kabupaten/Kota akibat
kurang efektifnya OPD teknis untuk memverifikasi data/daftar P3D untuk
dialihkan menjadi P3D milik Pemerintah Provinsi Maluku;

Masih belum tertanganinya penanganan dan penyelesaian kasus-kasus
hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku secara baik akibat
dampak sengketa dengan masyarakat;

Organisasi perangkat daerah belum dibentuk sesuai fungsi dan ukuran
yang tepat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat
menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka mendorong pencapaian
tujuan dan sasaran reformasi;

Sistem prosedur dan mekanisme kerja birokrasi pemerintahan masih
bersifat manual, terkesan boros, tidak efektif dan efisien;

Revisi Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan
Perundang-Undangan Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, diikuti
dengan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Organisasi Perangkat
Daerah, sehingga dibutuhkan Sosialisasi PP pengganti PP Nomor 41 Tahun
2007 bagi aparatur pemerintahan daerah dalam rangka penataan
organisasi perangkat daerah;

Unit kerja pemerintahan daerah belum menerapkan dan mengembangkan
manajemen kinerja sehingga berdampak pada kualitas pelaporan
akuntabilitas (LAKIP) vyang belum mendapatkan penilaian yang
memuaskan dari pemerintah pusat;

Unit pelayanan publik dan pelayanan terpadu belum dapat meningkatkan
kualitas pelayanan dengan mengacu pada standar pelayanan, sehingga
berpengaruh pada rendahnya partisipasi dan kepuasan masyarakat
penerima layanan publik;

Belum adanya kesamaan perseps, lemahnya komitmen pimpinan dalam
mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur daerah;
Belum optimalnya tugas dan fungsi pokja pengadaan barang jasa
pemerintah di Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota;

Masih terbatasnya sarana prasarana pendukung pengadaan barang dan
jasa;
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» Masih belum tertanganinya penanganan dan penyelesaian kasus-kasus
perselisihan tapal batas wilayah antar pemerintah Kabupaten dan Kota di
lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku;

» Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Provinsi
dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;

» Masih belum tertanganinya penanganan dan penyelesaian kasus-kasus
hukum di lingkunga Pemerintah Provinsi Maluku secara baik akibat
dampak sengketa dengan masyarakat;

» Masih terdapat produk hukum daerah yang bertentangan denga regulasi
yang lebih tinggi;

» Masih terbatasnya tingkat transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik;

» Masih renbdahnya kinetja aparatur Pemerintah Daerah;

» Masih belum terukurnya indikator kinetrja pada program, hubungan
indikator program denga keluaran dan biaya belum terlihat dengan jelas;
> Belum dilaksanakannya pengembangan pola karier bagi pegawai secara

baik dan transparan;

» Masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi antar sektor/subsektor di
lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku;

> Belum optimalnya tugas dan fungsi pokja pengadaan barang dan jasa
pemerintah di Provinsi Maluku;

> Masih terbatasnya SDM aparatur pengelola pengadaan barang dan jasa
pemerintah;

+ Pengawasan

> Belum efektifnya peran APIP dalam mendorong peningkatan kepatuhan
atas pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah di lingkungan
Pemerintah Provinsi Maluku;

» Masih kurangnya SDM aparatur pengawasan di lingkup Pemerintah
Provinsi Maluku.

<+ Perencanaan

» Rendahnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan daerah
akibat ego sektoral yang mempersulit penyelesaian masalah lintas sektor;

> Rendahnya  konsistensi antara  perencanaan  program/kegiatan
pembangunan dan alokasi penganggarannya, karena program dan
kegiatan yang direncanakan masih cenderung berupa daftar kebutuhan
dan belum berdasarkan pada ketersediaan anggaran;

> Sistem pengendalian dan evaluasinya pembangunan belum berjalan
secara optimal, yang mengakibatkan dokumen perencanaan daerah akan
menjadi dokumen legal formal yang bersifat statis, yang kurang optimal
dalam mengawal dan mengakselarasi proses pencapaian tujuan
pembangunan daerah;

» Belum berkembangnya sistem inovasi daerah, jaringan penelitian dan
pengembangan serta terbatasnya kuantitas dan kualitas penelitian,
pengebangan dan penerapan Iptek;
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» Masih rendahnya alokasi anggaran serta fasilitas kerja untuk
meningkatkan pemantapan kawasan perbatasan Provinsi Maluku;

> Belum terintegrasinya proses perencanaan dan penganggaran di
lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.

Keuangan

» Belum optimalnya kualitas SDM baik dilihat dari pendidikan formal,
kapabilitas, keterampilan teknis maupun professional;

» Masih belum memadainya perangkat teknologi informasi yang ada baik
dilihat dari segi perangkat keras (Hardware) maupun perangkat lunak
(Software);

> Belum optimalnya mekanisme dan tata kerja denga system dan prosedur
yang efisien dan efektif;

» Masih relatif rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk
mendukung optimalisasi kinerja aparatur maupun kinerja Badan;

» Masih belum optimalnya tertib administrasi dan pemanfaatan serta
pemberdayaan pengelolaan aset daerah;

» Koordinasi antar instansi di daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku
terkait identifikasi serta pemetaan sumber PAD baru dari sektor PAP
belum optimal;

> Belum optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

> Keterbatasan kemampuan dan kualitas SDM;

Kepegawaian dan Diklat

> Belum adanya standar kompetensi jabatan, sebagai dasar pelaksanaan
diklat berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi;

» Masih kurangnya pemahaman tentang makna mengikuti pelatihan yaitu
sebagai upaya mengatasi gap kompetensi antara standar kompetensi
jabatan dengan kemampuan yang dimiliki oleh ASN dan berkorelasi
denganpencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;

» Adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM aparatur;

» Manajemen sumber daya manusia aparatur belum dilaksanakan secara
optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kompetensi, kinetrja
pegawai dan organisasi.

Fungsi Lain

> Belum optimalnya pengelolaan aset daerah dalam pengamanan dan
pemanfaatan aset daerah yang mendukung peningkatan pendapatan;

» Masih belum optimalnya pengelolaan kas dan aset tetap pada
Kabupaten/Kota yang tercermin dalam Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah yang belum akuntabel;

> Keterlambatan penyelesaian rancangan peraturan daerah yang masuk
dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) akibat
belum adanya standar waktu pengusulan, pembahasan dan penetapan
rancangan peraturan daerah oleh eksekutif dan legislatif;
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» Masih kurangnya pemahaman Pemerintah Kabupaten/Kota terkait
mekanisme pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota oleh
Gubernur;

» Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
(SPIP) di OPD Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah
Kabupaten/Kota;

» Adanya tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik dari masyarakat;

> Belum efektifnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah di Provinsi Maluku.

B. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH
Pembangunan Provinsi Maluku tahun 2019-2024 merupakan aktualisasi dari visi dan
misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Visi

dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku tahun 2019-2024

kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah
untuk dapat diimplementasikan melalui program/kegiatan prioritas pembangunan
daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis baik
global, nasional dan kondisi obyektif daerah, serta pencapaian tujuan pembangunan
jangka panjang daerah.

B.1.

B.2.

VISI
Visi Pembangunan Provinsi Maluku, yang merupakan wujud nyata dari Visi Gubernur
dan Wakil Gubernur Maluku periode 2019-2024 yaitu :

" Maluku yang TerkelolaSecaraJujur, Bersih dan Melayani,
TerjaminDalamKesejahteraan dan BerdaulatatasGugusanKepulavan'”

Pernyataan visi diatas mengandung makna sebagai berikut :

Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, mengandung makna :
Seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Maluku harus bebas dari segala bentuk
praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta memiliki kewajiban melayani masyarakat
dengan hati yang jujur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Maluku.

Maluku yang terjamin dalam Kesejahteraan bermakna:

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Gubernur dan Wakil Gubernur beserta
seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Maluku, memiliki komitmen kuat untuk
menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkecil kesenjangan
sosial dan ekonomi masyarakat diseluruh wilayah Provinsi Maluku.

Maluku yang berdaulat atas gugusan kepulauan memiliki makna :

Pengelolaan sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan Provinsi Maluku,
dilakukan dengan memanfaatkan segala kewenangan yang ada untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan seluruh masyarakat maluku.

MISI
Untuk menuju pencapaian Visi diatas, maka Misi pembangunan daerah Provinsii
Maluku periode 2019-2024, ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani
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Misi ini menggambarkan wujud reformasi birokrasi yang ingin dicapai,
yaituGood Governanceatau tata kelolapemerintahan yang baik, yang
dimanifestasikandalamberbagaiskala baik berupa aparatur sipil negara (ASN)
yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, responsif,
kolaboratif dan komunikatif, optimalisasi pelayanan publik, akuntabilitas serta
pengawasan yang intensif.

. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau
Misi ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan baik guru
maupun murid, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta memastikan
tata kelola penyelenggaraan pendidikan berbiaya murah dan terjangkau secara
merata di seluruh wilayah Provinsi Maluku. Demikian halnya dengan sektor
kesehatan, dengan misi ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan dokter
dan tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan secara merata,
berbiaya murah dan terjangkau diseluruh wilayah kepulauan Maluku dengan
dukungan tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik, akan
memberikan dampak terhadap meningkatnya kualitas SDM serta kesejahteraan
masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Provinsi Maluku masih
terus di kembangkan dengan pendekatan fungsional gugus pelayanan kesehatan
untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat Maluku hingga ke
pulau-pulau terpencil, terdepan dan terluar.

. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

Misi ini menggambarkan potensi sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan
Maluku yang dikelola secara baik dan memberi manfaat untuk kesejahteraan
seluruh masyarakat, diantaranya melalui peningkatan ketrampilan petani dan
nelayan, peningkatan daya saing produk sumber daya alam, dukungan terhadap
industri kecil dan menengah, meningkatkanketahananpangandan
semakinfocusdalamupayapercepatanpertumbuhan dan
pemerataanpembangunan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan,
adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana serta tata ruang.

. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau

Misi ini bertujuan untuk mengoptimalkan implementasi pembangunan berbasis
gugus pulau, dengan meningkatkan akses transportasi serta ketersediaan
infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas di
seluruh  wilayah kepulauan Maluku.Aksesibilitas dan konektivitas  wilayah

menjadikebutuhanmutlakdalampemerataanpembangunan. Pembangunan
infrastruktur rmembutuhkananggaran yang sangatbesar.
Mengingatinfrastrukturmerupakaninvestasipembangunanpendoronglahirnyapusat-

pusatpertumbuhanbaru, mengurangibebanlogistik dan

berkontribusidalammenjagastabilitashargasertamempercepatperpindahanmanusia,
barang dan juga jasa,makasejalandenganarahkebijakanpembangunannasional,
pembangunaninfrastrukturdi Provinsi Maluku
akanterusdidorongdenganmengupayakansumber-sumberpendanaan di luar
APBDdengantetapmemperhatikan tata ruang wilayah.
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5. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata
Misi kelima bertujuan untuk menjamin stabilitas keamanan yang kondusif secara
berkelanjutan dengan senatiasa membangun kerja sama yang baik dan saling
mendukung antara pemerintah daerah, TNI dan POLRI serta seluruh komponen
masyarakat, disertai memperkuat budaya dan kearifan lokal yang merupakan
jatidiri orang Maluku dengan senantiasa tetap menghargai multikulturalisme
sehingga dapat memberi landasan yang positif terhadap masuknya investasi
serta berkembangnya pariwisata daerah dengan memanfaatkan potensi sumber
daya yang ada serta khazanah kebudayaan yang beraneka ragam.

6. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan
berprestasi

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas
dan berdaya saing, memiliki kreatifitas yang tinggi secara mandiri terutama bagi
generasi muda serta mendorong pencapaian prestasi olahraga melalui
pembinaan, penyediaan sarana dan prasarana olahraga. Disamping itu, misi ini
juga menegaskan pembangunan di Maluku tetap memperhatikan dan memberi
ruang partisipasi bagi seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok rentan
dengan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu tidak seorang pun
ditinggalkan (no one left behind).

C. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN
PERENCANAAN JANGKA MENENGAH;

C.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku secara efektif dan efesien diperlukan strategi
dan arah kebijakan sebagai rumusan perencanaan yang secara komprehensif
dapat memberikan gambaran tentang bagaimana pemerintah Provinsi Maluku
dalam 5 (lima) Tahun ke depan mencapai tujuan pembangunan secara
berkelanjutan. Strategi dan kebijakan juga dapat merupakan bagian dari
mekanisme melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja lingkup
birokrasi pemerintah Provinsi Maluku untuk mencapai pemerintahan yang bersih
(Good Governance), dinamis, jujur dan melayani.

> Strategi

Strategi dirumuskan sebagai pernyataan yang menjelaskan bagaimana
sasaran akan dicapai. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan
program-program indikatif untuk mewujudkan capaian Visi dan Misi. Strategi
tersebut selanjutnya diperjelas dengan arah kebijakan. Penetapan strategi
dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan
dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Suatu strategi
dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih
dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek
efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.
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Keterkaitan visi, misi dengan tujuan dan sasaran, maka strategi
pembangunan daerah Provinsi Maluku tahun 2019-2024 adalah:

1.

Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih
dan melayani, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan kerjasama
antar pemerintahan, maka ukuran vyang digunakan untuk
menggambarkan pencapaian tujuan pada misi ini diantaranya adalah :
indeks reformasi birokrasi, opini BPK atas laporan keuangan, LAKIP
serta tingkat efektivitas kerjasama pemerintah daerah, sehingga
strategi yang akan dilakukan sesuai kewenangan pemerintah provinsi
diantaranya adalah :

a. Peningkatan akuntabilitas keuangan daerah;

b. Pengelolaan aset yang profesional;

c. Peningkatan kinerja kelembagaan;

d. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi;

e. Peningkatan efektivitas dan efisiensi perencanaan, pengendalian

dan evaluasi serta pengawasan berbasis teknologi informasi; dan
f.  Peningkatan kompetensi aparatur.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah

dan terjangkau, dengan tujuan agar terwujudnya pendidikan yang

berkualitas dan merata di seluruh wilayah serta terwujudnya pelayanan

kesehatan yang bermutu dan merata, maka indikator pencapaian tujuan

dan sasaran pada misi ini antara lain rata-rata lama sekolah, angka

partisipasi sekolah, rasio murid sekolah, rasio guru sekolah dan

akreditasi sekolah, Usia harapan hidup, angka kematian ibu dan bayi,

rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk serta rasio

dokter per satuan penduduk, sehingga strategi yang dilakukan adalah :

a. Penyediaan dan rehabilitasi sarana prasana pendidikan;

b. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan;

c. Bantuan penyelenggaraan yang murah bagi siswa miskin;

d. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang

bermutu;

Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan;

Penyediaan buffer stock obat;

g. Peningkatan jumlah dan kualitas dokter serta tenaga kesehatan
lainnya;

h. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pelayanan;

i. Bantuan penyelenggaraan layanan kesehatan yang murah dan
terjangkau.

oo

Dalam rangka pengelolaan sumber daya alam vyang
berkelanjutan, maka melalui misi ini tujuan yag hendak dicapai
adalah untuk meingkatkan daya saing industri kecil dan menengah,
mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan,
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meningkatkan  kemampuan ketahanan pangan daerah serta
meningkatkan ketahanan lingkungan yang berkelanjutan, dimana
ukuran pencapaian misi ini diantaranya adalah jumlah industri kecil dan
menengah, penyerapan tenaga kerja IKM, kontribusi industri
pengolahan terhadap PDRB, produksi pertanian, nilai tukar petani dan
nelayan, produksi perikanan, produksi kehutanan, produksi
pangan,emisi GRK, luas lahan kritis, indeks ketangguhan dan
kerentanan, dimana strategi yang dilakukan diantaranya adalah :

a. Pengembangan industri berbahan baku sumber daya alam;

b. Pengembangan industri skala rumah tangga;

c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, bantuan sarana
pendukung industri;

d. Akses pasar, permodalan dan jaringan kemitraan usaha serta
pengawasan;

e. Fasilitasi pengembangan industri kecil menengah dan industri
rumah tangga;

f. Ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian, peternakan dan
perkebunan;

g. Peningkatan sumber daya manusia penyuluh, sarana prasarana,
pemberdayaan petani;

h. Perlindungan terhadap plasma nutfah maluku;

i. Peningkatan produksi, konsumsi dan distribusi;

j. Stabilisasi harga pangan, peningkatan cadangan pangan daerah,
diversifikasi pangan lokal, peningkatan industri pangan olahan serta
penyediaan lahan pangan berkelanjutan;

k. Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim
serta pengurangan resiko bencana;

I.  Perbaikan kualitas lingkungan serta peningkatan kesadaran dan
pemahaman masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup
dan resiko bencana.

Untuk mendorong peningkatan infrastruktur dan konektivitas

gugus pulau, maka tujuan yang hendak dicapai diantaranya untuk

mengoptimalkan implementasi pembangunan berbasis gugus pulau

serta meningkatkan sarana dan prasarana wilayah dengan ukuran

keberhasilannya seperti indeks gini,kemantapan jalan, jumlah

pelabuhan, jumlah bandara, rasio elektrifikasi hingga gugus pulau yang

terjangkau broadband. Untuk itu strategi yang akan dilaksanakan

adalah :

a. Revitalisasi model pembangunan berbasis gugus pulau;

b. Implementasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
berbasis gugus pulau secara terintegrasi;

Cc. Regulasi pembangunan berbasis gugus pulau dan penguatan
kelembagaan implementasi gugus pulau;
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d. Meningkatkan pemerataan pembangunan sarana prasarana
wilayah;

e. Meningkatkan akses layanan masyarakat terhadap infrastruktur
dasar;

f. Meningkatkan kualitas dan fungsi infrastruktur.

Upaya bersama dalam rangka meningkatkan suasana kondusif
untuk investasi, budaya dan pariwisata bertujuan untuk
peningkatan karakter kehidupan masyarakat berbasis kaearifan lokal,
meningkatkan kerukunan antar masyarakat yang damai dan harmonis,
meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha serta meningkatkan
perekonomian daerah melalui pengembangan pariwisata, dimana
indikator keberhasilannya dapat digambarkan melalui indeks rasa aman,
indeks toleransi, realisasi PMA dan PMDN, jumlah kunjungan wisatawan.

Dengan demikian strategi yang akan dilaksanakan diantaranya meliputi:

a. Aktualisasi nilai budaya lokal dan keragaman budaya melalui
perlindungan, pengembangan, pemanfataan serta pembinaan
budaya;

b. Penguatan fungsi dan peran tokoh agama, tokoh adat, tokoh
masyarakat dan pemuda; memperkuat koordinasi dan kerjasama
pemerintah daerah, TNI, dan POLRI;

Cc. Mendorong kemudahan investasi melalui integrasi layanan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta promosi investasi;

d. Pengembangan objek destinasi pariwisata, promosi pariwisata,
penguatan kelembagaan serta sumber daya manusia pariwisata
dan peningkatan ekonomi kreatif;

e. Percepatan kawasan ekonomi khusus pariwisata banda.

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang
profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi, tujuannya adalah
untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya
saing serta meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan, dengan
ukuran keberhasilannya meliputi presentase organisasi pemuda yang
aktif, indeks pembangunan pemuda, jumlah atlet yang berprestasi,
lulusan SMK yang terserap pasar kerja presentase pemuda yang
berwirausaha, Indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan
gender. Untuk itu strategi yang dilaksanakan adalah :

a. Peningkatan kemandirian pemuda dan organisasi kepemudaan;

b. Penjaringan dan pembinaan olahraga sejak usia dini;

c. Penataan kelembagaan olahraga daerah, peningkatan kapasitas
sumber daya manusia olahraga serta penyediaan sarana dan
prasarana olahraga prestasi;

d. Penyelenggaraan pendidikan vokasi/diklat/bimtek yang bermutu
dan tersertifikasi berbasis sektor unggulan daerah;

e. Meningkatkan partisipasi, pemberdayaan, serta perlindungan bagi
kelompok rentan.



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Provinsi Maluku Tahun 2021

> Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan daerah sesuai visi, misi
pemerintah maka diperlukan arah kebijakan pembangunan pada periodesasi
pemerintahan sebagai pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas
pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPIMD secara
bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi
permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan
kesesuaian waktu perencanaan.

Prioritas kebijakan perencanaan pembangunan pada setiap tahapan
berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode
lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan sesuai yang
tercantum dalam RPIMD. Penentuan prioritas kebijakan tersebut bukan
berarti program/kegiatan pembangunan operasional OPD diluar yang
diprioritaskan tidak berjalan, program kegiatan itu tetap berjalan tetapi
dengan penekanan strategis yang lebih yang berbeda dibanding dengan
yang diprioritaskan. Kebijakan pembanguan dengan penekanan strategis
yang berbeda dimaksud adalah program-program operasional pada semua
OPD yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi
program kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan. Selain
itu semua arah kebijakan pembangunan daerah diharapkan akan mengarah
pada pengelolaan keuangan yang makin berkualitas, sehingga dapat
mewujudkan pencapaian WDP dan selanjutnya mencapai WTP.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran serta strategi pembangunan jangka
menengah sesuai Visi dan Misi pembangunan daerah Provinsi Maluku tahun
selama 5 (lima) tahun mendatang periode 2019-2024, maka gambaran arah
kebijakan pembangunan daerah sebagai pedoman bagi prioritas dan fokus
pembangunan tahunan dengan tetap memperhatikan kebijakan nasional jangka
menengah dan tahunan, adalah sebagai berikut:

A. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2019

Arah kebijakan tahun 2019 merupakan periode transisi RPJMD 2014-2019

dengan tahun pertama periode RPJMD 2019-2024, pelaksanaan tahun

pertama RPIJMD periode 2019-2024 merupakan momentum yang penting

untuk memberi ruang dan landasan yang kuat bagi rencana 5 tahun kedepan,

sehingga pembangunan daerah pada tahun 2019 dilaksanakan, dengan arah

kebijakan yang meliputi :

a. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;

b. Revitalisasi tata kelola pemerintahan;

c. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata
dan terjangkau;

d. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata;

f.  Peningkatan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang
mendukung aktifitas ekonomi dan investasi serta pariwisata;
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Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sdm menuju sumber daya
manusia Maluku yang unggul.

B. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2020
Arah kebijakan pembangunan tahun 2020 meliputi :

a.
b.

Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;

Revitalisasi tata kelola pemerintahan dan peningkatan mutu layanan
publik;

Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata
dan terjangkau;

Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri
pengolahan secara berkelanjutan;

Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata;
Peningkatan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang
mendukung aktifitas ekonomi dan investasi serta pariwisata;

Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju
sumber daya manusiaMaluku yang unggul.

Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021

Arah kebijakan pembangunan tahun 2021 meliputi :

a.
b.

Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mutu
layanan publik;

Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata
dan terjangkau;

Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri
pengolahan secara berkelanjutan;

Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata
dan berkualitas;

Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang
mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui  investasi dan
pariwisata;

Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju
sumber daya manusia Maluku yang unggul.

D. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022
Arah kebijakan pembangunan tahun 2022 meliputi :

a.
b.

Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mutu
layanan publik;

Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata
dan terjangkau;

Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan
yang berdaya saing secara berkelanjutan;

Pemantapan infrastruktur dan konektifitas gugus pulau secara merata
dan berkualitas;
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Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang
mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui  investasi dan
pariwisata;

Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju
sumber daya manusia Maluku yang unggul.

E. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023
Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 meliputi :

a.
b.

Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan
layanan publik yang berkualitas;

Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata
dan terjangkau;

Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan
yang berdaya saing secara berkelanjutan;

Pemantapan infrastruktur dan konektifitas gugus pulau secara merata
dan berkualitas;

Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang
mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui  investasi dan
pariwisata;

Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju
sumber daya manusia Maluku yang unggul secara merata.

F. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024
Arah kebijakan pembangunan tahun 2024 meliputi :

a.
b.

Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan
layanan publik yang berkualitas.

Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata
dan terjangkau.

Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan
yang berdaya saing secara berkelanjutan.

Pemantapan infrastruktur dan konektifitas gugus pulau secara merata
dan berkualitas.

Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang
mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui  investasi dan
pariwisata.

Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju
sumber daya manusia Maluku yang unggul secara merata.

C.2.PROGRAM UNGGULAN

Dalam mewujudkan visi dan misi, Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode
Tahun 2019 — 2024 menetapkan sejumlah program unggulan yang diarahkan

sebagai

wujud konkrit langkah-langkah akselerasi mewujudkan tujuan

pembangunan yang diharapkan. Program unggulan, merupakan bagian dari
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janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2019-2024, sehingga
perlu menjadi perhatian pemerintahdaerah untuk diimplementasikan
sebagaibagian integral dalam melengkapi Visi dan Misi pembangunan daerah
Provinsi Maluku selama 5 (lima) tahun mendatang diantaranya :

a) Rapat koordinasi bulanan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan para
Bupati/Walikota;

b) Koordinasi provinsi dan Kabupaten/Kota berbasis e-government;

c) Integrasi e-planning dan e-budgeting;

d) Pertemuan rutin bulanan dengan para pemangku kepentingan (Coffee
Morning);

e) Penyelenggaraan pendidikan berbasis teknologi informasi;

f) Program sarjana mengajar di daerah tertinggal, terdepan dan terluar;;

g) Pemberdayaan agen perdamaian berbasis agama dan budaya lokal;

h) Beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan berprestasi serta dosen;

i) Revitalisasi BUMD;

j)  Satu produk satu desa;

k) Gerakan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal wilayah;

[) Revitalisasi tanaman rempah (pala dan cengkih);

m) Peningkatan daya saing produk olahan perikanan;

n) Tata niaga produk pertanian dan perikanan (sistem resi gudang);

0) Banda sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata;

p) Festival budaya tahunan;

q) Pekan pemuda kreatif;

r) Pekan olahraga unggulan pemuda.

Penjabaran program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2019-2024
telah dikelompokkan dengan branding "Maluku Bakudapa Maju Bersama’,
"Maluku Digital”, "Maluku Damai”, “Maluku Sehat dan Cerdas’, "Kalesang
Maluku’, “"Maluku Sejahtera’, "Budaya Anak Negeri’, dan "Maluku Unggul”.
Berikut ini beberapa Program Unggulan yang dicabarkan berdasarkan rencana
aksi dan penanggungjawab OPD ;
1. Program Maluku Baku Dapa Maju Bersama
Program ini bertujuan membangun sinergitas para pemangku kepentingan
baik Bupati/Walikota, TNI/POLRI, para tokoh masyarakat bersama pemangku
kepentingan pembangunan lainnya untuk berpartisipasi dan mendukung
pembangunan daerah melalui pertemuan koordinasi, kunjungan masyarakat
baik informal maupun secara formal.
Kunjungan kerja ke Kab/Kota difokuskan pada kecamatan/desa yang
inovatif/kreatif/berprestasi dan yang mampu menyelenggarakan praktik-
praktik cerdas yang dapat menjadi contoh buat pembangunan daerah lainnya.

Rencana Aksi dan Penanggung jawab OPD

4 Rapat Koordinasi Berkala Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Para
Bupati Walikota (Biro Pemerintahan dan Otda)
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€ Pertemuan Berkala dengan Para Pemangku Kepentingan melalui coffee
morning (Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol) ;

€ Kunjungan Kerja ke Kabupaten/Kota (kecamatan/desa) melalui Rapat
Kerja Gubernur (Bappeda).

2. Maluku Digital
Program ini bertujuan dalam rangka menjalani era globalisasi yang berbasis
teknologi informasi, maka implementasi e government yang terintegrasi,
termasuk layanan publik, infrastruktur maupun ekosistem digital sudah harus
dipersiapkan terlebih dalam rangka era industri 4.0.

Rencana Aksi dan Penanggungjawab OPD

€ Layanan e-government secara terintegrasi (Administrasi, SIMPEG, e-
planning, e-budgeting, e-aparatur) (Dinas Kominfo, Biro Organisasi dan
Bappeda);

€ Penyelenggaraan Pendidikan, Kesehatan, UMKM Berbasis Teknologi
Informasi (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DinasKesehatan,
DinasKelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
DinasPemberdayaan Masyarakat Desa).

3. Maluku Damai
Program ini bertujuan Menjadikan Maluku sebagai Pusat
PembelajaranPerdamaian, yang telahberhasil ‘recovery” darikonfliksosial dan
untukmemperkokoheksistensi Maluku sebagaiProvinsiDamai.
Rencana Aksi dan Penanggungjawab OPD
€ Pemberdayaan Mitra Perdamaian Berbasis Agama dan Budaya Lokal
(Badan KesatuanBangsa dan Politik, Biro KesejahteraanSosial).

4. Maluku Sehat dan Cerdas
Program ini bertujuan Peningkatanakseslayananpendidikan dan
kesehatanbagimasyarakatkurangmampu, pemerataanlayananpendidikan dan
kesehatanuntukmenyiapkangenerasi Maluku yang sehat dan
cerdas.Pengembangankapasitasmasyarakat.
Rencana Aksi dan Penanggungjawab OPD
€ Kartu Maluku Sehat (Dinas Kesehatan);
€ Kartu Maluku Pintar (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan);
€ Pengembangan Negeri Berbahasa Inggris (Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan);

€ Beasiswa Untuk Pelajar Miskin (Biro Kesejahteraan Rakyat).

5. Kalesang Maluku
Program ini bertujuan upayamenjaga dan menyelamatkanlaut, pesisir dan
pulau-pulaukecil yang rentanterhadapbencana dan perubahaniklim.
Rencana Aksi dan Penanggungjawab OPD
€ Gerakan Daerah Penyelamatan Air dan Lingkungan (Pemerintah
Daerah,Badan Usaha, Perguruan Tinggi, Non Pemerintah dan
Masyarakat);
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Pengelolaan Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal (Dinas Kehutanan, Dinas
Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan);

Tabaos Maluku Bebas Sampah (Pemerintah Daerah, Badan Usaha,
Perguruan Tinggi, Non Pemerintah dan Masyarakat);

Desa Tangguh Bencana (Badan Penanggulangan Bencana Daerah);
Kampung Iklim ( Dinas Lingkungan Hidup).

*e o o

. Maluku Sejahtera

Program ini bertujuan

Mengembangkanekonomilokalmelaluipenciptaangerakanekonomikreatif,

peningkatannilaitambahproduklokaldanmembangunjaringandistribusi dan

pemasaransertapengelolaansumberdayaalamstrategislainnyadengandidukung

oleh pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang termasuk di

dalamnyamendirikan BUMD barudengan bidangusaha yang

berkaitandenganminyak dan gas bumi.

Rencana Aksi dan Penanggungjawab OPD

Revitalisasi BUMD (Biro Perekonomian Daerah);

Akses Permodalan UMKM (Biro Perekonomian Daerah);

Satu Desa Satu Produk (Dinas Perindustrian dan Perdagangan);

Gerakan Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal Wilayah (Dinas

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Perindag dan Bappeda);

Revitalisasi Tanaman Rempah, Pala dan Cengkih (Dinas Pertanian)

Peningkatan Daya Saing Produk Olahan Sumber Daya Alam (Dinas

Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan dan Dinas Perindag);

€ Tata Niaga Produk Pertanian dan Perikanan ,Sistem resi Gudang (Dinas
Perindag, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan BPMD-PTSP);

€ Listrik Untuk Semua (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral).

* e G000

. Budaya Anak Negeri

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam

pembangunan dan melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Maluku

yang diharapkan dapat memupuk, memelihara dan meningkatkan minat

masyarakat untuk mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya

sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan daerah.

Rencana aksi dan Penanggungjawab OPD

€ Festival Budaya Tahunan (Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif);

4 Pembinaan dan Pengembangan Sanggar Seni Tari dan Musik (Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan);

€ Pengembangan Museum dan Nilai Kesejarahan (Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan).

. Pemuda Unggul

Program ini bertujuan untuk
mengedepankanperanpemudasebagaiagenperubahan. Menyiapkan dan
membentukpemuda-pemudaunggulberkarakter yang

berpartisipasiaktifdalampembangunan.
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Rencana aksi dan Penanggungjawab OPD

*

L 4
L 4
L 4

D. KEGIATAN

Pekan Pemuda Kreatif (Dinas Pemuda dan Olahraga);

Pekan Olahraga Unggulan Pemuda (Dinas Pemuda dan Olahraga);
Sarjana Mengajar di Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan);

Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi Kurang Mampu (Biro Kesejahteraan
Rakyat).

PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN

PERENCANAAN TAHUNAN

Mengacu kepada Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2019-2024
sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Prioritas Nasional serta Isu-isu Strategis
Pembangunan Provinsi Maluku tahun 2021 dirumuskan program dan kegiatan prioritas
daerah yang terdiri dari :

1. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
Program Prioritas :
® Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Prioritas :
> Penanggulangan Kemiskinan.

® Pendidikan Menengah
Kegiatan Prioritas :
> Kartu Maluku Cerdas.

o Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kegiatan Prioritas :
» Kartu Indonesia Sehat Untuk Masyarakat Miskin.

® Pengembangan Perumahan
Kegiatan Prioritas :
» Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin.

® Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Kegiatan Prioritas :
» Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih.

® Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Kegiatan Prioritas :
» Sarana dan Prasarana Penangkapan dan Budidaya Perikanan.

® Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Kegiatan Prioritas :
> Pelatihan Berbasis Kompetensi.

® Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Usaha Kecil
Menengah
Kegiatan Prioritas :
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» Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan.

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Mutu
Layanan Publik
Program Prioritas :

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Kegiatan Prioritas :

» Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler/Khusus/
Sinergis).

Pengelolaan Aplikasi Informatika
Kegiatan Prioritas :
> Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Kerjasama Pembangunan
Kegiatan Prioritas
» Kerjasama Antar Lembaga.

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Kegiatan Prioritas :

> Inventarisasi dan Penataan Aset Daerah;

> Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kegiatan Prioritas :
> Peningkatan Pelayanan Publik dan Perizinan.

Pemantapan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Yang Merata
dan Terjangkau
Program Prioritas :

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kegiatan Prioritas :

» Peningkatan Kompetensi Guru;

» Penyediaan Tenaga Guru Yang Memenuhi Kompetensi.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Kegiatan Prioritas :

» Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit;
» Pengadaan Alat Kesehatan.

Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Kegiatan Prioritas :

> Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Asuhan Persalinan;

» Penguatan ANC Terpadu Bagian Petugas kesehatan di Puskesmas Pusat
Gugus.

Perbaikan Gizi Masyarakat
Kegiatan Prioritas :
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» Penanggulangan Stunting.

Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan
Industri Pengolahan Secara Berkelanjutan
Program Prioritas :

Peningkatan Ketahanan Pangan

Kegiatan Prioritas :

» Penanganan Daerah Rawan Pangan;

» Lumbung Pangan Masyarakat;

> Diversifikasi Olahan Pangan Lokal;

» Peningkatan Produksi Pangan Nabati dan Hewani;

» Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya.

Peningkatan Produksi dan Revitalisasi Tanaman Perkebunan
Kegiatan Prioritas :

» Pengembangan Pala, Cengkeh dan Kelapa;

> Revitalisasi dan Penataan Hutan Sagu;

» Pengendalian OPT Perkebunan.

Pengembangan Perikanan Tangkap, Budidaya, dan Pengolahan Hasil
Kegiatan Prioritas :

» Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan 15 GT dan 30 GT;

» Pengembangan Sarana Pelabuhan Perikanan;

> Pengembangan Perikanan Budidaya;

» Pengembangan Sistem Rantai Dingin;

» Pengolahan Hasil Perikanan.

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Kegiatan Prioritas :
» Peningkatan daya saing Produk IKM.

Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Antar Pulau dan
Ekspor

Kegiatan Prioritas :

» Pameran Produk dan Pemasaran Dalam dan Luar Negeri;

> Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Ekspor.

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan Prioritas :
» Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup.

Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Kegiatan Prioritas :

» Pembentukan dan Pengembangan Kampung Iklim;
» Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Kegiatan Prioritas :
» Gerakan Peduli Sampah.
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Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Kegiatan Prioritas :

> Rehabilitasi Mangrove;

> Reboisasi/Pengayaan Tanaman;

> Rehabilitasi Lahan;

» Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Daerah Aliran Sungai (DAS).

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Kegiatan Prioritas :

» Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan
Lahan;

» Pengembangan Kawasan Ekonomi Esensial (KEE).

Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Bencana

Kegiatan Prioritas :

> Sistem Peringatan Dini (EWS) Bencana;

» Implementasi Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Resioko Bencana;
> Pembentukan Desa Tangguh Bencana;

> Pengendalian Baniir.

Pemantapan Infrastruktur dan Konektivitas Gugus Pulau Secara Merata
dan Berkualitas
Program Prioritas :

Pembangunan Jalan dan Jembatan.
Kegiatan Prioritas :

» Pembangunan Jalan dan Jembatan;

> Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan jembatan.

Pengembangan Pelayanan Antar Moda Transportasi

Kegiatan Prioritas :

» Perencanaan dan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Pelabuhan Laut;
» Studi Pembangunan Bandara.

Pengembangan Telekomunikasi dan Informasi
Kegiatan Prioritas :
» Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemda.

Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan

Kegiatan Prioritas :

» Peningkatan Rasio Elektifikasi.

Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman
Kegiatan Prioritas :

» Penyediaan PSU Permukiman;

» Penataan Kawasan Permukiman.
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Pemantapan Suasana Kondusif, Damai, Harmonis dan Berbudaya Yang
Mendorong Peningkatan Ekonomi Daerah Melalui Investasi dan
Pariwisata
Program Prioritas :
® Pemeliharaan Ketrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Kegiatan Prioritas :
» Pembinaan, Peningkatan, Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban di
Kalangan Masyarakat.

® Pengelolaan Kekayaan Budaya
Kegiatan Prioritas :
> Festival Budaya.

® Penciptaan Iklim Investasi dan Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
Kegiatan Prioritas :
» Pembinaan koperasi dan Peningkatan Akses Permodalan UMKM;
> Peningkatan Akses Pemasaran Produk Berbasis Digital;
» Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peningkatan Pelayanan Penanaman
Modal;
> Peningkatan Skill Tenaga Kerija.

® Pengembangan Pariwisata Daerah
Kegiatan Prioritas :
> Pengembangan Objek Wisata Unggulan;
» Promosi Pariwisata;
» Pengembangan Pariwisata Kepulauan Banda.

Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas SDM Menuju SDM Yang
Unggul
Program Prioritas :
® Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Dan Anak
Kegiatan Prioritas :
> Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

® Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan Prioritas :
» Pembibitan dan Pembonaan Olahragawan Berbakat/Berprestasi.

® Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Kegiatan Prioritas :
> Pekan Kreatifitas Pemuda.

® Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian
Kegiatan Prioritas :
» Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian;
» Peningkatan SDM Petani.
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D.1. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis
merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar
mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, nasional, global dan tetap
berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Oleh karena itu, pendekatan strategis yang jelas dan sinergis instansi
pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang
dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.
Penyusunan LKIP Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2021, mengacu pada
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-
2024dan Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun
2021.

D.1.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja adalah pernyataan komitmen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana Kkinerja yang
dijabarkan dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana
strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai
kegiatan tahunan yang dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari
kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya
dalam tahun tertentu. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga
mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya,
sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tabel 1.7 berikut ini
adalah tabel Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2021.

Tabel 1.7
Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Maluku
Tahun 2021
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. Meningkatnya Kinerja Pemerintah " Indeks Reformasi Birokrasi ' BB
Daerah
2. Terwujudnya Kolaborasi antar Tingkat Efektivitas Kerjasama 74,42

Pemerintah dan Pihak lainnya dalam Pemerintah Daerah
Pembangunan yang Sinergis dan

Integratif

3. Tersedianya Akses Pendidikan yang Persentase Layanan Pendidikan 70%
Berkualitas dan Merata di seluruh Berkualitas
wilayah

4. Meningkatkan Akses Pelayanan Usia Harapan Hidup 66,14 Tahun

Kesehatan yang Bermutu dan Merata
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Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kontribusi Industri Pengolahan 5,75%
Kecil dan Menengah Terhadap PDRB
Meningkatnya Produktivitas Pertanian, Kontribusi Pertanian, Perikanan, dan 23,61%
Perikanan dan Kehutanan Kehutanan Terhadap PDRB
Meningkatnya Akses Masyarakat Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) 87,00
Terhadap Komoditi Pangan
Meningkatnya Ketahanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) 87,00
Daerah
Meningkatnya Ketahanan Lingkungan  Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 76,80 —
dan Kapasitas Penanggulangan (IKLH) 81,43
Bencana Berbasis Kepulauan Indeks Resiko Bencana (IRB) Tinggi
Mewujudkan Kemandirian Wilayah Indeks Gini 0,323
Mewujudkan Konektivitas Wilayah dan  Tingkat Konektivitas antar Wilayah 39,31 -
Ketersediaan Infrastruktur 39,67
Meningkatkan Ketahanan Budaya Peningkatanan Keragaman Budaya 10%
Lokal dan Kearifan Lokal yang Terdaftar
dan dikelola dengan Baik
Mewujudkan Kerukunan, Ketertiban Indeks Rasa Aman 70
dan Keamanan yang Kondusif dan
Berkelanjutan dengan Dukungan
Masyarakat serta Kerjasama yang
Harmonis antara Pemerintah, TNI,
dan POLRI
Meningkatnya Investasi dan Pertumbuhan Investasi 10%
Penyerapan Tenaga Kerja
Meningkatkan Pariwisata Daerah Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap 1,99%
PDRB
Meningkatnya Peran Pemuda dalam Indeks Pembangunan Pemuda 54,80%
Pembangunan dan Prestasi Olahraga
Meningkatnya Sumber Daya Manusia  Pertumbuhan Tenaga Kerja yang 27,66%
yang Berdaya Saing Bersertifikat Berbasis Kompetensi
Lulusan SMK yang Terserap Pasar 44%
Kerja
Pertumbuhan Wirausaha Muda 12,5%
Meningkatnya Akses dan Manfaat Indeks Pembangunan Gender 93,88
Pembangunan untuk Semua Indeks Pemberdayaan Gender 78,97

1.1. 3. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Penetapan strategi pembangunan daerah oleh Pemerintah Provinsi Maluku dalam
rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakandan
program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi
pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam
melaksanakan program/kegiatan dalam rangka tercapainya kelancaran dan
keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Kebijakan dan program
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pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku untuk mencapai
sasaran meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah
daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan
pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan
publik. Sistem yang demikian diharapkan nantinya dapat memenuhi kebutuhan data
dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan
efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis pelayanan
dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara
minimal sebagaimana diataur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
2018Tentang Standar Pelayanan Minimal. SPM yang telah ditetapkan Pemerintah
Pusat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, menjadi
salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pelaporan dan pertanggung jawaban untuk menjamin akses dan mutu pelayanan
dasar kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Dalam
proses perencanaan dan penganggaran, Pemerintah Provinsi Maluku menyusun
rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM di 6
(enam) bidang urusan yang meliputi :wrusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan
umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, ketentraman dan
ketertiban umum dan sosial dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM
sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Rencana pencapaian SPM dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPIJMD) dan Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah (Renstra
OPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja
OPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi
Perangkat Daerah (RKA-OPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. SPM pada penerapannya
diharapkan dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan
kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta
kelembagaan dan personil.

Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator Tim konsultasi penyusunan SPM
bersama Kementerian/Lembaga terkait tentunya akan terus melakukan koordinasi
untuk penyempurnaan peraturan yang aplikatif sesuai dengan ketentuan yang ada.
Dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam
urusan wajib, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis
pelaksanaannya yang dilakukan, tetapi juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM
terkait di daerah, khususnya pada SKPD terkait untuk menentukan penetapan
target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga
memenuhi standar capaian SPM secara nasional, penghitungan rencana
pembiayaan untuk sasaran capaian tiap tahunnya, dan mengintegrasikan SPM
tersebut ke dalam dokumen perencanaan. Langkah langkah tersebut merupakan
suatu prasyarat agar SPM dapat diterapkan secara utuh untuk kemudian dapat
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dianggarkan, dilaksanakan, dan dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian
pelaksanaan pelayanan dasar pada tahun berikutnya. Dengan penetapan SPM
beserta indikator dan tahun pencapaian, Petunjuk Teknis berisi kegiatan yang perlu
dilakukan untuk pelaksanaan pencapaian sasaran SPM, dan Petunjuk Teknis
Perencanaan Pembiayaan kegiatan pelaksanaan pencapaian sasaran indikator SPM
merupakan langkah awal yang harus disiapkan sehingga pemerintah daerah dapat
memahami konsep dan indikator SPM. Dengan upaya pengelolaan data dasar SPM
dari setiap SPKD dan instansi terkait, maka Petunjuk Teknis dan Petunjuk
Perencanaan Pembiayaan SPM lebih lanjut dapat dipergunakan bagi pelaksanaan
SPM di Daerah.
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BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dapatlah diukur
oleh capaian kinerja makro yang dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan
oleh pemerintah daerah. Capaian kinerja makro pada hakekatnya diukur menggunakan
indikator-indikator kinerja yang meliputi antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM),
Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita
dan Ketimpangan Pendapatan.

Capaian kinerja makro Provinsi Maluku yang dihasilkan dari indikator-indikator kinerja
makro dapatlah dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro Atas Indikator-indikator Kinerja Makro
Provinsi Maluku Tahun 2021

Indikator Capaian Kinerja Capaian Kinerja Perubahan
Kinerja Makro Tahun 2020 Tahun 2021 (€))
1 Indeks Pembangunan 69,49 69,71 0,22
Manusia
2 Angka Kemiskinan 17,99 16,30 1,69
3 Angka Pengangguran 7,57 6,93 -0,88
4 Pertumbuhan -0,92 3,04 1,67
Ekonomi
5 Pendapatan Per -4,95 1,99 1,41
kapita
6 Ketimpangan 0,326 0,314 --0,11
Pendapatan

Sumber : Data BPS Provinsi Maluku, Maluku Dalam Angka Tahun 2021

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah nilai indeks pembangunan manusia pada
daerah yang bersangkutan. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses
hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, Pendidikan dan
sebagainya. Memperhatikan setiap kebutuhan lebih dari sekitar 1,8 juta penduduk
Maluku bukanlah pekerjaan yang mudah. Tersebar di 9 (sembilan) Kabupaten dan 2
(dua) Kota di banyak kepulauan Maluku yang luas merupakan tantangan tersendiri
bagi pembangunan di Maluku, terlebih pembangunan manusia sendiri merupakan
suatu konsep yang luas dan komprehensif yang merangkum kisaran luas potensi
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manusia mulai dari kesehatan dan gizi sampai kebebasan berdemokrasi dan kualitas

hidup yang sebagian besar sulit diterjemahkan ke dalam data statistik.

Meskipun demikian, kita dapat menggunakan data-data yang tersedia untuk melihat
beberapa indikasi dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku,
yang memadukan ukuran usia harapan hidup, tingkat pendidikan dan pendapatan
dalam satu angka tunggal.

Dalam satu dekade ini, pembangunan manusia di Maluku terus mengalami kemajuan.
IPM Provinsi Maluku meningkat dari 69,49 pada tahun 2020 menjadi 69,71 pada
tahun 2021. selama periode tersebut IPM Maluku rata-rata tumbuh 0,22 persen per
tahun, namun masih stagnan pada level “sedang”. Pandemi COVID-19 telah
membawa sedikit perubahan dalam capaian pembangunan manusia Maluku.

IPM tahun 2020 tercatat sebesar 69,49 atau tumbuh 0,22 persen, melambat
dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Dengan capaian ini, rata pertumbuhan
IPM tahun 2010-2021 menjadi sebesar 0,78 persen per tahun. Hal ini dapat dilihat
pada tabel dibawah ini.

Gambar 1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku, 2011-2021

71,39 71,92 71,94 71,99
6709 67,70 6831 6890 0955 7018 70,81

6475 6443 6609 6674 6705 67,60 6819 6887 6945 6949 6271

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

=O= Maluku ™0™ |ndonesia

Sumber : Data BPS Provinsi Maluku, Maluku Dalam Angka Tahun 2021

Angka Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi
kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran
sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per
kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan adalah persentase
penduduk miskin pada daerah yang bersangkutan.
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57
Kemiskinan seringkali dipahami dalam pengertian yang sangat sederhana yaitu
sebagai keadaan kekurangan uang, rendahnya tingkat pendapatan dan tidak
terpenuhinya kebutuhan dasar hidup sehari-hari. Padahal sebenarnya, kemiskinan
adalah masalah yang sangat kompleks, baik dari faktor penyebab maupun dampak
yang ditimbulkannya.

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) pengertian, yakni : kemiskinan absolut,
kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin
absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup
untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, seperti: pangan, sandang, kesehatan,
papan, pendidikan. Seseorang tergolong miskin relatif apabila seseorang tersebut
sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah
kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedangkan seseorang tergolong miskin kultural
apabila seseorang atau sekelompok masyarakat tersebut memiliki sikap tidak mau
berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang
membantunya.

Tingkat kemiskinan/persentase penduduk miskin pada tahun 2020-2021 menunjukkan
trend yang semakin menurun dari waktu ke waktu kecuali pada periode Maret 2020-
September 2021 yang mengalami peningkatan. Sementara pada periode September
2020 ke Maret 2021 terjadi peningkatan persentase kemiskinannya sebesar 1,21
persen poin. Selama periode Maret 2020 s.d. Maret 2021, persentase penduduk yang
rata-rata pengeluaran per bulannya di bawah garis kemiskinan atau yang disebut
sebagai penduduk miskin bertambah sebesar 2,07 persen poin.

Tabel 2.2
Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku
Tahun 2020-2021

Kabupaten/Kota
1) (2) (3) (4) (5) (6) )

Kep-ulauan 30.74 27.11 479.402 30.70 27.27 506.106
Tanimbar
Maluku Tenggara 22.59 22.57 517.821 22.89 22.73 549.047
Maluku Tengah 74.18 19.83 503.800 74.59 19.84 515.582
Buru 24.42 16.64 492.055 25.23 17.28 503.254
Kepulauan Aru 25.45 26.26 490.565 25.11 26.53 516.604
Seram Bagian 43.15 25.11 419.793 43.72 25.27 427 355
Barat
Sferam Bagian 26.69 23.04 398.430 26.41 23.25 403.573
Timur
Maluku Barat 21.37 29.19 521.899 21.74 29.55
Daya 535.594
Buru Selatan 10.07 15.75 628.659 9.99 15.89 644.441
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Kota Ambon 22.15 4.51 596.042 23.67 5.02 621.482
Kota Tual 17.36 22.51 574.105 17.76 23.26 600.172
Maluku 318.18 17.44 555.197 321.81 17.87 587.730

Sumber : Data BPS Provinsi Maluku; Maluku Dalam Angka Tahun 2021

3. Angka Pengangguran

Indikator kinerja makro ini digunakan untuk melihat tingkat pengangguran pada
daerah khususnya tingkat pengangguran terbuka yang dilihat dari persentase jumlah
pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Penganggur terbuka terdiri dari mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari
pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka
yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena mereka tidak mungkin
mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai
bekerja.

1. Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja dan Angkatan Pengangguran.

Secara umum struktur ketenagakerjaan Maluku pada Agustus 2021 mengalami
perubahan bila dibandingkan dengan keadaan setahun lalu. Jumlah angkatan kerja
di Provinsi Maluku pada Tahun 2021 tercatat sebanyak 860.344 orang atau
terjadi peningkatan angkatan kerja sebesar 3,27%. Sementara jumlah penduduk
yang bekerja di Provinsi Maluku pada Agustus 2021 sebanyak 800.755 orang,
bertambah sebanyak 17.449 orang dibanding keadaan Agustus 2020 yang
tercatat sebanyak 758.70 orang. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa jumlah
orang yang bekerja dalam satu tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar
2,30%.
Jumlah penganggur pada Agustus 2021 di Provinsi Maluku mengalami penurunan
sebesar 3.900 orang dibandingkan keadaan Agustus 2020, dimana pada Tahun
2020 tercatat sebanyak 63.489 orang sedangkan pada Tahun 2021 sebanyak
59.589 orang. Dengan demikian terjadi penurunan jumlah penganggur di Provinsi
Maluku sebesar 0,64% selama kurun waktu setahun terakhir. berkurangnya jumlah
penganggur ini mengakibatkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari
7,57% pada Tahun 2020 menjadi 6,93% pada Tahun 2021.

Tabel 2.3
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan
Agustus 2020 - Agustus 2021

KEGIATAN UTAMA one ooon. ooat:

(1) (2) (3) (4)
1. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas 1.270.42 1.289.63 1.308.54
2. Angkatan Kerja 812.652  839.190  860.344
e Bekerja 758.252 775701 800.755
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® Pengangguran 54.400 63.489 59.589
3.Bukan Angkatan Kerja 457.769 450.447 448.199
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 63,97 65,07 65,75

(TPAK)

5. Tingkat Pengangguran Terbuka (7PT) 7,08 757 6.93

Sumber : Data BPS Provinsi Maluku, Maluku Dalam Angka Tahun 2021

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu unsur utama dalam pembangunan
ekonomi regional dan mempunyai implikasi kebijakan yang cukup luas, walaupun
disadari bahwa proses pembangunan bukan hanya ditentukan oleh faktor ekonomi
seperti: sumberdaya alam, akumulasi modal, organisasi, kemajuan teknologi,
pembagian kerja dan skala produksi tetapi juga faktor nonekonomi seperti: faktor
sosial, faktor manusia, faktor politik dan administratif.

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan
perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan masyarakat
bertambah. Salah satu cara untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi adalah
melalui penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) menurut harga — harga yang
berlaku dalam tahun dasar (Sukirno, 2000). Untuk tingkat daerah disebut Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB).

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku pada tahun 2017 pada level 5,82
persen. Pada tahun 2018 laju pertumbuhan Provinsi Maluku mengalami peningkatan
pertumbuhan menjadi 5,91 persen dan terus meningkat pada tahun 2019 menjadi
5,41 persen namun pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Maluku malah
cenderung menurun di angka 3,04 persen.

Pencapaian keberhasilan pembangunan daerah melalui pembangunan ekonomi harus
disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah serta diperlukan
perencanaan pembangunan yang terkoordinasi antar kategori, perencanaan
pembangunan disini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh tentang
potensi-potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Keterbatasan sumber daya di suatu
daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya finansial
maupun sumber daya lainnya merupakan masalah umum yang dihadapi oleh
sebagian besar daerah untuk dapat menggerakkan seluruh perekonomian yang
mampu sebagai penggerak utama untuk memacu laju pembangunan disuatu daerah.
Secara garis besar, analisis kategori dan subkategori ekonomi potensial
dalam analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi kategori dan subkategori
ekonomi potensial dari sisi kontribusi PDRB (aspek keunggulan komparatif) melalui
alat analisis location quotient (LQ) serta penentuan kategori dan subkategori
ekonomi potensial dari sisi pertumbuhan PDRB (aspek keunggulan kompetitif)
melalui alat analisis MRP dan analisis Shift-Share Estaban Marquillas (SS-EM). Khusus
mengenai identifikasi dan pengaruh spesialisasi perekonomian wilayah akan
dijelaskan melalui analisis Shift-Share Estaban Marquillas.
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Selanjutnya setelah aspek keunggulan komparatif, keunggulan kompetitif dan
spesialisasi teridentifikasi, maka dilakukan analisis overlay yang bertujuan untuk
melihat potensi kategori dan subkategori ekonomi di Provinsi Maluku berdasarkan
gabungan dari ketiga alat analisis tersebut. Analisis overlay merupakan analisis yang
digunakan untuk melihat kategori dan subkategori ekonomi potensial baik dari sisi
kontribusi maupun sisi pertumbuhan PDRB. Berdasarkan hasil analisis overlay
diperoleh 4 (empat) kategori yang potensial di Provinsi Maluku jika dilihat dari aspek
keunggulan komparatif; rasio pertumbuhan wilayah studi; aspek spesialisasi dan
keunggulan kompetitif yaitu 1) Kategori adminstrasi pemerintahan, pertahanan dan
jaminan sosial wajib; 2) Kategori pertanian, kehutanan dan perikanan; 3) Kategori
Jasa Pendidikan dan 4) Kategori perdagangan besar- eceran dan reparasi mobil-
sepeda motor.

5. Pendapatan Per Kapita

Indikator kinerja makro untuk pendapatan per kapita digunakan untuk melihat
tingkat kenaikan pendapatan per kapita suatu daerah. PDRB perkapita merupakan
hasil dari perhitungan pendapatan regional suatu daerah dibagi dengan jumlah
penduduk yang mendiami daerah tersebut. Perkembangan PDRB perkapita Provinsi
Maluku dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan,
namun pada tahun 2020 telah mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat, dimana
pada tahun 2020 capaian kinerja mencapai 6,21 dan namun menurun di tahun 2021
yaitu sebesar 5,68 yang dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.4
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Provinsi Maluku,
2017-2021
Nilai PDRB/GRDP (Milliar Rupiah/Billion rupiahs)
2017 2018 20 2020* 2021*
- ADHBY/ at current price 39.8815 43.047,146.152,8 46.2625 48.564,2
- ADHK!/ at 2010 Constant Price 278141 29.457,131.0494 30.765,2 31.700,8
PDRB per Kapita/Per Capita GRDP (Ribu Rupiah/Thousand rupiahs)
- ADHBY/ at current price 22.859 24269 26.097  25.094  26.073
- ADHK!/ at 2010 Constant Price 15.942 16.607 17.557 16.688  17.019
- Pertumbuhan PDRB per Kapita 9,82 591 541 -0,92 3,04
ADHB/ Growth of Per Capita GRDP
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 4.05 417 572 -4.95 1,99
2010/ Growth of Per Capita GRDP at 2010
Jumlah Penduduk (ribu orang)/ 174465 1.773,781.802,87 1.848.92 1.862.62
Population (Thousand People)
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/ Population 1,70 167 1,64 1,83 0,99
Growth (Percent)

Sumber : Data BPS Provinsi Maluku, Maluku Dalam Angka Tahun 2021
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Ketimpangan Pendapatan

Indikator kinerja ini digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan pada daerah
dengan menggunakan gini ratio. Gini ratio adalah suatu ukuran ketidak merataan
atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol
(pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna.

Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-2. semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan
ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio Maluku pada maret 2020 tercatat
sebesar 0,318, turun 0,002 persen poin dibanding keadaan September 2020 tercatat
sebesar 0,326. berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan
pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,295. angka ini naik sebesar 0,001 poin dibanding
Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,292, dan turun sebesar 0,006.

Untuk daerah perdesaan Gini Ratio tercatat sebesar 0,284. Angka ini turun sebesar
0,005 poin dibanding keadaan Maret 2021 yang tercatat sebesar 0,258, dan hal ini
dapatlah dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.
Perkembangan Gini Ratio Maret 2020 — Maret 2021

0.326
0.318 0.314
0.301
0.295 0.292 ——
¢ -
[, S——
0.284 0.285
0.258
Mar-20 Sep-20 Mar-21

==@==Perkotaan ==@==Pedesaan Perkotaan+Perdesaan
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2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Berikut ini ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah Provinsi
Maluku berdasarkan indikator kinerja kunci keluaran pada masing-masing urusan
pemerintahan yang menjadi kewenagan pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

2.2.1. INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN

URUSAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI

CAPAIAN

SUMBER

NO PEMERINTAHAN KELUARAN KINERJA DATA KET
1 2 3 4 5 6
1. PENDIDIKAN Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat SMA = 16 Dinas

Atas/SLTA Negeri Terakreditasi SMK = 6 Pendidikan
SLB =4 dan
Total =26 Kebudayaan
Jumlah peserta didik sekolah menengah 69.289 Dinas
atas (Negeri dan Swasta) yang menerima Pendidikan
perlengkapan dasar peserta didik dari dan
Pemerintah Daerah Kebudayaan
Jumlah peserta didik jenjang sekolah 22.334 Dinas
menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) Pendidikan
yang menerima perlengkapan dasar dan
peserta didik dari Pemerintah Daerah Kebudayaan
Jumlah peserta didik pada jenjang 69.289 Dinas
sekolah menengah atas (Negeri dan Pendidikan
Swasta) yang menerima pembebasan dan
biaya pendidikan Kebudayaan
Jumlah peserta didik pada jenjang 22.334 Dinas
sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Pendidikan
Swasta) yang menerima pembebasan dan
biaya pendidikanan Kebudayaan
Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada 5.348 Dinas
jenjang sekolah menengah atas (Negeri Pendidikan
dan Swasta) dan
Kebudayaan
Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada 3.043 Dinas
jenjang sekolah menengah kejuruan Pendidikan
(Negeri dan Swasta) dan
Kebudayaan
Jumlah pendidik pada jenjang sekolah 6.853 Dinas
menengah atas (Negeri dan Swasta) Pendidikan
dan
Kebudayaan
Jumlah pendidik pada jenjang sekolah 2.873 Dinas
menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) Pendidikan
dan
Kebudayaan




Jumlah kebutuhan minimal tenaga
kependidikan pada jenjang sekolah
menengah atas (Negeri dan Swasta)

Jumlah kebutuhan minimal tenaga
kependidikan pada jenjang sekolah
menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)

Jumlah tenaga kependidikan pada
jenjang sekolah menengah atas (Negeri
dan Swasta)

Jumlah tenaga kependidikan pada
jenjang sekolah menengah kejuruan
(Negeri dan Swasta)

Jumlah pendidik pada jenjang sekolah
menengah atas (Negeri dan Swasta)
yang memiliki ijazah diploma empat (D-
IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat
pendidik

Jumlah pendidik pada jenjang sekolah
menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)
yang memiliki ijazah diploma empat (D-
IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat
pendidik

Jumlah kepala sekolah menengah atas
(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah
diploma empat (D-1V) atau sarjana (S1),
sertifikat pendidik dan surat tanda tamat
pendidikan dan pelatihan calon kepala
sekolah

Jumlah kepala sekolah menengah
kejuruan (Negeri dan Swasta) yang
memiliki ijazah diploma empat (D-1V)
atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan
surat tanda tamat pendidikan dan
pelatihan calon kepala sekolah

Jumlah tenaga laboratium pada jenjang
sekolah menengah Atas (Negeri dan
Swasta) yang memiliki ijazah
SMA/sederajat
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1.981

805

670

285

D-IV/S1 :
5.677

Sertifikasi :
1.509

D-IV/S1:
2.395

Sertifikasi :
826

244 Kepsek
D-IV/S1 :
199

Sertifikasi :
148

STTP
Cakep : 10

Kep Sek 88
D-1V/S1 .
63
Sertifikasi :
37

STTP
Cakep : 4

8

Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan

Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan

Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan

Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan

Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan

Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan

Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan

Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan

Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan



Jumlah tenaga laboratorium/
bengkel/workshop pada jenjang sekolah
menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)
yang memiliki ijazah SMA/sederajat

Jumlah tenaga penunjang lainnya pada
jenjang sekolah menengah atas (Negeri
dan Swasta) yang memiliki ijazah
SMA/sederajat

Jumlah tenaga penunjang lainnya pada
jenjang sekolah menengah kejuruan
(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah
SMA/sederajat

Jumlah satuan pendidikan khusus yang
terakreditasi (Negeri dan Swasta)

Jumlah peserta didik pendidikan khusus
(Negeri dan Swasta) yang menerima
perlengkapan dasar peserta didik dari
Pemerintah Daerah

Jumlah peserta didik pada pendidikan
khusus (Negeri dan Swasta) yang
menerima pembebasan biaya pendidikan

Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada
pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)

Jumlah pendidik pada pendidikan khusus
(Negeri dan Swasta)

Jumlah kebutuhan minimal tenaga
kependidikan pada pendidikan khusus
(Negeri dan Swasta)

Jumlah tenaga kependidikan pada
pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)

Jumlah pendidik pada pendidikan khusus
(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah
diploma empat (D-1V) atau sarjana (S1)
dan sertifikat pendidik

Jumlah kepala sekolah pendidikan khusus
(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah
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29

1006

1006

193

77

26

193
Pendidikan
S1: 147

Sertifikasi :
22

9 KepSek
D-IV/S1 :

Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan

Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan

Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan

Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan

Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan

Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan

Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan

Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan

Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan

Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan

Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan

Dinas
Pendidikan



2.

KESEHATAN

diploma empat (D-1V) atau sarjana (S1),
sertifikat pendidik dan surat tanda tamat
pendidikan dan pelatihan calon kepala
sekolah

Jumlah tenaga penunjang lainnya pada
pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)
yang memiliki ijazah SMA/sederajat

Jumlah RS Rujukan provinsi yang
memenuhi sarana, prasarana dan
alat kesehatan (SPA) sesuai standar

Jumlah RS dibina dan dipersiapkan
akreditasinya

Jumlah dukungan logistik kesehatan yang
tersedia

Jumlah pos kesehatan bagi penduduk
terdampak krisis kesehatan akibat
bencana dan/atau berpotensi bencana
provinsi

Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan
bagi penduduk terdampak krisis
kesehatan akibat bencana dan/atau
berpotensi bencana provinsi

Jumlah SDM kesehatan yang tergabung
dalam tim penanggulangan krisis
kesehatan bagi penduduk terdampak
krisis kesehatan akibat bencana dan/atau
berpotensi bencana provinsi

Jumlah kegiatan edukasi pengurangan
resiko krisis kesehatan bagi penduduk
yang tinggal di wilayah berpotensi
bencana

Jumlah dukungan logistik kesehatan yang
tersedia

Jumlah SDM kesehatan yang tergabung
dalam Tim Gerak Cepat provinsi
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6

Sertifikasi :
2

STTP
Cakep : 1

9

11

149

171

171

149

46

dan
Kebudayaan

Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan

Dinas
Kesehatan
(Bidang
Yankes)

Dinas
Kesehatan
(Bidang
Yankes)

Dinas
Kesehatan
(Bidang
Yankes)

Dinas
Kesehatan
(Bidang
Yankes)

Dinas
Kesehatan
(Bidang
Yankes)

Dinas
Kesehatan
(Seksi SDMK)

Dinas
Kesehatan
(Seksi
Promosi dan
Pem, Ma)

Dinas
Kesehatan
(Seksi
Farmasi)

Dinas
Kesehatan
(Seksi SDMK)
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PEKERJAAN
UMUM
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Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi 365
terhadap data/informasi tentang
kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota

Luas kawasan permukiman rawan banjir
di WS kewenangan provinsi (ha)

3134,51 Ha

Panjang sungai di kawasan permukiman
yang rawan banjir di WS kewenangan
provinsi (m)

31,345 Km

Luas kawasan permukiman sepanjang 40.202 Ha
pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi
di WS kewenangan provinsi (ha)

Panjang pantai di kawasan permukiman 214.83 M
yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS

kewenangan provinsi (m)

Rencana Tata Pengaturan air dan tata Ada
pengairan/rencana pengelolaan sumber
daya air WS Kewenangan provinsi

Rencana Teknis tata pengaturan air dan Ada
tata pengairan/rencana pengelolaan
sumber daya air kewenangan provinsi

Data prasarana dan sarana pengaman 66
pantai dan sungai milik pemerintah
provinsi

Persentase panjang jaringan irigasi
primer dalam kondisi baik

81,60%

Persentase panjang jaringan irigasi
sekunder dalam kondisi baik

78,99%

Persentase panjang jaringan irigasi tersier
dalam kondisi baik 98,77%
Pemenuhan dokumen RISPAM lintas Tidak Ada
kabupaten/kota

Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Tidak Ada

provinsi

Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi 14
penyelenggaran SPAM

Jumlah izin yang diberikan kepada Badan 14
Usaha untuk melakukan penyelenggaraan
SPAM

Dinas
Kesehatan
(Bidang P2P)
Dinas PUPR

Dinas PUPR

Dinas PUPR

Dinas PUPR

Dinas PUPR

Dinas PUPR

Dinas PUPR

Dinas PUPR

Dinas PUPR

Dinas PUPR

Dinas PUPR

Dinas PUPR

Dinas PUPR

Dinas PUPR

Suket

Suket
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Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM 25 Dinas PUPR
dengan pemerintah Pusat dan
Pemerintah daerah lain

Tidak Ada Dinas PUPR Suket
Jumlah SPALD Regional
Total kapasitas SPALD Regional Tidak Ada Dinas PUPR Suket
Total volume limbah yang masuk ke Tidak Ada Dinas PUPR Suket
SPALD Regional
Jumlah sarana dan prasarana Tidak Ada Dinas PUPR Suket
pengelolaan limbah domestik
Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Tidak Ada Dinas PUPR Suket
Provinsi Pengelola Limbah Domestik
(Ada/Tidak)
Panjang jalan berdasarkan yang 1080,3 Dinas PUPR
ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan
kewenangan provinsi
Dokumen rencana induk pengembangan Ada Dinas PUPR
jaringan jalan provinsi
Panjang jalan yang dibangun 66 Km Dinas PUPR
Panjang jembatan yg dibangun 60 M Dinas PUPR
Panjang jalan yang ditingkatkan 52695 Dinas PUPR
(struktur/fungsi)
Panjang jembatan yang -M Dinas PUPR Suket
diganti/dilebarkan
Panjang jalan yang direkonstruksi atau 40303 Dinas PUPR
direhabilitasi
Panjang jembatan yang direhabilitasi 249.5 Dinas PUPR
Panjang jalan yang dipelihara 12 Km Dinas PUPR
Panjang jembatan yang dipelihara -M Dinas PUPR Suket
Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 9 Dinas PUPR
di wilayah provinsi
Jumlah tenaga kerja konstruksi yang 2100 Dinas PUPR Suket
terlatih di wilayah provinsi
Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih 105 Dinas PUPR
yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi
Terselenggaranya Sistem Informasi Ada Dinas PUPR

Pembina Jasa Konstruksi cakupan




4.

PERUMAHAN
RAKYAT

provinsi yang aktif dengan data
termutakhir

Tersedianya data dan informasi potensi
pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi
yang bersumber dari APBD provinsi

Tersedianya data dan informasi potensi
pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi
yang bersumber dari APBN

Tersedianya data dan informasi potensi
pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi
yang bersumber dari pendanaan lainnya

Tersedianya data dan profil OPD sub
urusan jasa konstruksi provinsi

Tersedianya data dan informasi Pelatihan
Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi
yang dilaksanakan sendiri atau melalui
kerjasama dengan Lembaga Pendidikan
dan Pelatihan Kerja (LPKK)

Tersedianya data dan informasi tenaga
kerja konsruksi yang terlatih di wilayah
provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat
pelatihan ahli

Tersedianya data dan informasi tenaga
kerja konsruksi terlatih yang tersertifikasi
ahli di wilayah provinsi

Tersedianya data dan informasi hasil
pengawasan ketidak sesuaian jenis, sifat,
klasifikasi, layanan usaha, bentuk,
dan/atau kualifikasi usaha dengan
kegiatan usaha jasa konstruksi yang
menjadi kewenangan pengawasannya

Tersedianya data dan informasi
kecelakaan konstruksi pada proyek yang
menjadi kewenangan pengawasannya

Tersedianya data dan informasi hasil
pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat,
klasifikasi, layanan usaha, bentuk
dan/atau kualifikasi usaha dengan
segmentasi pasar jasa konstruksi yang
menjadi kewenangan pengawasannya

Jumlah rumah yang berada pada
kawasan rawan bencana dan rencana
penanganannya
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Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Tidak Ada

15.968

Dinas PUPR

Dinas PUPR

Dinas PUPR

Dinas PUPR

Dinas PUPR

Dinas PUPR

Dinas PUPR

Dinas PUPR

Dinas PUPR

Dinas PUPR  Suket

Dinas Perkim

(Bid. Rumah
Swadaya)



Jumlah rumah yang terkena bencana
alam

Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang
rumahnya terkena bencana alam

Jumlah unit rumah korban bencana yang
direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi

Jumlah unit rumah korban bencana yang
dibangun kembali sesuai dengan rencana
aksi

Jumlah unit rumah korban bencana yang
dibangun baru/relokasi sesuai dengan
rencana aksi

Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang
akan menjadi tempat tinggal sementara
korban bencana

Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana
yang terfasilitasi

Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan
lahan

Jumlah rumah tangga penerima layanan
yang telah mendapatkan fasilitasi ganti
kerugian aset properti berdasarkan
rencana pemenuhan SPM

Jumlah rumah tangga penerima kegiatan
layanan yang belum mendapatkan
fasilitasi penggantian hak atas tanah
dan/atau bangunan berdasarkan rencana
pemenuhan SPM

Jumlah rumah tangga penerima kegiatan
layanan yang telah mendapatkan
penyediaan rumah layak huni
berdasarkan rencana pemenuhan SPM

Jumlah rumah tangga penerima layanan
yang belum mendapatkan penyediaan
rumah layak huni berdasarkan rencana
pemenuhan SPM

Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman
kumuh > 10-15 Ha
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16.820

84.100 Jiwa

10

27

17

27

10

151

103

157.573

1789,9 Ha

Dinas Perkim
(Bid. Rumah
Swadaya)

Dinas Perkim
(Bid. Rumah
Swadaya)

Dinas Perkim
(Bid. Rumah
Swadaya)

Dinas Perkim
(Bid. Rumah
Swadaya)

Dinas Perkim
(Bid. Rumah
Swadaya)

Dinas Perkim
(Bid. Rumah
Swadaya)

Dinas Perkim
(Bid. Rumah
Swadaya)

Dinas Perkim
(Bid. Rumah
Swadaya)

Dinas Perkim
(Bid. Rumah
Swadaya)

Dinas Perkim
(Bid. Rumah
Swadaya)

Dinas Perkim
(Bid. Rumah
Swadaya)

(Dinas
Perkim)
Bid. Rmh
Swadaya

Dinas Perkim
Bid. Kawasan
Permukiman

Suket

Suket
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Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH 62 Unit Dinas Perkim
(Bid. Rumah
Umum)
Jumlah luasan (ha) penanganan 457,74 Ha  Dinas Perkim
infrastrukur kawasan kumuh (Bid.
Kawasan
Pemunkim)
Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU 25.774 Dinas Perkim
(Bid.
Prasarana
dan
Pembiayaan)
Jumlah pengembang yang tersertifikasi 0 Dinas Perkim  Suket
(Bid.
Prasarana
dan
Pembiayaan)
Jumlah pengembang yang teregistrasi 22 Dinas Perkim
(Bid.
Prasarana
dan
Pembiayaan)
Jumlah pengembang yang mendapat 12 Dinas Perkim
penyuluhan atau pelatihan (Bid.
Prasarana
dan
Pembiayaan)
KETENTRAMAN, Jumlah Pelanggaran Dan Pengaduan 2 Satpol PP
KETERTIBAN Trantibum Lintas Kab/Kota Yang
UMUM DAN Ditangani
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
Jumlah Satlinmas yang terlatih dan 3.590 Satpol PP
dikukuhkan
Jumlah sarana prasarana minimal yang 59 Satpol PP
dipenuhi
Jumlah Perda dan Perkada yang 5 Satpol PP
ditegakkan
Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki 3 Satpol PP
kualitas sebagai PPNS
Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan 14 Satpol PP
Perkada serta penanganan gangguan
Trantibum
Penyediaan/pemutakhiran dokumen Ada BPBD

kajian risiko bencana provinsi




6.

SOSIAL

Penyediaan/pemutakhiran dokumen
rencana penanggulangan bencana
provinsi

Penyediaan/pemutakhiran dokumen
rencana kontijensi provinsi

Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan
mitigasi bencana provinsi dan
kabupaten/kota

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi
dalam perencanaan pemenuhan SPM
sub-urusan bencana daerah
kabupaten/kota

Penyediaan dokumen kaji cepat bencana
provinsi

Respon cepat penanganan darurat
bencana provinsi

Pencarian, pertolongan dan evakuasi
korban bencana provinsi

Penyediaan logistik penyelamatan dan
evakuasi korban bencana provinsi

Jumlah penyandang disabilitas terlantar
yang menerima paket permakanan dalam
panti sesuai dengan standar gizi

Jumlah penyandang disabilitas terlantar
yang menerima paket sandang di dalam
panti

Jumlah asrama yang tersedia dan mudah
diakses (Panti)

Jumlah alat bantu yang disediakan di
dalam panti

Jumlah perbekalan kesehatan yang
disediakan di dalam panti

Jumlah tenaga perawat yang disediakan
di dalam panti

Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan
ksehatan) yang disediakan di dalam panti

Jumlah tenaga Kesehatan yang
disediakan di dalam panti
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Ada

Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Ada

Tidak Ada

Ada

Tidak Ada

151

Tidak Ada

150

Tidak Ada

150

Tidak Ada

BPBD

BPBD

BPBD

BPBD

BPBD

BPBD

BPBD

BPBD

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

71

Suket

Suket

Suket

Suket

Suket

Suket

Suket

Suket



Jumlah paket bimbingan fisik, mental,
spiritual, dan social yang dilaksanakan
dalam panti

Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup
sehari-hari yang dilaksanakan di dalam
panti

Jumlah pekerja sosial/ tenaga
kesejahteraan sosial yang disediakan di
dalam panti

Jumlah penyandang disabilitas terlantar
yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk
Kependudukan di dalam panti

Jumlah penyandang disabilitas terlantar
di dalam panti yang mendapatkan akses
ke layanan Pendidikan dan Kesehatan
dasar

Jumlah penyandang disabilitas terlantar
di dalam panti yang mendapatkan
pelayanan penelusuran keluarga

Jumlah penyandang disabilitas terlantar
di dalam panti yang mendapatkan
pelayanan reunifikasi keluarga

Jumlah anak terlantar yang menerima
paket permakanan dalam panti sesuai
dengan standar gizi

Jumlah anak terlantar yang menerima
paket sandang di dalam panti

Jumlah asrama yang tersedia dan mudah
diakses (Panti)

Jumlah alat bantu yang disediakan di
dalam panti

Jumlah perbekalan Kesehatan (obat-
obatan) yang disediakan di dalam panti

Jumlah tenaga perawat yang disediakan
di dalam panti

Jumlah peralatan kesehatan yang
disediakan di dalam panti

Jumlah tenaga Kesehatan (dokter,
psikiater, peksos medis) yang disediakan
di dalam panti
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324

144

20

46

151

60

50

994

24

Tidak Ada

558

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Suket

Suket

Suket

Suket

Suket



Jumlah pekerja sosial professional/tenaga
kesejahteraan sosial yang disediakan di
dalam panti

Jumlah paket bimbingan fisik, mental,
spiritual dan social yang dilaksanakan di
dalam panti

Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup
sehari-hari yang dilaksanakan di dalam
panti

Jumlah anak terlantar yang difasilitasi
pembuatan Nomor Induk Kependudukan
dan kartu identitas anak di dalam panti

Jumlah anak terlantar di dalam panti
yang mendapatkan akses ke layanan
Pendidikan dan Kesehatan dasar

Jumlah anak terlantar di dalam panti
yang mendapatkan pelayanan
penelusuran keluarga

Jumlah anak terlantar di dalam panti
yang mendapatkan pelayanan reunifikasi
keluarga

Jumlah lanjut usia terlantar yang
menerima paket permakanan dalam panti
sesuai dengan standar gizi

jumlah lanjut usia terlantar yang
menerima paket sandang di dalam panti

Jumlah asrama yang tersedia dan mudah
diakses

Jumlah alat bantu yang disediakan di
dalam panti

Jumlah perbekalan kesehatan yang
disediakan di dalam panti

Jumlah tenaga perawat yang disediakan
di dalam panti

Jumlah paket bimbingan fisik, mental,
spiritual dan sosial yang dilaksanakan di
dalam panti

Jumlah tenaga Kesehatan (dokter,
psikiater, peksos medis) yang disediakan
di dalam panti
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113

1170

288

350

235

166

160

45

45

10

45

48

Tidak Ada

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Suket
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Jumlah pekerja social professional/
tenaga kesejahteraan sosial yang
disediakan di dalam panti

10

Dinas Sosial

Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup
sehari-hari yang dilaksanakan di dalam
panti

48

Dinas Sosial

Jumlah lanjut usia terlantar yang
difasilitasi Nomor Induk Kependudukan di
dalam panti

34

Dinas Sosial

Jumlah lanjut usia terlantar di dalam
panti yang mendapat akses ke layanan
dan Kesehatan dasar

29

Dinas Sosial

Jumlah lanjut usia terlantar di dalam
panti yang mendapatkan pelayanan
penelusuran keluarga

11

Dinas Sosial

Jumlah lanjut usia terlantar di dalam
panti pelayanan reunifikasi keluarga

11

Dinas Sosial

Jumlah lanjut usia terlantar yang
mendapatkan layanan pemulasaran

10

Dinas Sosial

Jumlah gelandangan dan pengemis yang
menerima paket permakanan dalam panti
sesuai dengan standar gizi

Tidak Ada

Dinas Sosial

Suket

Jumlah gelandangan dan pengemis yang
menerima paket sandang di dalam panti

Tidak Ada

Dinas Sosial

Suket

Jumlah asrama yang tersedia dan mudah
diakses

Tidak Ada

Dinas Sosial

Suket

Jumlah alat bantu yang disediakan di
dalam panti

Tidak Ada

Dinas Sosial

Suket

Jumlah perbekalan kesehatan yang
disediakan di dalam panti

Tidak Ada

Dinas Sosial

Suket

Jumlah tenaga perawat yang disediakan
di dalam panti

Tidak Ada

Dinas Sosial

Suket

Jumlah paket bimbingan fisik, mental,
spiritual dan social yang dilaksanakan di
dalam panti

Tidak Ada

Dinas Sosial

Suket

Jumlah tenaga Kesehatan (dokter,
psikiater, peksos medis) yang disediakan
di dalam panti

Tidak Ada

Dinas Sosial

Suket




7.

TENAGA KERJA

Jumlah pekerja sosial professional/
tenaga kesejahteraan sosial yang
disediakan di dalam panti

Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup
sehari-hari yang dilaksanakan di dalam
panti

Jumlah gelandangan dan pengemis yang
mendapat bimbingan keterampilan dasar

Jumlah gelandangan dan pengemis yang
difasilitasi pembuatan pembuatan Nomor
Induk Kependudukan, KTP, Akta
Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau KIA di
dalam panti

Jumlah gelandangan dan pengemis di
dalam panti yang mendapatkan layanan
Pendidikan dan Kesehatan dasar

Jumlah gelandangan dan pengemis di
dalam panti yang mendapatkan
pelayanan penulusuran keluarga

Jumlah gelandangan dan pengemis yang
mendapatkan layanan reunifikasi
keluarga

Jumlah korban bencana yang mendapat
makanan

Jumlah korban bencana yang menerima
paket sandang

Jumlah tempat penampungan pengungsi
yang dimiliki

Jumlah paket permakanan khusus bagi
kelompok rentan

Jumlah korban bencana yang menerima
pelayanan dukungan psikososia

Jumlah pekerja social professional/tenaga

kesejahteraan 8social dan/atau relawan
social yang tersedia

Dokumen perencanaan tenaga kerja
provinsi

Persentase akurasi proyeksi indikator
dalam rencana tenaga kerja

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

750

90

169

Tidak Ada

Tidak Ada

110

1 Dokumen

0/0 x 100%
= 0%
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Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas
Nakertrans

Dinas
Nakertrans

Suket
Suket

Suket

Suket

Suket
Suket

Suket

Suket

Suket

RTKD

Suket
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Jumlah perusahaan yang Menyusun 0 Dinas Suket
rencana tenaga kerja Nakertrans
(Bid.
Petalatas)
Jumlah Kabupaten/Kota yang telah dibina Dinas Suket
dalam penyusunan RTK perusahaan 0 Nakertra
Persentase penerapan program PBK 0 Dinas Suket
dengan kualifikasi KKNI/okupasi Nakertrans
(Bid.
Petalatas)
Persentase instruktur bersertifikat 0 Dinas Suket
kompetensi Nakertrans
(Bid.
Petalatas)
Rasio jumlah instruktur terhadap peserta 0 Dinas Suket
pelatihan Nakertrans
(Bid.
Petalatas)
Persentase penganggur yang dilatih 0% Dinas Suket
Nakertrans
(Bid.
Petalatas)
Persentase lulusan bersertifikat 1848/2185 Dinas
kompetensi x 100% = Nakertrans
8,45 (Bid.
Petalatas)
Persentase penyerapan lulusan 2185 Dinas
Nakertrans
(Bid.
Petalatas)
Persentase LPK yang terakreditasi 20/61 x Dinas
100% = Nakertrans
3,3 (Bid.
Petalatas)
Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ 0% Dinas Suket
calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) Nakertrans
yang diberikan pelatihan (Bid.
Petalatas)
Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran 0% Dinas Suket
Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia Nakertrans
(CPMI/CTKI)
Persentase perusahaan yang menerapkan 0% Dinas Suket
program peningkatan produktivitas Nakertrans
(Bid.Hub
Industri)
Persentase lembaga pemerintah, swasta 0% Dinas Suket
dan pendidikan yang menjadi jejaring Nakertrans
peningkatan produktivitas (Bid.Hub
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Industri)
Persentase perusahaan yang telah 7195/354 x Dinas
memiliki Peraturan Perusahaan (PP) 100% = Nakertrans
4,92% (Bid.Hub
Industri)
Persentase perusahaan yang telah 7195 x 155 Dinas
memiliki PKB x 100% = Nakertrans
2,154% (Bid.Hub
Industri)
Rekapitulasi tahunan jumlah anggota 1387 x 90 x Dinas
Serikat pekerja/serikat buruh di 100% = Nakertrans
perusahaan pada tahun n 1,47% (Bid.Hub
Industri)
Persentase perusahaan yang sudah 7195 x 70 x Dinas
Menyusun struktur skala upah 100% = Nakertrans
0,97% (Bid.Hub
Industri)
Persentase perusahaan yang telah 7195 x Dinas
terdaftar sebagai peserta BP]S 1148 x Nakertrans
Ketenagakerjaan 100% = (Bid.Hub
16,0% Industri)
Persentase perusahaan yang telah 0 Dinas Suket
membentuk LKS Bipartit Nakertrans
(Bid.Hub
Industri)
Persentase jumlah perusahaan yang 37/7.195 x Dinas
berselisih 100% = Nakertrans
0,5% (Bid.Hub
Industri)
Jumlah mogok kerja 1 Dinas
Nakertrans
(Bid.Hub
Industri)
Jumlah penutupan perusahaan 38 Dinas
Nakertrans
(Bid.Hub
Industri)
Jumlah perselisihan kepentingan 0 Dinas Suket
Nakertrans
(Bid.Hub
Industri)
Jumlah perselisihan hak 17 Dinas
Nakertrans
(Bid.Hub
Industri)
Jumlah perselisihan antar SP/SB di 0 Dinas Suket
perusahaan Nakertrans

(Bid.Hub
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Industri)
Jumlah perselisihan PHK 25 Dinas
Nakertrans
(Bid.Hub
Industri)
Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK 24 Dinas
Nakertrans
(Bid.Hub
Industri)
Jumlah perselisihan yang diselesaikan 44 Dinas
melalui perundingan bipartit Nakertrans
(Bid.Hub
Industri)
Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang 0 Dinas Suket
diberdayakan Nakertrans
(Bid.Hub
Industri)
Upah Minimum yang ditetapkan sesuai 2.643.387 Dinas
dengan peraturan perundanga Nakertrans
(Bid.Hub
Industri)
Persentase perselisihan hubungan 111/44 x Dinas
industrial yang diselesaikan melalui 100% = Nakertrans
Perjanjian Bersama oleh Mediator 39,6% (Bid.Hub
Hubungan Internasional Industri)
Jumlah rekomendasi persetujuan 0 Dinas Suket
penempatan tenaga kerja Antar Kerja Nakertrans
Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh (Bid.
dinas provinsi Pentalattas)
Jumlah surat persetujuan penempatan 0 Dinas Suket
antar kerja lokal (SPP AKL) Nakertrans
kabupaten/kota dalam satu wilayah (Bid.
provinsi yang diterbitkan oleh dinas Pentalattas)
Provinsi
Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan 659 Dinas
langsung oleh swasta dalam satu wilayah Nakertrans
provinsi (Bid.
Pentalattas)
Jumlah lowongan pekerjaan yang 0 Dinas Suket
tersedia dalam satu wilayah provinsi Nakertrans
(Bid.
Pentalattas)
Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar 0 Dinas Suket
dalam satu provinsi Nakertrans
(Bid.

Pentalattas)




Jumlah pejabat fungsional pengantar
kerja

Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga
Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan
izin dari Pemerintah Daerah Provinsi

Jumlah Lembaga Tenaga Penyalur
Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang
mendapatkan izin dari Pemerintah Derah
Provinsi

Jumlah penempatan tenaga kerja melalui
informasi pasar kerja (IPK) online/system
informasi ketenagakerjaan (SISNAKER)

Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang
difasilitasi kepulangannya

Jumlah ijin kantor cabang perusahaan
penempatan pekerja migran Indonesia
(P3MI)/ perusahaan penempatan tenaga
kerja Indonesia swasta (PPTKIS) yang
diterbitkan

Jumlah pos pelayanan keberangkatan
dan kepulangan pekerja migran
Indonesia (PMI)/ tenaga kerja Indonesia
(TKI)

Jumlah perusahaan yang menerapkan
norma kebebasan berserikat

Jumlah perusahaan yang menerapkan
norma waktu kerja dan waktu istirahat

Jumlah perusahaan yang menerapkan
norma pengupahan

Jumlah perusahaan yang menerapkan
norma jaminan sosial

Jumlah perusahaan yang menerapkan
norma kerja perempuan
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31

659

2/2 x 100%
= 100%

13/13 =
100%

96

2472

7000

2472

Dinas
Nakertrans
(Bid.
Pentalattas)

Dinas
Nakertrans
(Bid.
Pentalattas)

Dinas
Nakertrans
(Bid.
Pentalattas)

Dinas
Nakertrans
(Bid.
Pentalattas)

Dinas
Nakertrans

Dinas
Nakertrans

Dinas
Nakertrans

Dinas
Nakertrans

Dinas
Nakertrans
(Bid.
Pengawasan)

Dinas
Nakertrans
(Bid.
Pengawasan)

Dinas
Nakertrans
(Bid.
Pengawasan)

Dinas
Nakertrans
(Bid.
Pengawasan)

Suket

Suket

Suket
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Jumlah perusahaan yang menerapkan 18 Dinas
norma keselamatan dan Kesehatan kerja Nakertrans
(Bid.
Pengawasan)
Jumlah penyidikan tindak pidana 1 Dinas
ketenagakerjaan Nakertrans
(Bid.
Pengawasan)
Jumlah perusahaan yang mendaftar 2472 Dinas
Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan Nakertrans
(WLKP) online (Bid.
Pengawasan)
8. PERLINDUNGAN Jumlah lembaga pemerintah tingkat 27 Dinas P3A
PEREMPUAN daerah provinsi yang telah dilatih PUG
DAN PER ANAK
Jumlah program/kegiatan PUG pada 1 Dinas P3A

perangkat daerah yang sudah dievaluasi
melalui analisis gender di tingkat provinsi

Jumlah media massa (cetak, elektronik) 6 Dinas P3A
yang bekerja sama dengan pemprov

(dinas pppa) untuk melakukan KIE

pencegahan kekerasan terhadap anak

Jumlah lembaga layanan anak yang telah 11 Dinas P3A
memiliki standar pelayanan minimal

Persentase korban kekerasan anak yang 39/795 x Dinas P3A
terlayani 100% = (Polda,
4,9% Polres,
Pengadilan,
Simfoni PPA)
Jumlah lembaga layanan anak yang 6 Dinas P3A

mendapat pelatihan

Jumlah lembaga layanan anak yang 1 Dinas P3A
mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas

oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD

provinsi)

Jumlah kebijakan/program pencegahan 6 Dinas P3A
kekerasan terhadap perempuan termasuk

TPPO pada perangkat daerah yang sudah

dievaluasi

Jumlah lembaga penyedia layanan 1 Dinas P3A
perlindungan hak perempuan yang telah
terstandarisasi

Persentase korban kekerasan perempuan  36/1329 x Dinas P3A
yang terlayani 100% =
2,7%



9.

10.

PANGAN

PERTANAHAN

Jumlah lembaga layanan perempuan
yang mendapat pelatihan

Jumlah lembaga layanan perempuan
yang mendapatkan bantuan
keuangan/fasilitas oleh Pemerintah
Daerah Provinsi (APBD provinsi)

Tersedianya infrastruktur pergudangan
dan sarana pendukung lainnya untuk
penyimpanan cadangan pangan

Tersedianya dan tersalurkannya pangan
pokok dan pangan lainnya

Tersedianya cadangan beras pemerintah
provinsi

Tersedianya harga referensi daerah untuk
pangan lokal

Terpromosikannya target konsumsi
pangan sesuai dengan angka kecukupan

gizi

Tersedianya peta ketahanan dan
kerentanan pangan provinsi

Tersedianya informasi situasi kerentanan
pangan dan gizi provinsi

Tertanganinya kejadian kerawanan
pangan

Tersalurkannya cadangan pangan pada
daerah rawan bencana pangan

Teregistrasi dan tersertifikasi pangan
segar di pasar modern

Persentase Surat keputusan penetapan
tanah lokasi

Jumlah masalah ganti kerugian dan
santunan tanah untuk pembangunan
yang terselesaikan

SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh
Gubernur
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6 DP3A
1 DP3A
Ada Dinas
Ketahanan
Pangan
Ada Dinas
Ketahanan
Pangan
Cadangan : Dinas
1,382 dan Ketahanan
Pangan
Cadangan
Beras Total
16,91
Tidak Ada Dinas
Ketahanan
Pangan
Ada Dinas
Ketahanan
Pangan
Ada Dinas
Ketahanan
Pangan
Ada Dinas
Ketahanan
Pangan
Ada Dinas
Ketahanan
Pangan
Ada Dinas
Ketahanan
Pangan
Ada Dinas
Ketahanan
Pangan
0/0 x 100 = Biro Pem Suket
0% Otda
0/0 x 100= Biro Pem Suket
0% Otda
0/1 x 100% Biro Pem
=,0% Otda



11.

12,

13.

LINGKUNGAN

HIDUP

ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

DAN

PENCATATAN

SIPIL

PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

DAN DESA

Dokumen Peletakan lokasi rencana
penggunaan tanah yang telah jelas
tahapan kegiatan dan penganggarannya

Hasil perhitungan provinsi terhadap :
a. Indeks kualitas air (IKA)

b. Indeks Kualitas Udara (IKU)

¢. Indeks tutupan hutan (ITH)

Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH
yang diterbitkan oleh pemerintah daerah
provinsi.

Rasio pejabat pengawas LH di daerah
(PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang
izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH
yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi

Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH
yang berada di dua atau lebih daerah
kab/kota dalam 1 provinsi

Terfasilitasinya kegiatan peningkatan
pengetahuan dan keterampilan
masyarakat hukum adat terkait PPL

Penanganan pengaduan masyarakat
terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH
yang diterbitkan oleh pemerintah daerah
provinsi dan usaha dan atau kegiatan
yang lokasi dan berdampak lintas
kabupaten/kota

Fasilitasi pelayanan Adminduk

Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja
sama antar desa

Jumlah desa yang melakukan kerja sama
antar desa tahun berjalan dikurangi
jumlah desa yang melakukan kerja sama
antar desa tahun sebelumnya
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0%

a. 55,56
b. 90,70
c. 90,21

12/15 x
100% =
80,0%

40/150 x
100% =
27%

4/4 x 100%
= 100%

11/11 x
100%

17

Biro Pem
Otda

Dinas
Lingkungan
Hidup
(Bidang
PPKLH)

Dinas
Lingkungan
Hidup
(Bidang Tata
Lingkungan)

Dinas
Lingkungan
Hidup
(Bidang Tata
Lingkungan)

Dinas
Lingkungan
Hidup
(Bidang Tata
Lingkungan)

Dinas
Lingkungan
Hidup
(Bidang Tata
Lingkungan)

Dinas
Lingkungan
Hidup
(Bidang Tata
Lingkungan)

Dinas
Dukcapil

Dinas
Pemdes

Dinas
Pemdes

Suket

Suket

Suket



14.

PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

Jumlah lembaga kemasyarakatan dan
lembaga adat di desa yang terfasilitasi
dalam peningkatan kapasitas dan
diberdayakan

Jumlah peningkatan desa yang lembaga
kemasyarakatan dan lembaga adatnya
melaksanakan kegiatan ekonomi
produktif dan pemberdayaan

Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja
sama antar desa

Jumlah desa yang melakukan kerja sama
antar desa tahun berjalan dikurangi
jumlah desa yang melakukan kerja sama
antar desa tahun sebelumnya

Jumlah lembaga kemasyarakatan dan
lembaga adat di desa yang terfasilitasi
dalam peningkatan kapasitas dan
diberdayakan

Jumlah peningkatan desa yang lembaga
kemasyarakatan dan lembaga adatnya
melaksanakan kegiatan ekonomi
produktif dan pemberdayaan

Tersedianya dokumen Grand Design
Pembangunan Kependudukan (GDPK)
yang di-Perdakan

Median Usia Kawin Pertama Perempuan
(MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun

Angka Kelahiran Remaja umur 15-19
tahun (Age Specific Fertil Rate/ASFR 15-
19)

Persentase masyarakat yang terpapar isi
pesan Program KKBPK (advokasi dan
KIE)

Jumlah stakeholders /pemangku
kepentingan dan mitra kerja (termasuk
organisasi kemasyarakatan) yang
berperan serta aktif dalam pengelolaan
program KKBPK

Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes)
yang siap melayani KB MKIP

Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

19

Ada

20,3

22,5

71,68

38

8/251 x
100% =
3,2%

206790/26
0165 x
100% =
79%
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Dinas
Pemdes

Dinas
Pemdes

Dinas
Pemdes

Dinas
Pemdes

Dinas
Pemdes

Dinas
Pemdes

BKKBN
Promal

BKKBN
Promal
BKKBN

Promal

BKKBN
Promal

BKKBN
Promal

BKKBN
Promal

BKKBN
Promal

Suket

Suket



15.

16.

PERHUBUNGAN

KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA

Pemerintah Daerah Provinsi yang
memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang
efektif

Persentase pelayanan KB Pasca
Persalinan

Persentase kesertaan KB di Kabupaten
dan Kota dengan kesertaan rendah

Persentase kesertaan KB keluarga
Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Persentase tersedianya fasilitas
penyelenggaraan terminal penumpang
angkutan tipe B

Penetapan tarif angkutan orang antar
kota dalam provinsi serta angkutan
perkotaan dan perdesaan yang
melampaui 1 daerah kabupaten/kota
dalam 1 daerah provinsi kelas ekonomi

Persentase pelaksanaan manajemen dan
rekayasa lalulintas untu jaringan jalan
provinsi

Persentase perangkat daerah yang
terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah
atau menggunakan akses internet yang
diamankan yang disediakan oleh Dinas
Kominfo

Persentase perangkat daerah yang
menggunakan akses internet yang
berkualitas yang disediakan Dinas
Kominfo

Tersedianya sistem elektronik komunikasi
intra pemerintah yang disediakan Dinas
Kominfo (berbasis suara, video, teks,
data dan sinyal lainnya) dengan
memanfaatkan jaringan intra pemerintah

Persentase kegiatan (event), perangkat
daerah dan pelayanan publik pada
Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan
secara daring dengan memanfaatkan
domain dan sub domain Instansi
Penyelenggara Negara sesuai dengan
Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5
Tahun 2015 tentang Registrasi Nama
Domain Instansi Penyelenggara Negara
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Provinsi Maluku Tahun 2021

11

87,363

43222/603
11x 100%
=72%

0%

43/52 x
1005 =
82,69%

10475
x10540
100% =

99,3%

13/46 x
100% =
28,26%

13/46 x
100% =
28,26%

Ya

545/545 x
100% =
100%

BKKBN
Promal

BKKBN
Promal

BKKBN
Promal

BKKBN
Promal

Dinas
Perhubungan

Dinas
Perhubungan

Dinas
Perhubungan

Dinas
Kominfo
(Bidang
Aptika)

Dinas
Kominfo
(Bidang
Aptika)

Dinas
Kominfo
(Bidang
Aptika)

Dinas
Kominfo
(Bidang
Aptika)

Suket
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Provinsi Maluku Tahun 2021

Persentase perangkat daerah yang 25/46 x Dinas
memiliki portal dan situs web yang sesuai 100% = Kominfo
standar 54,35% (Bidang
Aptika)
Persentase perangkat daerah yang Dinas
mengimplementasikan layanan aplikasi 46/46 x Kominfo
umum dan aplikasi khusus yang 100% = (Bidang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan 100% Aptika)
perundang-undangan
Persentase layanan SPBE (layanan publik  9/9 x 100% Dinas
dan layanan administrasi pemerintahan) = 100% Kominfo
yang tercantum dalam dokumen proses (Bidang
bisnis yang telah diimplementasikan Aptika)

secara elektronik

Persentase layanan SPBE (layanan publik  1/9 x 100% Dinas

dan layanan administrasi pemerintahan) =11,11% Kominfo
yang memanfaatkan sertifikat elektronik (Bidang
Aptika)
Persentase sistem elektronik yang 9/9 x 100% Dinas
terdaftar sesuai ketentuan peraturan = 100% Kominfo
perundang-undangan (Bidang
Aptika)
Persentase layanan publik dan layanan 3/9 x 100% Dinas
administrasi yang terintegrasi dengan = 33,33% Kominfo
sistem penghubung layanan pemerintah (Bidang
Aptika)
Persentase perangkat daerah yang 1/46 x Dinas
menggunakan layanan pusat data 100% = Kominfo
pemerintah 2,17% (Bidang
Aptika)
Persentase perangkat daerah yang 46/46 x Dinas
menyimpan data di pusat data 100% = Kominfo
pemerintah 100% (Bidang
Aptika)
Persentase perangkat daerah yang 1/46 x Dinas
memperbaharui datanya sesuai siklus 100% = Kominfo
jenis data (sesuai renstra kominfo) 2,17% (Bidang
Aptika)
Persentase data yang dapat berbagi 1/1 x 100% Dinas
pakai = 100% Kominfo
(Bidang
Aptika)
Persentase perangkat daerah yang 46/46 x Dinas
mengimplementasi inovasi yang 100% = Kominfo
mendukung smart city 100% (Bidang
Aptika)
Persentase ASN pengelola TIK yang 7/17x Dinas
tersertifikasi kompetensi di bawah 100% = Kominfo

pengelolaan Dinas Kominfo 41,18% (Bidang



17.

KOPERASI,

USAHA KECIL
DAN MENEGAH

Tersedianya peraturan daerah atau
peraturan kepala daerah terkait
implementasi egovernment

Persentase komunitas masyarakat/mitra
strategis pemerintah daerah provinsi
yang menyebarkan informasi dan
kebijakan pemerintah dan pemerintah
provinsi

Persentase konten informasi terkait
program dan kebijakan pemerintah dan
pemerintah provinsi sesuai dengan
strategi komunikasi (STRAKOM)

Persentase diseminasi dan layanan
informasi publik yang dilaksanakan sesuai
dengan strategi komunikasi (STARKOM)
dan SOP yang telah ditetapkan

Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha
simpan pinjam untuk koperasi dengan
wilayah keanggotaan lintas daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi

Persentase fasilitasi penerbitan izin
pembukaan kantor cabang, cabang
pembantu dan kantor kas usaha simpan
pinjam oleh koperasi untuk koperasi
dengan wilayah keanggotaan lintas
daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)
daerah provinsi

Persentase pemeriksaan dan pengawasan
yang dilakukan untuk koperasi dengan
wilayah keanggotaan lintas daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi

Persentase usaha simpan pinjam oleh
koperasi yang dinilai kesehatannya untuk
koperasi dengan wilayah keanggotaan
lintas daerah kabupaten/kota dalam 1
(satu) daerah provinsi

Persentase koperasi yang mengikuti
pelatihanuntuk koperasi dengan wilayah
keanggotaan lintas daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi
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Ada

3/3 x 100%
= 100%

6487/6487
X 100% =
100%

4/4 x 100%
= 100%

4/8 x 100%
= 50%

9/1036 x
100% =
6,62%

16/20 x
100% =
80%

323/3677 X
100% =
8%

Aptika)

Dinas
Kominfo
(Bidang
Aptika)

Dinas
Kominfo
(Bidang
Aptika)

Dinas
Kominfo
(Bidang
Aptika)

Dinas
Kominfo
(Bidang
Aptika)

Dinas
Koperasi dan
UMKM

Dinas
Koperasi dan
UMKM

Dinas
Koperasi dan
UMKM

Dinas
Koperasi dan
UMKM

Dinas
Koperasi dan
UMKM

Suket



Persentase jumlah anggota koperasi yang
telah mengikuti pelatihan perkoperasian
untuk koperasi dengan wilayah
keanggotaan lintas daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi

Persentase koperasi yang telah
menyelenggarakan pendidikan dan
pelatihan perkoperasian untuk koperasi
dengan wilayah keanggotaan lintas
daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)
daerah provinsi

Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat
Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk
koperasi dengan wilayah keanggotaan
lintas daerah kabupaten/kota dalam 1
(satu) daerah provins

Persentase koperasi yang diberikan
dukungan fasilitasi pembiayaan untuk
koperasi dengan wilayah keanggotaan
lintas daerah kabupaten/kota dalam 1
(satu) daerah provinsi

Persentase yang diberikan dukungan
fasilitasi pemasaran untuk koperasi
dengan wilayah keanggotaan lintas
daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)
daerah provinsi

Persentase koperasi yang diberikan
dukungan fasilitasi pendampingan
kelembagaan dan usaha untuk koperasi
dengan wilayah keanggotaan lintas
daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)
daerah provinsi

Persentase koperasi yang diberikan
dukungan fasilitasi kemitraan untuk
koperasi dengan wilayah keanggotaan
lintas daerah kabupaten/kota dalam 1
(satu) daerah provinsiL

Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang
berskala kecil

Persentase jumlah usaha kecil yang
diinput ke dalam sistem online data
system (ODS)

Persentase jumlah usaha kecil yang
bermitra
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323/28375
x 100% =
1,1%

121/3677 x
100%-=
3,3%

1378/1851
x 10% =
74,4%

45,090/90,
733 x
100% =
50%

76/4648 x
100% =

Dinas
Koperasi dan
UMKM

Dinas
Koperasi dan
UMKM

Dinas
Koperasi dan
UMKM

Dinas
Koperasi dan
UMKM

Dinas
Koperasi dan
UMKM

Dinas
Koperasi dan
UMKM

Dinas
Koperasi dan
UMKM

Dinas
Koperasi dan
UMKM

Dinas
Koperasi dan
UMKM

Dinas
Koperasi dan

Suket

Suket
Suket

Suket

Suket



18.

PENANAMAN
MODAL

Persentase jumlah usaha kecil yang
diberikan dukungan fasilitasi standarisasi
dan sertifikasi produk usaha

Persentase jumlah usaha kecil yang
dberikan dukungan fasilitasi pemasaran

Rasio usaha kecil yang diberikan
dukungan fasilitasi pelatihan

Persentase usaha kecil yang diberikan
pendampingan kelembagaan dan usaha

PERDA mengenai pemberian
fasilitas/intensif penanaman modal yang
menjadi kewenangan daerah provinsi

Standar operasional prosedur
pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif
penanaman modal

Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian
fasilitas/insentif penanaman modal

Kegiatan seminar bisnis, forum, one on
one meeting

Kegiatan pameran penanaman modal
Kegiatan penerimaan misi penanaman
modal

Konsultasi perizinan dan non perizinan
penanaman modal

Penerbitan perizinan dan non perizinan
penanaman modal

Laporan realisasi penanaman modal

Pembinaan aparatur penanaman modal
tingkat provinsi serta kabupaten/kota

Pembinaan penanaman modal PMA dan
PMDN

Tersedianya data dan informasi perizinan
dan non peizinan provinsi kabupaten/kota
dalam 1 (satu) daerah provinsi
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1,63%

0

360/4648 x
100% =
7,74%

0

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

1 Pameran

Tidak Ada

139

1,379

3.134.000
(Dalam
Jutaan)

37

47

1382459

UMKM

Dinas
Koperasi dan
UMKM

Dinas
Koperasi dan
UMKM

Dinas
Koperasi dan
UMKM

Dinas
Koperasi dan
UMKM

DPM
dan PTSP

DPM
dan PTSP

DPM
dan PTSP

DPM
dan PTSP

DPM
dan PTSP

DPM
dan PTSP

DPM
dan PTSP

DPM
dan PTSP

DPM
dan PTSP

DPM
dan PTSP

DPM
dan PTSP

DPM
dan PTSP

Suket

Suket

Suket

Suket

Suket

Suket

Suket

Suket



19.

20.

KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA

STATISTIK

Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan
kewirausahaan

Jumlah pemuda yang mendapat bantuan
kewirausahaan

Jumlah pemuda yang medapat pelatihan
kader pengembangan kepemimpinan,
kepedulian, kesukarelawanan dan
kepeloporan pemuda

Jumlah pengelola organisasi kepemudaan
yang mendapat pelatihan manajemen
organisasi kepemudaan

Jumlah pelatih olah raga yang memiliki
kompetensi di satuan2 pendidikan

Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP
dan PPLM

Jumlah penyelenggaraan event OR
prestasi tingkat daerah

Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam
pendidikan kepramukaan

Jumlah organisasi kepramukaan (kwarda)
yang difasilitasi dalam pengembangan
organisasi

Tersedianya buku profil daerah

Jumlah survey statistik sektoral yang
dilakukan

Jumlah kompilasi statistik sektoral yang
dilakukan

Jumlah survey statistik sektoral yang
mendapat rekomendasi BPS

243

100

25

63

50

Ada
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Dispora

Dispora

Dispora

Dispora

Dispora

Dispora

Dispora

Dispora

Dispora

Bidang
Pengelola
Informasi

dan
komunikasi

Publik

Bidang
Pengelola
Informasi

dan
komunikasi

Publik

Bidang
Pengelola
Informasi

dan
komunikasi

Publik

Bidang
Pengelola
Informasi

dan

Suket

Suket

Suket

Suket



21.

22.

URUSAN
PERSANDIAN

KUBUDAYAAN

Jumlah kompilasi statistik sektoral yang
mendapat rekomendasi dr BPS

Persentase kelengkapan metadata

kegiatan statistik sektoral

Persentase kelengkapan metadata

indikator sektoral

Persentase kegiatan strategis yang telah
diamankan melalui kegiatan pengamanan
sinyal dibanding banyaknya jumlah
kegiatan strategis yang harus diamankan

Persentase sistem elektronik yang telah
menerapkan prinsip sistem manajemen
yang telah menerapkan prinsip-prinsip
manajemen keamanan informasi (SMKI)
dan atau aplikasi persandian dibanding
jumlah sistem elektronik yang ada pada

pemerintah daerah

Persentase sistem elektronik/asset
informasi yang telah diaudit dengan

resiko kategori rendah

Persentase titik yang diamankan
dibanding dengan jumlah seluruh titik
pada pemerin (PHKS) yang diterapkan
pemerintah daerah berdasarkan pola

hubungan komunikasi sandi

Jumlah obyek pemajuan kebudayaan
yang dilindungi (inventarisasi,

pengamanan pemeliharaan,

penyelamatan dan publikasi)
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1/1 x 100%
= 100%

1/7 x 100%
= 14,3%

6/7 x 100%
= 85,7%

4/49 x
100% =
8,16%

130

komunikasi
Publik

Bidang
Pengelola
Informasi

dan
komunikasi

Publik

Bidang
Pengelola
Informasi

dan
komunikasi

Publik

Bidang
Pengelola
Informasi

dan
komunikasi

Publik

Dinas
Kominfo
(Bid. Keaman
Informasi
dan
Persandian)

Dinas
Kominfo
(Bid. Keaman
Informasi
dan
Persandian)

Dinas
Kominfo
(Bid. Keaman
Informasi
dan
Persandian)

Dinas
Kominfo
(Bid. Keaman
Informasi
dan
Persandian)

Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan
(Bid.
Kebudayaan)

Suket

Suket

Suket



Jumlah obyek pemajuan kebudayaan
yang dikembangkan (penyebarluasan,
pengkaijian, penayaan keberagaman

Jumlah obyek pemajuan kebudayaan
yang dimanfaatkan (membangun
karakter bangsa,meningkatkan ketahanan
budaya,dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat)

Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang
dibina (peningkatan kompetensi,
standarisasi dan sertifikasi, serta
peningkatan kapasitas tata kelola)

Register cagar budaya (pendaftaran,
pengjasian, penetapan, pencatatan,
pemeringkatan, penghapusan)

Perlindungan cagar budaya provinsi
(penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan
pemugaran

Layanan perijizinan membawa cagar
budaya provinsi ke luar provinsi dengan
dukungan data

Pengembangan cagar budaya Provinsi
(penelitian, revitalisasi, adaptasi)

Pemanfaatan cagar budaya Provinsi
(dalam hal agama, sosial, pendidikan,
ilmu pengetahuan, teknologi,
kebudayaan, dan pariwisata)

Pengelolaan, pengamanan,
pengembangan dan pemanfaatan koleksi
museum
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108

95

4+0+0+0+
0+7= 11

95-18 =
77 cagar
budaya

95+95+11
+17+ =
123
Perlindungan

Tidak Ada

13+0+0

=13

113

5300

Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan
(Bid.
Kebudayaan)

Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan
(Bid.
Kebudayaan)

Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan
(Bid.
Kebudayaan)

Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan
(Bid.
Kebudayaan)

Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan
(Bid.
Kebudayaan)

Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan
(Bid.
Kebudayaan)

Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan
(Bid.
Kebudayaan)

Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan
(Bid.
Kebudayaan)

Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan

Suket



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Provinsi Maluku Tahun 2021

(Bid.
Kebudayaan)

Peningkatan akses masyarakat dalam
penyelenggaraan dan pelaksanaan
kegiatan museum Peningkatan akses
masyarakat dalam pengelolaan sarana
dan prasarana museum

Pengunjung2
2534
Orang

Partisipasi
2500 orang
= 5034

Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan
(Bid.
Kebudayaan)

Pengelolaan, pengamanan,
pengembangan dan pemanfaatan koleksi
museum

0

Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan
(Bid.
Kebudayaan)

Suket

Pembentukan tim pendaftaran cagar
budaya

Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan
(Bid.
Kebudayaan)

Pembentukan tim ahli cagar budaya
provinsi

Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan
(Bid.
Kebudayaan)

Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya

Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan
(Bid.
Kebudayaan)

Suket

Pemetaan sdm cagar budaya dan
permuseuman

27 +60 =
87

Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan
(Bid.
Kebudayaan)

Peningkatan kompetensi sdm cagar
budaya dan permuseuman

Tidak Ada

Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan
(Bid.
Kebudayaan)

Suket

Penyediaan sarana dan prasarana
pendaftaran cagar budaya dan
permuseuman

4+2=

Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan
(Bid.
Kebudayaan)
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Penyelenggaraan kegiatan museum yang 18 Kegiatan Dinas
melibatkan masyarakat Pendidikan
2.035 dan
Orang Kebudayaan
(Bid.
Kebudayaan)
23. PERPUSTAKAAN Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan 281.290/1. Dinas
dengan penduduk 880.666 =  Perpustakaan
1:7 Dan
Kearsipan
Persentase ketermanfaatkan 15.967/1.8 Dinas
perpustakaan oleh masyarakat 80.666 x Perpustakaan
100% = Dan
0,84% Kearsipan
Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan  183,946205 Dinas
dengan penduduk 1:184 Perpustakaan
Dan
Kearsipan
Persentase perpustakaan sesuai standar 0 Dinas Suket
nasional perpustakaan PerpllJDstakaan
an
Kearsipan
Jumlah pemasyarakatan gemar membaca 17 Dinas
di masyarakat Perpustakaan
Dan
Kearsipan
Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun 75 Dinas
Perpustakaan
Dan
Kearsipan
Jumlah judul yang tercantum dalam 139 Dinas
katalog induk Daerah Perptlijstakaan
an
Kearsipan
Jumlah perpustakaan yang bergabung 6 Dinas
dalam katalog induk daerah Perpllljstakaan
an
Kearsipan
Jumlah terbitan yang terhimpun dalam 146 Judul Dinas
bibliografi Daerah Perpustakaan
Dan
Kearsipan
Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih 8 File Dinas
media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di Perpustakaan
wilayahnya Dan
Kearsipan
Jumlah naskah kuno yang dialih aksara 0 Dinas Suket
dan dialih bahasa PEI‘plI,IDStakaan
an

Kearsipan




24,

25,

KEARSIPAN

KELAUTAN DAN

PERIKANAN

Jumlah koleksi budaya etnis nusantara
yang tersimpan dan/atau terdaftar yang
ada di wilayahnya (item)

Persentase arsip aktif yang telah
dibuatkan daftar arsip

Persentase arsip in-aktif yang telah
dibuatkan daftar arsip

Persentase arsip statis yang telah
dibuatkan sarana bantu temu balik

Persentase jumlah arsip yang dimasukkan
dalam SIKN melalui JIKN

Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK

Perlindungan dan penyelamatan arsip
akibat bencana yang sesuai NSPK

Penyelamatan arsip perangkat daerah
provinsi yang digabung dan atau
dibubarkan dan pemekaran daerah
kabupaten/kota yang sesuai NSPK di
provinsi

Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil
alih media yang dikelola oleh lembaga
kearsipan provinsi yang sesuai NSPK

Pencarian arsip statis yang
pengelolaannya menjadi kewenangan
daerah provinsi yang dinyatakan hilang
dalam bentuk daftar pencarian arsip yang
sesuai NSPK

Penerbitan izin penggunaan arsip yang
bersifat tertutup yang disimpan di
lembaga kearsipan daerah provinsi yang
sesuai NSPK

Jumlah laut pedalaman territorial dan
perairan kepulauan yang terkelola
sumber daya ikannya (wpp)
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897/897 x
100% =
100%

0

3 WPP

Dinas
Perpustakaan
Dan
Kearsipan

Dinas
Perpustakaan
Dan
Kearsipan

Dinas
Perpustakaan
Dan
Kearsipan

Dinas
Perpustakaan
Dan
Kearsipan

Dinas
Perpustakaan
Dan
Kearsipan

Dinas
Perpustakaan
Dan
Kearsipan

Dinas
Perpustakaan
Dan
Kearsipan

Dinas
Perpustakaan
Dan
Kearsipan

Dinas
Perpustakaan
Dan
Kearsipan

Dinas
Perpustakaan
Dan
Kearsipan

Dinas
Perpustakaan
Dan
Kearsipan

Permen KP
No.18/Perme
n-KP/2014
Tanggal 14
April 2014

Suket

Suket

Suket

Suket

Suket

Suket

Suket

Suket

Suket

Suket



Jumlah izin usaha perikanan tangkap
untuk kapal perikanan berukuran 5 — 30
GT

Persentase pelabuhan perikanan yang
memiliki standar operasional

Jumlah izin pembangunan kapal
penangkap ikan dan kapal pengangkut
ikan dengan ukuran diatas 5-30 GT

Jumlah kapal yang terdaftar

Jumlah izin usaha perikanan di bidang
pembudidayaan ikan yang usahanya
lintas daerah kabupaten/kota dalam 1
provinsi yang diterbitkan

Persentase luas wilayah laut dan pesisir
yang dikelola sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku

Jumlah kawasan konservasi perairan atau
kawasan koservasi pesisir dan pulau-
pulau kecil yang dikelola

Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT)
yang diperiksa kepatuhannya terhadap
ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku

Jumlah pembudidayaan ikan yang
mempunyai izin usaha perikanan (IUP)
provinsi dan kab/kota yang diperiksa
kepatuhannya terhadap ketentuan
peraturan perundangan

Jumlah unit usaha pemasaran dan
pengolahan hasil perikanan provinsi yang
mempunyai izin usaha perikanan provinsi
yang diperiksa kepatuhannya
(compliance) terhadap peraturan
perundangan yang berlaku

Jumlah pemegang izin pemanfaatan
ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar
minyak dan gas bumi) yang diperiksa
kepatuhannya (compliance) terhadap
ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku
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651 Izin
(627 Sipi,
24 Sikpi))

2/13 X
100% =
15,38%

0

194

155.278,25
km/658.29
4,69km x
100% =
17,51%

6/6 x 100%
= 100%

43 UPI

2 Tjin

Dinas
Kelautan dan
Perikanan

Dinas
Kelautan dan
Perikanan

Dinas
Kelautan dan
Perikanan

Dinas
Kelautan dan
Perikanan

Dinas
Kelautan dan
Perikanan

Dinas
Kelautan dan
Perikanan

Dinas
Kelautan dan
Perikanan

Dinas
Kelautan dan
Perikanan

Dinas
Kelautan dan
Perikanan

Dinas
Kelautan dan
Perikanan

Dinas
Kelautan dan
Perikanan

Aplikasi
SIMKADA

Ppp
Banda
dan
Dobo

Suket

Suket

Suket

Suket

Suket



26.

PARIWISATA

Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam
mendukung pengawasan SDKP

Jumlah izin usaha pemasaran dan
pengolahan hasil perikanan lintas daerah
kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang

diterbitkan

Jumlah entitas pengelolaan destinasi

Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar,
fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata

Jumlah nilai realisasi investasi di bidang
pariwisata di tingkat provinsi

Jumlah investasi per sektor usaha di
bidang pariwisata

Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per
sub jenis usaha di provinsi

Pantai
Hunimua :
Toilet : 40.

Kios: 95

Pantai
Namalatu
Toilet : 18.
Kios : 15.
Gazebo :29

Gong
Perdamaian

Toilet : 2
Gazebo : 9
Shelter : 5
Diorama : 1

Loket : 1
Total = 235

0

Akomodasi:
348, Usaha
Jasa
Makan/Minu
m: 887,UPW
:144, Usaha
Wisata
Tirta: 12,
Usaha
Hiburan
Umum: 131,
Jasa
Informasi
Pariwisata:
11, Usaha
Spa: 11,
Jasa Pramu
Total 1.544

0
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Dinas
Kelautan dan
Perikanan

Dinas
Kelautan dan
Perikanan

Dinas
Parekraf

Dinas
Parekraf

Dinas
Parekraf

Dinas
Parekraf

Dinas
Parekraf

Pantai
Namalat
u,Hunim
ua,Monu
men GPD

Suket

Suket



27.

PERTANIAN

Rata-rata lama tinggal wisatawan
mancanegara

Rata-rata tinggal wisatawan nusantara
tingkat hunian akomodasi

Jumlah wisatawan manca negara per
kebangsaan

Jumlah perjalanan wisatawan nusantara
Jumlah promosi event daerah yang
terlaksana di dalam negeri

Jumlah event luar negeri yang diikuti
provinsi

Jumlah industri pariwisata daerah yang
berpartisipasi pada event promosi
pariwisata di dalam negeri

Persentase tenaga kerja di sektor
parwisata yang disertifikasi

Persentase SDM peserta pembekalan
sektor kepariwisataan

Jumlah lokasi yang memperoleh
pemberdayaan masyarakat dan
pembinaan kemitraan usaha masyarakat

Jumlah Sarana dan prasana pertanian
yang diberikan

Jumlah penerbitan sertifikasi dan
pengawasan benih tanaman holtikultura

Dokumen pengawasan benih yang
beredar

Prasarana pertanian yang digunakan

Pengendalian penganggulangan serangan
organisme pengganggu pertanian

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Y

Provinsi Maluku Tahun 2021

971

316.899

Tidak Ada

Tidak Ada

191/7.405
X 100% =
2,5%

110/200 X
100% =
55%

13

151

10

120

67/67 X
100% =
100%

Pestisida
339,48 Ltr,

Non
Pestisida
53,93 Ltr,

Hortikultura
Pestisida
6.921 Ltr,

BPS Promal

BPS Promal

Dinas
Parekaf

Dinas
Parekaf

Dinas
Parekraf

Dinas Suket

Parekaf
Dinas Suket
Parekaf

Dinas
Parekraf

Dinas
Parekraf

Kota
Ambon,
Malteng,
Malra,
MBD,
SBT
Dinas APBD
Pertanian &
APBN

Dinas
Parekraf

UPTD
BPSBBPP

UPTD
BPSBBPP

Dinas APBD
Pertanian &
APBN

Balai
Perlindungan
Tanaman
Pangan
Hortikultura
dan
Perkebunan
Promal
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Non
Pestisida
40,53 Ltr.
Total
6.921,70
Luas areal pengendalian dan 108 Ha Balai
penganggulangan bencana Perlindungan
Tanaman
Pangan
Hortikultura
dan
Perkebunan
Promal
Penerbitan izin usaha pertanian 55 Ijin Dinas
Pertanian
Persentase sarana pertanian yang 40/40 x Dinas
digunakan 100% = Pertanian
100%
Persentase fasilitasi penganggulangan 108 Ha/0 Dinas
bencana Ha = 0% Pertanian
Persentase jumlah usulan usaha 108/108 x Dinas
pertanian 100%= Pertanian
100%
28. KEHUTANAN Dokumen penataan hutan wilayah KPH 0/11 x Dinas
100% = Kehutanan
0%
Dokumen rencana pengelolaan hutan 10/11 x Dinas
jangka panjang dan jangka pendek 100% = Kehutanan
90,91% (Bid
dan 0/11 x Perencanaan)
100% =
0%
Luas lahan kritis yang direhabilitasi 186, 13 Ha Dinas
Kehutanan
(Bid.
Pengelola
DAS, RHL &
KSDHE)
Luas kebakaran hutan di hutan lindung 0/3.490.07 Dinas
dan hutan produksi 9x100 % Kehutanan
= 0% (Bid.
Perlindungan
Hutan)
Penurunan luas gangguan kawasan hutan  0/3.490.07 Dinas
melalui operasi pengamanan hutan 9 x 100% Kehutanan
(illegal logging dan perambahan) = 0% (Bid.
Perlindungan
Hutan)
Jumlah hasil izin usaha industri primer 94/121 x Dinas
hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 100 % = Kehutanan
6.000m3 per tahun yang aktif 77,68% (Bid.




Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Provinsi Maluku Tahun 2021

Pemanfaatan
Hutan)
Tersedianya dokumen rencana Tidak Ada UU No.29 Suket
pengelolaan hutan Th.2015
perubah 23
Tahun 2014
Pemberdayaan masyarakat di daerah 6 Kel Dinas
penyangga Kehutanan
(Bid.
Perlindungan
Hutan)
Pemulihan ekosistem pada Tahura Tidak Ada Dinas Suket
Kehutanan
Menurunnya gangguan kawasan Tahura Tidak Ada Dinas Suket
Kehutanan
Jumlah ketersediaan penyuluh kehutanan 15/118 x Dinas
100% = Kehutanan
12,71%
Jumlah sarana dan prasarana kegiatan 0/15x100% Dinas
penyuluhan = 0% Kehutanan
Jumlah KTH yang diberikan pendidikan 0 Dinas Suket
dan pelatihan Kehutanan
Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas 6 Kel Dinas
usaha pada kelompok perhutanan sosial Kehutanan
Terusunnya rencana pengelolaan DAS 4.650/4.92 Dinas
lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 8 x 100 % Kehutanan
provinsi = 100%
Terbentuknya forum komunikasi DAS 1/1x Dinas
yang mendukung keterpaduan lintas 100% = Kehutanan
sektor 100%
29. ENERGI DAN Perda/Pergub terkait zonasi kawasan Tidak Ada Dinas ESDM Suket
SUMBER DAYA konservasi air tanah dalam daerah
MINERAL provinsi
Peta konservasi air tanah dalam daerah Tidak Ada Dinas ESDM Suket
provinsi
Perda/Pergub terkait izin penggalian, Ada Dinas ESDM  Pergub
pemakaian dan izin pengusahaan air No 15
tanah dalam area provinsi Tahun
2016
Perda/Pergub terkait izin penggalian, Tidak Ada  Dinas ESDM Suket

pemakaian dan izin pengusahaan air
tanah dalam area provinsi




Perda/Pergub terkait penetapan nilai
perolehan air tanah

Perda/Pergub terkait dengan tata ruang
wilayah RZWP3K dalam daerah provinsi

Perda/Pergub terkait dengan perizinan
mineral bukan logam dan batuan dalam
daerah provinsi

Perda/Pergub terkait IUJP

Perda/Pergub terkait penetapan harga
patokan mineral bukan logam dan batuan
sesuai UU 28/2009

Izin pemanfaatan langsung yang
diterbitkan

Jumlah penerbitan SKT panas bumi
dalam 1 tahun

SK izin usaha niaga bahan bakar nabati

Perda/Pergub terkait usaha penyediaan
tenaga listrik dalam daerah provinsi (tata
cara penerbitan, pembinaan dan
pengawasan)

Penerbitan izin operasi yang fasilitas
instalasinya dalam daerah provinsi

Perda/Pergub terkait penetapan tarif
tenaga listtik tenaga listrik pemegang izin
yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
provinsi

Surat Persetujuan Gubernur terkait harga
jual tenaga listrik dan sewa jaringan
tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga
listrik dari pemegang izin yang ditetapkan
oleh pemerintah daerah provinsi

Penerbitan izin usaha jasa penunjang
tenaga listrik bagi badan usaha dalam
negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh
penanam modal dalam negeri kecuali
untuk jasa pemeriksaan dan pe

ngujian di bidang tenaga istrik tegangan
rendah
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Ada

Tidak Ada

Ada

Ada

Ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada
Tidak ada

Ada

Tidak ada

Tidak ada

3
Izin Usaha

Dinas ESDM

Dinas ESDM

Dinas ESDM

Dinas ESDM

Dinas ESDM

Dinas ESDM

Dinas ESDM

Dinas ESDM
Dinas ESDM

Dinas ESDM

Dinas ESDM

Dinas ESDM

Dinas ESDM

Pergub
No. 10
& 47
Tahun
2020

Suket

Perda
No 10
Tahun
2019

Perda
No. 10
Tahun
2019

Kewena
ngan
Pusat

Suket

Suket
Suket

Pergub
No.15

Tahun
2016

Suket

Suket

Pergub
No 15
Tahun
2016.
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Pelaksanaan pembangunan listrik 420 RTS Dinas ESDM 97 RTS
perdesaan dan penyambungan listrik Malra
gratis bagi masyarakat tidak mampu 93 RTS.
Tual
230
RTS.
Ambon
30. PERDAGANGAN Persentase pelaku usaha yang Tidak Ada Dinas Suket
memperoleh fasilitas promosi dagang Perindag
Persentase pelaku usaha yang Tidak Ada Dinas Suket
memperoleh fasilitas pengembangan Perindag
produk
Persentase pelaku usaha yang Tidak Ada Dinas Suket
memperoleh pelatihan/ fasilitas peningk Perindag
atan kapasitas terkait ekspor
Persentase pelaku usaha yang menjadi 3/15 x Dinas
eksportir baru 100% = Perindag
20,00%
Jumlah penanganan pengaduan 11 Dinas
konsumen Perindag
Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang 100 Dinas Via
teredukasi Perindag Zoom
Jumlah komoditi potensial yang dipantau 13 Dinas Perda
Perindag No. 15
Tahun
2020
Indeks Kinerja BPSMB (1+0+0=1) Dinas
Perindag
Persentase SIUP Minuman Beralkohol 0% Dinas Suket
(MB) bebas bea yang diterbitkan Perindag
Persentase rekomendasi SIUP MB bagi 0% Dinas Suket
Distributor yang diterbitkan Perindag
Persentase SIUP Bahan Berbahaya bagi 0% Dinas Suket
pengecer yang diterbitkan Perindag
Persentase penerbitan SIUP MB Gol B 1/1 x 100% Dinas
dan C untuk pengecer dan penjual =100% Perindag
langsung minum di tempat
Persentase penerbitan SKA yang tepat 0% Dinas Suket
waktu Perindag
Pengawasan pupuk dan pestisida 5.663.3/39.24 Dinas
terhadap pengadaan penyaluran dan 8.27x100%  PertanianAd
penggunaan pupuk bersubsidi dan = 0,14 min
pestisida per tahun di provinsi Pupuk




31.

32.

PERINDUSTRIAN

TRANSMIGRASI

Jumlah barang beredar yang diawasi

Beroperasinya pusat distribusi yang
melayani wilayah provinsi a. Tersedianya
bangunan pusat distribusi b. Telah
ditetapkannya badan usaha pengelola
pusat distribusi c. Beroperasinya pusat
industri d. Menguasai 20% pangsa pasar
pada komoditas yang ditangan

Persentase koefisien variasi harga antar
waktu

Persentase laporan harga harian melalui
sistem informasi harga Kemendag

Persentase terselesaikannya dokumen
RPIP sampai dengan ditetapkannya
menjadi perda

Persentase jumlah izin usaha industri
(IUI) besar yang diterbitkan

Persentase jumlah izin perluasan industri
IPUI) bagi industri besar yang diterbitkan

Persentase jumlah penetapan izin usaha
kawasan industri (IUKI) dan izin

perluasan kawasan industri (IPKI) lintas
daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi

Persentase data perusahaan indusri besar
dan perusahaan kawasan industri lintas
kabupaten/kota yang masuk dalam SII
Nas terhadap total populasi perusahaan
industri besar dan perusahaan kawasan
industri lintas kab/kota

Jumlah kawasan transmigrasi yang
difasilitasi penetapannya

Jumlah satuan pemukiman transmigrasi
yang difasilitasi pembangunannya

Jumlah satuan permukiman transmigrasi
yang difasilitasi pembinaannya

2.2, 2. INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
Berikut ini ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah
Provinsi Maluku berdasarkan indikator kinerja kunci hasil pada masing-masing

141

0%

3,80%

100%

50%
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Dinas
Perindag

Dinas
Perindag

Dinas
Perindag

Dinas
Perindag

Dinas
Perindag

Dinas
Perindag

Dinas
Perindag

Dinas
Perindag

Dinas
Perindag

Dinas
Nakertrans

Dinas
Nakertrans

Dinas
Nakertrans

Suket

Masih
dim
draf

Ranper

Suket

Suket

Suket

Suket

Suket

Suket

Suket
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urusan pemerintahan yang menjadi kewenagan pemerintah Daerah Provinsi

Maluku.

URUSAN CAPAIAN SUMBER
[\ [o) PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL  KINERJA  DATA KET
1. PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 168.960/19 Dinas

16-18 tahun yang berpartisipasi dalam 0.968 X Pendidikan
pendidikan menengah 100% = dan
88% Kebudayaan
dan
Dinas
Dukcapil
Tingkat partisipasi warga negara usia 1.371/131. Dinas
4-18 tahun penyandang disabilitas yang 379 X Pendidikan
berpartisipasi dalam pendidikan khusus 100% = dan
1% Kebudayaan
dan
Dinas
Dukcapil
2. KESEHATAN Rasio Daya Tampung Rumah Sakit 928/1.848. Dinas
Rujukan 923 x Kesehatan
100% =0 (Bidang
1:1992 Yankes)
Persentase RS Rujukan provinsi yang 4/28 x Dinas
terakreditasi 100% = Kesehatan
14,3% (Bidang
Yankes)
Persentase pelayanan kesehatan bagi 33.139 Dinas
penduduk terdampak krisis kesehatan /33.139x Kesehatan
akibat bencana dan/atau berpotensi 100% = (Bidang
bencana 100% P2P)
Persentase pelayanan kesehatan bagi 9.066 Dinas
orang yang terdampak dan berisiko pada  /9.066 x Kesehatan
situasi KLB provinsi 100% = (Bidang
100% P2P)
3. PEKERJAAN UMUM Rasio luas kawasan pemukiman rawan 500.09/313 Dinas PUPR
banjir yang terlindungi oleh infrastruktur 4,51 x
pengendalian banjir 100% =
15,95%
Rasio luas kawasan permukiman 467.49/40. Dinas PUPR
sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, 202 x
dan akresi yang terlindungi oleh 100% =
infrastruktur pengaman pantai di WS 1,16%
Kewenangan provinsi
Rasio luas daerah irigasi kewenangan 5,447.40/1 Dinas PUPR
provinsi yang dilayani oleh jaringan 0,095 x
irigasi 100% =
54%
Persentase kapasitas yang dapat 0 Dinas PUPR  Suket

terlayani melalui penyaluran air minum
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curah lintas kabupaten/kota terhadap
kebutuhan pemenuhan kapasitas yang
memerlukan pelayanan air minum curah
lintas kabupaten/kota

Rasio pelayanan pengolahan limbah 0 Dinas PUPR  Suket
domestik oleh SPAL Regional
Rasio kemantapan jalan 663/1080,3 Dinas PUPR
x 100% =
61,4%
Rasio tenaga kerja konstruksi yang 2100/3000 Dinas PUPR
terlatih di wilayah provinsi yang x 100% =
dibuktikan dengan sertifikat pelatihan 70%
ahli
PERUMAHAN Persentase warga negara korban 27/27x100 Dinas
RAKYAT DAN bencana yang memperoleh rumah layak % = 100% Perkim
KAWASANPERMUKI  huni
MAN
Persentase warga negara yang terkena 103/103 Dinas
relokasi akibat program Pemerintah x100% = Perkim
Daerah provinsi yang memperoleh 100%
fasilitasi penyediaan rumah yang layak
huni
Persentase Luas kawasan kumuh 456,74 Dinas
10-15 Ha yang ditangani Ha/1.789.9 Perkim
0x100%
25.5%
Persentase satuan perumahan yang 78/25.74x Dinas
sudah dilengkapi PSU 100 = 3% Perkim
KETENTRAM, Persentase gangguan Trantibum yang 2/2 x Satpol PP
KETERTIBAN dapat diselesaikan 100% =
UMUM DAN 100%
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
Persentase Perda dan Perkada yang 5/5 x Satpol PP
ditegakkan 100%
=100%
Persentase penyelesaian dokumen 2,5/3 x BPBD
kebencanaan sampai dengan dinyatakan 100%
sah/legal =83%
Persentase penanganan pra bencana 11/11 x BPBD
100% =
100%
Persentase penanganan tanggap darurat 11/11 x BPBD
bencana 100% =
100%
SOSIAL Persentase penyandang disabilitas 151/151x Dinas
terlantar yang terpenuhi kebutuhan 100% Sosial
dasarnya di dalam panti =100%



7.

TENAGA KERJA

PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN
ANAK
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Persentase anak terlantar yang tepenuhi
kebutuhan dasarnya di dalam panti

Persentase lanjut usia terlantar yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam
panti

Persentase gelandangan dan pengemis
yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di
dalam panti

Persentase korban bencana alam dan
sosial yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya pada saat dan setelah tanggap
darurat bencana provinsi

Persentase kabupaten/kota yang
Menyusun rencana tenaga kerja

Persentase tenaga kerja bersertifikat
kompetensi

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Persentase perusahaan yang
menerapkan tata Kelola kerja yang layak
(PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala
Upah, dan terdaftar peserta BPJS
Ketenagakerjaan)

Persentase tenaga kerja yang
ditempatkan (dalam dan luar negeri)
melalui mekanisme layanan antar kerja
lintas daerah kabupaten/kota dalam 1
(satu) daerah provinsi

Persentase perusahaan yang
menerapkan peraturan perundang-
undangan bidang ketenagakerjaan

Persentase ARG pada belanja langsung
APBD

Rasio kekerasan terhadap anak per
10.000 anak

994/1.049
x 100% =
0,94%

45/50 x
100% =
0,9%

Tidak Ada

750/1.513
X 100% =
49,57%

0/11 x
100% =
54,54%

1848/2185
X 100% =
84,6%

1513/7.195
x 100% =
21,03%

1318/2185
x 100% =
60,3%

1513/2472
x 100% =
61,21%

149.642.21
4.348/1.38
3.909.409.
862 x
100% =
10.8%

39/671.700
x 100% =
0.58%

Dinas
Sosial

Dinas
Sosial

Dinas
Sosial

Dinas
Sosial

Dinas
Nakertrans

Dinas
Nakertrans
(Bidang
Pentalattas)
Dinas
Nakertrans
(Bidang
Pentalattas)

Dinas
Nakertrans
(Bidang
Pentalattas)

Dinas
Nakertrans
(Bidang
Pentalattas)

Dinas
Nakertrans
(Bidang
Pengawasan
Ketenagaker
jaan)

Dinas P3A

Dinas P3A
(Polda,
Polres,

Pengadilan
Tinggi,

SIMFONI)

Suket

Suket
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10.

11.

12.

13.

PANGAN

PERTANAHAN

LINGKUNGAN
HIDUP

ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL

PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
DESA
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Rasio kekerasan terhadap perempuan
per 100.000 anak

Persentase cadangan pangan

Persentase pemanfaatan tanah yang
sesuai dengan peruntukkan tanahnya
diatas izin lokasi dibandingkan dengan
luas izin lokasi yang diterbitkan

Persentase Pengadaan tanah untuk
kepentingan umum yang selesai tepat
waktu

Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas
kabupaten/kota

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Provinsi

Ketaatan penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan terhadap izin
lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Provinsi

Penyaijian data kependudukan skala
Provinsi dalam satu tahun

Pemanfaatan data kependudukan

Persentase pengentasan desa tertinggal

36/586.541
x 100% =
6.14%

111,227
Ton/130.0
00 Ton x
100% =
85,559

442,08
Ha/442,08
Ha x 100%

= 100%

12219
ha/31880 h
x 100% =

38%

0

IKLH Prov
: (0,340 x
55,56 +
0,428 x
90,70 +
0,133 x
90,21 +
0,099 x
86,07) =
78,23

6/9x
100% =
66,67%

2/2 x
100% =
100%

30/11 x
100% =
27,6

101/499 x
100% =
20,24%

Polda,
Polres,
Pengadilan
Tinggi,
SIMFONI

Dinas
Ketahanan
Pangan

Biro Pem
dan Otda

Biro Pem
dan Otda

Biro Pem
dan Otda

Dinas
Lingkungan
Hidup

Dinas
Lingkungan
Hidup

Dinas
Dukcapil

Dinas
Dukcapil

Dinas
Pemdes

Suket

Buku
Data
dan
Buku
Profil
Kependu
Kan



14.

15.

16.

17.

18.

PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

PERHUBUNGAN

KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

KOPERASI USAHA
KECIL DAN
MENENGAH
PROVINSI

PENANAMAN
MODAL
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Persentase peningkatan status desa
mandiri

TFR (Angka Kelahiran Total)

Persentase pemakaian kontrasepsi
Modern (Modern Contraceptive
Prevalence Rate/mCPR)

Persentase kebutuhan berkB yang tidak
terpenuhi (unmet need)

Rasio konektivitas Provinsi
IK.1 52 x a4 x 4 = 390
IK.2 71 x 0,8/2 x 70 = 1.876
390 + 1.876 = 2.266

V/C Ratio di Jalan Provinsi

Persentase Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) yang terhubung dengan akses
internet yang disediakan oleh Dinas
Kominfo

Persentase Layanan Publik yang
diselenggaraka n secara online dan
terintegras

Persentase masyarakat yang menjadi
sasaran penyebaran informasi publik,
mengetahui kebijakan dan program
prioritas pemerintah dan pemerintah
daerah provinsi

Meningkatnya Koperasi yang berkualitas

Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi
wirausaha

Persentase peningkatan investasi di
provinsi

94/457 x
100% =
20,57%

2,96

33,7%

35,2

2.266

13/46 x
100% =
28,3%

10/10 x
100% =
100%

351,758/1.
880,666x
100% =
18,7%

83/3677 x
100% =
2,26%

1378/4648
x 100% =
29,64%

3134155,8
T -
8759643,5
8 x 100%
= 35,7%

Dinas
Pemdes

BKKBN
Promal

BKKBN
Promal

BKKBN
Promal

Dinas
Perhubung
an

Dinas
Perhubung
an
Dinas
Kominfo
(Bidang
Aptika)

Dinas
Kominfo
(Bid. Peng
Informasi
dan Kom
Publik)

Dinas
Kominfo
(Bid.
Layanan
Komunikasi
dan
Informatika)

Dinas
Koperasi
dan UMKM

Dinas
Koperasi
dan UMKM

LKM
Online,
Lap
Perizinan

107

Data
Survey

Suket

45
Proyek
PMA dan
853
Proyek
PMDN



19. KEPEMUDAAN DAN

OLAHRAGA

20. STATISTIK

21. URUSAN
PERSANDIAN

22. KEBUDAYAAN

23. PERPUSTAKAAN

24. KEARSIPAN
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Tingkat partisipasi pemuda dalam
kegiatan ekonomi mandiri

Tingkat partisipasi pemuda dalam
organisasi kepemudaan dan organisasi
sosial kemasyarakatan

Peningkatan prestasi olahraga

Persentase Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) yang menggunakan data statistik
dalam menyusun perencanaan
pembangunan daera

Persentase Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) yang menggunakan data statistic
dalam evaluasi pembangunan daerah

Tingkat keamanan informasi pemerintah

Terlestarikannya Cagar Budaya

Nilai tingkat kegemaran membaca
masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi
masyarakat

Tingkat ketersediaan arsip sebagai
bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti
yang sah dan pertanggungjawaban
nasional) Pasal 40 dan Pasal 59
UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan

Tidak Ada

711/45893

0 x 100%

1,5492%
30 Medali

46/46 x
100% =
100%

46/46 x
100% =
100%

113/95 x
100% =
118,90%

53,64%

35,75%

100/0 x
100% +
0/4 x
100% =
200/4 x
100% =
50%

Dinas
Pemuda
dan
Olahraga

Dinas
Pemuda
dan
Olahraga

Dinas
Pemuda
dan
Olahraga

Dinas
Kominfo
(Bid. Peng
Info dan
Kom
Publik)

Dinas
Kominfo
(Bid. Peng
Info dan
Kom
Publik)

Dinas
Kominfo
(Bid. Kea
Informasi
dan
Prsandian)

Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan

Dinas
Perpustaka
an
dam
Kearsipan

Dinas
Perpustaka
an
dam
Kearsipan

Dinas
Perpustaka
an
dam
Kearsipan

Suket

Suket



25, KELAUTAN DAN
PERIKANAN

26. PARIWISATA

27. PERTANIAN

28. KEHUTANAN
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Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip
sebagai bahan pertanggungjawaba n
setiap aspek kehidupan berbangsa dan
bernegara untuk kepetingan negara,
pemerintahan, pelayanan publik dan
kesejahteraan rakyat

Jumlah Total Produksi Perikanan
(Tangkap dan Budidaya) dari seluruh
kabupaten/kota di wilayah provinsi
(sumber data: one data KKP)

Persentase kepatuhan pelaku usaha KP
terhadap ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku

Persentase pertumbuhan jumlah

wisatawan mancanegara per kebangsaan

Persentase peningkatan perjalanan
wisatawan nusantara yang dating ke
provinsi

Tingkat Hunian akomodasi di Provinsi

Kontribusi sector pariwisata terhadap
PDRB harga berlaku

Produktivitas pertanian per hektar per
tahun

Persentase penurunan kejadian dan
jumlah kasus penyakit hewan menular

Peningkatan akses legal kepada
masyarakat dalam pengelolaan hutan
melalui Perhutanan Sosial

0+0 + 100
+ 0+ 100
+ 0/6 X
100% =
200/6 x
100% =
33,33%
846.123,91

97,35

1.450 —
2.010/2.01
0 x 100%

-27,86%

316.899 -
55.517 /
55.517 x

100%

470,81%

Hotel
Berbintang
= 39,27
Non
Berbintang
13,20 =
26,11%

3,15%

115.070.00

0/28.660.0

00 x 100 =
4,01%

54 -32 /32
x 100 =
68,75%

6/35 x
100% =
17,14%

Dinas
Perpustaka
an
dam
Kearsipan

KKP
Kab/Kota

Dinas
Kelautan
dan
Perikanan

Dinas
Parekraf

Dinas
Parekraf

Dinas
Parekraf

Dinas
Parekraf

BPS
Provinsi
Maluku

Dinas
Pertanian

Dinas
Kehutanan
(Bid.Perlind

ungan

Hutan)

Data
Dari BPS



29.

30.

31.

ENERGI DAN
SUMBER DAYA

MINERAL

PERDAGANGAN

PERINDUSTRIAN
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Persentase kerusakan hutan pertahun
(deforestrasi)

Persentase luas lahan kritis yang
direhabilitasi

Persentase Usaha Tambang Sesuai
Kewenangan Provinsi yang Tidak
Melanggar Perda

Persentase Desa yang teraliri Listrik

Pertumbuhan nilai ekspor non migas

Persentase penanganan pengaduan
konsumen

Persentase komoditi potensial yang
sesuai dengan ketentuan berlaku

Tertib Usaha

Persentase kinerja realisasi pupuk

Persentase barang beredar yang diawasi
yang sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan

Persentase stabilitas dan jumlah
ketersediaan harga barang kebutuhan
pokok harga barang kebutuhan pokok

Pertambahan Jumlah Industri Besar di
Provinsi Maluku

Persentase pencapaian sasaran
pembangunan industri termasuk turunan
indikator pembangunan industri dalam
RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP

Persentase jumlah hasil pemantauan dan
pengawasan dengan jumlah Izin Usaha

9.267.5/3.
919.617 x
100% =
23%

186,13/57.
149 x
100% =
33%

0%

984/1198 x
100%
82,137%

36,093-
70,023/70,
023x 100%

48,456%

11/11
x 100% =
100%

13/67
x 100% =
19,4%

0

5663,3/392
48,27 x
100% =
14,43%

139/198 x
100% =
70,202%

53951,73/1
257932 x
100% =

3,80%

31-27/31 x
100% =
14,81%

50%

0%

Dinas
Kehutanan
(Bid.
Perencanna
an)

Dinas
Kehutanan
(Bid.
Pengola
han)

Dinas
ESDM

Dinas
ESDM

Dinas
Perindag

Dinas
Perindag

Dinas
Perindag

Dinas
Perindag

Dinas
Perindag

Dinas
Perindag

Dinas
Perindag

Dinas
Perindag

Dinas
Perindag

Dinas
Perindag

Suket

Suket

Msh dim
bentuk
Ranperda

Suket
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Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan
oleh instansi terkait

Dinas Suket

Perindag

Persentase jumlah hasil pemantauan dan 0%
pengawasan dengan jumlah Izin

Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri

Besar yang dikeluarkan oleh instansi

terkait

Dinas Suket

Perindag

Persentase jumlah hasil pemantauan dan 0%
pengawasan dengan jumlah Izin Usaha

Kawasan Industri (IUKI) dan Izin

Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang

lokasinya lintas daerah kabupaten/kota

dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan

oleh instansi terkait

Dinas Suket

Perindag

Tersedianya informasi industri secara 0%
lengkap dan terkini

2.2. 3. INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
Berikut ini ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah
Provinsi Maluku berdasarkan indikator kinerja kunci Fungsi Penunjang pada
masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenagan pemerintah
Daerah Provinsi Maluku.

FUNGSI
NO PENUNJANG INDIKATOR KINERJA CAPAIAN SUMBER
URUSAN KUNCI KINERJA DATA
PEMERINTAHAN
1. PERENCANAAN Rasio belanja pegawai di 368.873.322.9 BPKAD
DAN KEUANGAN luar guru dan tenaga 15/4.154.801.1
kesehatan 21.589 x 100%
8,87%
Rasio PAD 495,50/30.975, BPKAD
96 x 100% =
1,6%
Rasio belanja urusan 938.236.346.1 BPKAD
pemerintahan umum 81 -
(dikuranggi transfer 245.649.673.5
expenditures) 91/4.154.801.1
21.589x 100%
=16,67%
Opini laporan keuangan = BPKAD Proses
Maturitas sistim Level 2 Inspektorat
pengendalain internal
pemerintah
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Peningkatan kapabilitas Level 2 Inspektorat
apparat pengawasan
intern pemerintah (APIP)

2. PENGADAAN Persentase jumlah total 1/575 x 100% Biro Adm.
proyek konstruksi yang =0,2% Pemb.
dibawah ke tahun
berikutnya yang
ditandatangani pada
kuartal pertama

Persentase jumlah 575/1.038 x Biro Adm.
pengadaan yang dilakukan 100% = Pemb.
dengan metode kompetitif 55,39%
Rasio nilai belanja yang 1.045.498.828. Biro Adm.
dilakukan melalui 128/2.271.808. Pemb.
pengadaan 379.204,83 x
100% = 0,46

3. KEPEGAWAIAN Rasio pegawai pendidikan 2795/1442 x SIMPEG/

tinggi dan menegah/dasar 100% = 194% BKD

(%) (PNS tidak termasuk
guru dan tenaga

kesehatan)

Rasio pegawai Fungsional 561/4237 x SIMPEG/
(%)(PNS tidak termasuk 100% = BKD
guru dan tenaga 13,2%

kesehatan

Rasio jabatan fungsional 116 SIMPEG/
bersertifikat kompetensi BKD

(5) (PNS tidak termasuk
guru dan tenaga

kesehatan
4. MANAJEMEN Deviasi realisasi belanja 2.831.855.085. BPKAD
KEUANGAN terhadap belanja total 161,15/4.154.8
dalam APBD 01.121.589 X
100% =
31,84%
Deviasi realisasi PAD 495.496.729.0 BPKAD
terhadap anggaran PAD 28,05/572.328.
dalam APBD 880.865 x
100% =
13,42%
4 Assets Management 1.Ya BPKAD
2.Ya
3.Ya
4. Ya

Rasio anggaran sisa
terhadap total belanja
dalam APBD tahun
sebelumnya
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TRANSPARANSI Informasi tentang sumber

DAN daya yang tersedia untuk

PARTISIPASI pelayanan (information on

PUBLIK resources available to
frontline service delivery
units)

Akses public terhadap
informasi keuangan
daerah (public access to
fiscal information)

. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

. Pengukuran Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Maluku

Pengukuran capaian kinerja oleh Pemerintah Provinsi Maluku pada Tahun 2021
dilakukan secara berkala serta telah mendasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan realisasi capaian indikator
kinerja sasaran dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2021. Setelah dilakukan
penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (peformance gap), selanjutnya
berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna menentukan strategi dan
arah kebijakan yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang
(performance improvement). Adapun rumus yang digunakan dalam menentukan
tingkat capaian setiap sasaran adalah :

a. Tingkat capaian positif

Realisasi

Capaian = x 100%

b. Tingkat capaian negatif

Target — (Realisasi-Target)

Capaian = x100%

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan capaian sasaran strategis pembangunan Pemerintah
Provinsi Maluku yang rukun, religius, damai, sejahtera, aman, berkualitas dan
demokratis dijiwai semangat siwalima berbasis kepulauan secara berkelanjutan.
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Guna mempermudah interpretasi atas capaian kinerja sasaran strategis, Pemerintah
Provinsi Maluku menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada
formulir skala nilai peringkat kinerja yang terdapat dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015
tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, sebagai berikut:

No Rentang Capaian Kategori Capaian
1. >90-100 Sangat Memuaskan
2. >80 -90 Memuaskan

3. >70 - 80 Sangat Baik

4. >60-70 Baik

5. >50 - 60 Cukup

6. >30-50 Kurang

7. 0-30 Sangat Kurang

SASARAN 1 Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah

Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran terhadap Tujuan “Mewujudkan Tata
Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih” guna mencapai Misi “Mewujudkan

Birokrasi yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani’. Hasil pengukuran Sasaran

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku dapat
dilihat pada tabel berikut:

1 | Indeks Reformasi Birokrasi BB (>70) CC (54,43)* 77,75
Rata-Rata Capaian Kinerja 77,75

*realisasi Tahun 2020

1 | Indeks Reformasi Birokrasi CC 77,6% CC* 77,75%

*realisasi Tahun 2020
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1 | Indeks Reformasi Birokrasi CC Ccc* A

*realisasi Tahun 2020

Target indikator kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi” yang ingin dicapai ditahun 2021
adalah Kategori “BB” namun belum terdapat realisasi penilaian RB tahun 2021 sehingga
perhitungan capaiannya untuk sementara masih membandingkan dengan realisasi
Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020. Tahun 2020 Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi
Maluku mendapat Kategori “"CC” dengan nilai 54,43 sehingga capaian kinerjanya adalah
77,75%.

No. | Kategori AI:I;T(Ia Predikat Interprestasi

1 AA >90 - 100 Istimewa Memenuhi kriteria sebagai organisasi
berbasis  kinerja yang  mampu
mewujudkan seluruh sasaran
Reformasi Birokrasi

2 A >80 - 90 Sangat Baik Memenuhi karakteristik organisasi
berbasis kinerja namun belum mampu
mewujudkan  keseluruhan  sasaran
Reformasi  Birokrasi baik secara
instansional maupun di tingkat unit
kerja

3 BB >70-80 Baik Secara instansional mampu
mewujudkan sebagian besar sasaran
Reformasi Birokrasi, namun

pencapaian sasaran pada tingkat unit
kerja hanya sebagian kecil saja

4 B >60 — 70 Cukup Baik Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat
formal dan secara substansi belum
mampu mendorong perbaikan kinerja
organisasi

5 CC >50 - 60 Cukup Penerapan Reformasi Birokrasi secara
formal terbatas di tingkat instansi dan
belum berjalan secara merata di
seluruh unit kerja

6 C >30 -50 Buruk Penerapan Reformasi Birokrasi secara
formal di tingkat instansi dan hanya
mencakup sebagian kecil unit kerja

7 D 0-30 Sangat Buruk Memiliki inisiatif awal, menerapkan
Reformasi Birokrasi dan perbaikan
kinerja instansi belum terwujud

Pemerintah telah membuat ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Tahun 2020-2024 melalui perumusan tujuan dan sasaran yang ditetapkan didalam
Permenpanrb Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun
2020-2024, rumusan tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
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Tujuan:
Pemerintahan yang Baik dan Bersih
Indikator Outcome: Indikator Outcome:
Indeks Reformasi Birokrasi 1. Ease of Doing Bussiness

2. Corruption Perception Index
3. Government Effectiveness Index
4. Trust Barometter

Sasaran:

Birokrasi yang Bersih dan | Birokrasi yang Kapabel, | Pelayanan Publik yang

Akuntabel, dengan Indikator: | dengan Indikator: Prima, dengan Indikator:
1. Indeks Perilaku Anti |1. Indeks Kelembagaan 1. Indeks Pelayanan Publik
Korupsi 2. Indeks SPBE (Kebijakan Pelayanan,
2. Nilai SAKIP 3. Indeks Profesionalitas ASN Profesionalisme SDM,
3. Opini BPK Sarana Prasarana, Sistem
Informasi Pelayanan
Publik, Konsultasi dan
Pengaduan, dan Inovasi)

Adapun hasil penilaian Reformasi Birokrasi Provinsi Maluku Tahun 2020 adalah sebagai
berikut:

No. Komponen Penilaian Bobot 2020

A. Komponen Pengungkit

I. Pemenuhan 20,00 12,57
II. Hasil Antara Area Perubahan 10,00 4,48
ITII. Reform 30,00 10,51
Total Komponen Pengungkit 60,00 27,56
B. Komponen Hasil
1 Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan 10,00 7,15
2 Kualitas Pelayanan Publik 10,00 6,90
3 Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN 10,00 7,18
4 Kinerja Organisasi 10,00 5,64
Total Komponen Hasil 40,00 26,87
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit+Hasil) 100,00 54,43
KATEGORI cC

Dari tabel diatas maka perlu dijabarkan secara komprehensif tiap-tiap komponen
penilaian sehingga dapat diketahui kondisi aktual penerapan Reformasi Birokrasi di
Pemerintah Provinsi Maluku sampai dengan Tahun 2020, dengan demikian dapat
diketahui secara jelas sampai dimana progress pelaksanaan reformasi birokrasi di

Pemerintah Provinsi Maluku.
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A. Komponen Pengungkit

I. Pemenuhan

1. Manajemen Perubahan

Target yang ingin dicapai melalui manajemen perubahan adalah bertujuan untuk

mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset (pola

pikir) dan cultureset (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif,

responsive, professional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan

perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.

Berikut adalah penenuhan kriteria penilaian dalam kompenen Manajemen

Perubahan serta kondisi yang ada di Pemprov Maluku adalah:

Tim Reformasi Birokrasi

Tim Reformasi Birokrasi Provinsi Maluku telah dibentuk dan sebagian besar
rencana kerja telah dilaksanakan.

Road Map Reformasi Birokrasi

Dokumen Road Map RB telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur,
namun belum ditindaklanjuti sepenuhnya ditingkat perangkat daerah
dengan penyusunan Rencana Kerja RB pada masing-masing perangkat
daerah.

Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Ditahun 2021 belum semua perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi
Maluku melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi,
akan tetapi Tim Reformasi Birokrasi Provinsi Maluku telah melakukan
pendampingan kepada seluruh perangkat daerah dalam rangka persiapan
pelaksanaan PMPRB di Tahun 2022.

Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja

Peraturan Gubernur tentang budaya kerja belum diformalkan, Agent of
Change (agen perubahan) tingkat provinsi belum dibentuk, akan tetapi
seluruh perangkat daerah yang telah memformalkan Agent of Change dan
role model. Ditahun 2021 Pemerintah Provinsi Maluku melalui Biro
Organisasi Setda Maluku telah melakukan penilaian/evaluasi penerapan
Budaya Kerja di 13 Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Maluku berdasarkan
Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi
Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah, yang
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mana hasil dari 215 Aparatur Sipil Negara (responden) pada 10 Perangkat

Daerah Lingkup Provinsi Maluku didapat kesimpulan bahwa:

- Penerapan nilai-nilai budaya kerja dalam kepemimpinan dan
manajemen rata-rata mendapat kategori “Belum Bagus” dengan rata-
rata skor sebesar 14;

- Penerapan nilai-nilai dasar budaya kerja dalam pola pikir dan cara
kerja rata-rata mendapat kategori “"Belum Bagus” dengan rata-rata
skor sebesar 8; dan

- Penerapan nilai-nilai dasar budaya kerja dalam perilaku kerja rata-rata

mendapat kategori “"Belum Bagus” dengan rata-rata skor sebesar 32.

2. Penataan Peraturan Perundangan-Undangan
Target yang ingin dicapai dalam penataan Peraturan Perundang-undangan
adalah  bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan menghapus
regulasi/kebijakan yang sifatnya menghambat. Berikut adalah penenuhan kriteria
penilaian dalam kompenen Penataan Peraturan Perundangan-Undangan serta
kondisi yang ada di Pemprov Maluku adalah:
i. Harmonisasi
Sudah ada proses identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan
perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat.
ii. Sistem Pengendalian dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
Untuk penyusunan produk hukum daerah, Pemerintah Provinsi Maluku
telah bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Kementerian Hukum dan
HAM Provinsi Maluku, sehingga produk hukum yang dihasilkan akan lebih

berkualitas secara legalitas hukumnya.

3. Penataan Organisasi
Target yang ingin dicapai dalam penataan dan penguatan organisasi untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi kementerian/
lembaga/pemerintah daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan
pelaksanaan tugas masing-masing sehingga tercipta organissi yang tepat fungsi
dan tepat ukuran. Berikut adalah penenuhan kriteria penilaian dalam kompenen
Penataan Organisasi serta kondisi yang ada di Pemprov Maluku adalah:
i. Penataan Organisasi
Penataan organisasi saat ini sepenuhnya mengacu kepada ketentuan
peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri,
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sehingga untuk saat ini perangkat daerah yang dibentuk adalah perangkat
daerah yang sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku.
Pemerintah Provinsi Maluku telah melakukan penyederhanaan birokrasi
pada tanggal 31 Desember 2021 sesuai dengan amanat Permenpanrb
Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke
Dalam Jabatan Fungsional; Permenpanrb Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi; Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
061/5844/0TDA tanggal 10 September 2021 perihal Persetujuan
Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Maluku; Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
800/678/0OTDA tanggal 30 Desember 2021 Hal Persetujuan Penyetaraan
Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di
Provinsi Maluku, yang mana sebanyak 361 jabatan struktural pada
Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku yang disetarakan
kedalam Jabatan Fungsional.
ii. Evaluasi Kelembagaan

Salah satu cara untuk mengevaluasi Kelembagaan dapat dilakukan dengan
cara penilaian maturitas kelembagaan atau penilaian tingkat kematangan
kelembagaan perangkat daerah, namun sampai dengan Tahun 2020
kegiatan penilaian tersebut belum dapat terlaksana dikarenakan
rasionaliasi anggaran terkait pandemi Covid-19. Namun untuk proses
evaluasi kelembagaan secara periodik tetap dilakukan oleh Biro Organisasi
Setda Maluku.

4. Penataan Tatalaksana
Target yang ingin dicapai dalam penataan ketatalaksanaan adalah meningkatkan
efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja pada masing-masing
kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan mendorong penerapan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Berikut adalah penenuhan kriteria
penilaian dalam kompenen Penataan Tatalaksana serta kondisi yang ada di
Pemprov Maluku adalah:
i. Proses Bisnis dan Prosedur Operasional Tetap (SOP)
Perangkat daerah Provinsi Maluku dalam melakukan pelayanan publik telah
mengacu kepada SOP yang sudah ditetapkan, SOP tersebut juga telah
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mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku baik itu peraturan
dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN&RB ataupun
Kementerian/Lembaga Teknis Terkait. Namun untuk proses bisnis,
perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Maluku belum memiliki Peta
Proses Bisnis yang sesuai dengan Permenpanrb Nomor 19 Tahun 2018
tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks SPBE Provinsi Maluku Tahun 2021 adalah 1,93 (skala 1-5) atau
predikat “Cukup”, kendala dalam penerapan SPBE adalah kurangnya bukti
dukung pada penerapan kebijakan aspek tata kelola TIK, layanan
administrasi pemerintah dan layanan publik berbasis elektronik serta
koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah yang telah memiliki
layanan berbasis elektronik dengan Dinas Komunikasi dan Informasi
Provinsi Maluku sehingga penerapan SPBE terkesan hanya merupakan
tanggungjawab dari Dinas Komunikasi dan Informasi.

Keterbukaan Informasi Publik

Pemerintah Provinsi Maluku telah menetapkan Surat Keputusan Gubernur
Maluku Nomor 317 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Layanan Informasi

dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Maluku.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Target yang ingin dicapai dalam penataan sistem manajemen SDM aparatur

adalah meningkatnya ketaatan pengelolaan SDM aparatur, transparansi dan

akuntabilitas, disiplin SDM aparatur, efektifitas dan profesionalisme SDM aparatur

instansi pemerintah. Berikut adalah penenuhan kriteria penilaian dalam

kompenen Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur serta kondisi yang ada di

Pemprov Maluku adalah:

Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
Perencanaan kebutuhan pegawai telah disesuaikan dengan kebutuhan
yang berkesesuaian dengan hasil analisa jabatan dan analisasi beban kerja
yang telah dilakukan.

Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel, dan Bebas
KKN

Untuk proses penerimaan pegawai di Provinsi Maluku dapat dipastikan
telah dilakukan secara transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN hal
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ini dikarenakan proses penerimaan pegawai telah menggunakan sistem
CAT (computerize assited test) dan pelaksanaannya dilakukan bersama
dengan Kementerian PAN & RB, Kementerian Dalam Negeri, Badan
Kepegawaian Nasional, Badan Sandi Nasional dan pihak kepolisian.
Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

Pengembangan pegawai berbasis kompetensi di lingkup perangkat daerah
Provinsi Maluku belum sepenuhnya dilakukan, kondisi sampai dengan
Tahun 2021 baru sebanyak 50 jabatan dari total 5.117 jabatan yang telah
dilakukan analisa standar kompetensi jabatan.

Promosi Jabatan dilakukan secara Terbuka

Telah dilakukan seleksi jabatan secara terbuka yaitu jabatan utama madya
dan jabatan utama pratama, tahapan seleksi dilakukan secara terbuka,
kompetitif dan obyektif serta melibatkan panitia seleksi yang independen
sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Penetapan Kinerja Individu

Pemberian tunjangan kinerja pada Pemerintah Provinsi Maluku telah
berdasarkan dari capaian kinerja pegawai, namun evaluasi atas
pencapaian kinerja individu belum dilakukan monitoring dan evaluasi
secara menyeluruh.

Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

Penegakan disiplin pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku
mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik ASN Lingkup Pemprov Maluku
yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 31 Tahun
2020 Tentang Kode Etik Aparat Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Maluku.

Pelaksanaan Evaluasi Jabatan

Jumlah jabatan ASN di Lingkup Perangkat Daerah Provinsi Maluku
berjumlah sebanyak 5.117 dan seluruhnya telah dilakukan analisa evaluasi
jabatan.

Sistem Informasi Kepegawaian

Pemerintah Provinsi Maluku memiliki sistem informasi kepegawaian milik

sendiri, sistem berbasis website tersebut bernama Sistem Informasi
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Manajemen Kepegawaian (Simpeg) adapun alamat sistem tersebut adalah

www.simpeg.malukuprov.go.id.

6. Penguatan Akuntabilitas

Target yang ingin dicapai dalam penguatan akuntabilitas adalah meningkatnya

kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah. Berikut adalah penenuhan kriteria

penilaian dalam kompenen Penguatan Akuntabilitas serta kondisi yang ada di

Pemprov Maluku adalah:

Keterlibatan Pimpinan

Maksud dari keterlibatan pimpinan adalah keterlibatan secara langsung
pimpinan perangkat daerah dalam seluruh proses SAKIP itu sendiri. Untuk
perangkat dareah lingkup Pemerintah Provinsi Maluku sebagian besar
pimpinan perangkat daerah telah turut serta dalam Proses SAKIP.
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Pengumpulan data kinerja telah dilakukan secara berkala oleh tiap-tiap
perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Maluku walaupun
pengumpulan data tersebut baru dilakukan tiap semester tahun berjalan
namun pengelolaan data kinerja perangkat daerah belum dikelola secara
elektronik (e-SAKIP). Peningkatan SDM pengelolan SAKIP pada perangkat
daerah juga telah mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan proses
koordinasi serta konsultasi intens yang dilakukan perangkat daerah
dengan Biro Organisasi Setda Maluku dan juga Inspektorat Provinsi
Maluku.

7. Penguatan Pengawasan

Target yang ingin dicapai dalam penguatan pengawasan adalah meningkatnya

kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara, dan efektifitas pengelolaan

keuangan negara, meningkatnya status opini BPK dan menurunnya tingkat

penyalahgunaan wewenang. Berikut adalah penenuhan kriteria penilaian dalam

kompenen Penguatan Akuntabilitas serta kondisi yang ada di Pemprov Maluku

adalah:

Gratifikasi
Pemerintah Provinsi Maluku telah menetapkan kebijakan yang secara
khusus mengatur tentang penanganan tindak gratifikasi melalui Peraturan
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Gubernur Maluku Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

ii. Penerapan SPIP
Telah ditetapkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 9 Tahun 2018
tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah, dan sebanyak 12
perangkat daerah telah dijadikan sampel untuk penilaian mandiri Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

iii. Pengaduan Masyarakat
Di setiap unit layanan telah terdapat media konsultasi dan pengaduan
secara offline dan online yang ditetapkan dengan SK Pengelola SP4N-
LAPOR, namun untuk perangkat daerah yang tidak melakukan layanan
langsung kepada masyarakat belum selurunya memiliki pegawai yang
ditetapkan sebagai Pengelola SP4N-LAPOR. Dari pengaduan yang
disampaikan belum sepenuhnya ditindaklanjuti dan dievaluasi terhadap
progress penyelesaian pengaduan.

iv. Whistle Blowing System
Rancangan kebijakan yang secara khusus mengatur tentang whistle
blowing system telah rampung dan telah diajukan kepada Tim Hukum
Daerah Provinsi Maluku untuk dilakukan proses selanjutnya.

v. Penanganan Benturan Kepentingan
Belum ada kebijakan yang secara khusus mengatur tentang penanganan
benturan kepentingan.

vi. Pembangunan Zona Integritas
Belum ada perangkat daerah yang dicanangkan sebagai zona integritas.

vii. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Pemerintah Provinsi
Maluku telah berjalan dengan cukup baik, hal ini dilihat dari banyaknya
rekomendasi yang dikeluarkan oleh APIP telah ditindaklanjuti oleh
pimpinan perangkat daerah. APIP juga telah berfokus pada client dan
merepakan audit berbasis resiko, hal ini dapat berjalan dengan baik
dikarenakan APIP di Provinsi Maluku memiliki SDM yang kompeten baik

secara kualitas maupun kuantitas.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
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Target yang ingin dicapai dalam peningkatan kualitas pelayanan publik adalah

pelayanan lebih cepat, lebih murah, lebih aman, lebih mudah dijangkau dan

meningkatnya indeks kepuasan masyarakat serta meningkatnya jumlah unit

pelayanan yang memperoleh standarisasi internasional. Berikut adalah

penenuhan kriteria penilaian dalam kompenen Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik serta kondisi yang ada di Pemprov Maluku adalah:

Standar Pelayanan

Standar Pelayanan yang telah ditetapkan baru sebagian jenis layanan yang
sesuai dengan asas serta komponen standar pelayanan publik yang
berlaku, dan sebagian jenis layanan belum ditetapkan dalam standar
pelayanan. Namun untuk semua jenis layanan telah ditetapkan Standar
Operasional  Prosedur (SOP), sehingga jenis layanan tersebut
diselenggarakan berdasarkan dengan SOP.

Budaya Pelayanan Prima

Untuk peningkatan kualitas pelayanan unit layanan telah melakukan
pelatihan/sosialisasi tentang pelayanan prima, tetapi belum semua
petugas/pelaksana layanan mendapat pelatihan/sosialisasi tersebut.
Sebagian unit layanan telah memiliki sarana dan prasarana pelayanan
yang sesuai dengan standar pelayanan, begitu juga terkait dengan
informasi jenis layanan sudah dikelola secara online (website, Facebook,
Instagram, dan lainnya).

Dengan kondisi tersebut beberapa unit layanan telah memiliki inovasi
pelayanan publik dan telah diikut sertakan dalam kompetisi inovasi
pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB tetapi
belum mendapatkan penghargaan. Pemberian penghargaan terhadap
petugas/pelaksana layanan juga telah diberikan dalam rangka
meningkatkan motivasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
Pengelolaan Pengaduan

Di setiap unit layanan telah terdapat media konsultasi dan pengaduan
secara offline dan online yang ditetapkan dengan SK Pengelola SP4N-
LAPOR, namun unit khusus dan petugas khusus yang menangani
pengaduan belum dibentuk yang berakibat dokumentasi dan publikasi

pengaduan belum teradministrasi dengan baik sehingga langkah
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tindaklanjut serta evaluasi dalam penyelesaian pengaduan belum
seluruhnya dapat diselesaikan.

Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan

Survei kepuasan masyarakat telah dilakukan oleh unit layanan berdasarkan
Permenpan 14 tahun 2017 dan dilakukan 2 kali dalam setahun, namun
hasil survei kepuasan masyarakat yang dihasilkan hanya sebagian kecil
ditindaklanjuti dan belum dipublikasikan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dalam proses pemberian layanan, unit layanan belum memanfaatkan
teknologi informasi secara maksimal. Pemberian layanan masih dilakukan
dengan memanfaatkan media sosial (Facebook, Instagram dll) dan belum
terintegrasi dalam sistem informasi pelayanan publik nasional.
Pemuktahiran data dan informasi belum dilakukan secara berkala sehingga
masyarakat belum dapat memanfaatkan sistem informasi yang tersedia

dengan baik.

I1. Hasil Antara Area Perubahan

Berikut adalah Hasil Antara Area Perubahan dari masing-masing /eading sector

berdasarkan hasil evaluasi yang telah diterbitkan:

No. Hasil Antara Skala Nilai Sumber Data
1 Kualitas Pengelolaan | 0-100 39,96 Arsip Nasional RI
Arsip (Kurang) (Tahun 2020)
2 Kualitas Pengelolaan | 0-100 | O (Kurang) Lembaga Kebijakan
Barang dan Jasa Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah RI (Tahun 2020)
3 Merit System 0-400 207,5 Komisi Aparatur Sipil Negara
(Kurang) (Tahun 2018)
4 | ASN Profesional 0-100 56 Badan Kepegawaian Negara
(Sangat (Tahun 2019)
Rendah)
5 Maturitas SPIP 0-5 3,038 Badan Pengawasan
(Level 3) | Keuangan dan Pembangunan
(Tahun 2019)
6 | Kapabilitas APIP 0-5 3 Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan
(Tahun 2019)
7 | Tingkat Kepatuhan | 0-100 45,31 Ombudsman RI
Terhadap Standar (Rendah) (Tahun 2019)
Pelayanan Publik

B. Komponen Hasil

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
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Berikut adalah nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2017 sampai
dengan Tahun 2020

2017 2018 2019 2020
Komponen SAKIP
Bobot | Nilai | Bobot | Nilai | Bobot | Nilai | Bobot | Nilai
Perencanaan Kinerja 30 21,22 30 21,03 30 20,74 30 20,75
Pengukuran Kinerja 25 12,35 25 11,28 25 11,21 25 11,36
Pelaporan Kinerja 15 9,86 15 10,03 15 10,03 15 10,21
Evaluasi Internal 10 6,31 10 6,13 10 6,06 10 6,21
Capaian Kinerja 20 11,39 20 11,57 20 11,30 20 10,36
Nilai Evaluasi 100 61,13 100 60,04 100 | 59,34 100 | 58,89
Predikat
Akuntabilitas B B CcC CC
Kinerja
70
11.
60 = —— —9
6.31 6.13 6.06 6.21
50 O —_— ® — ==@==Capaian Kinerja

==@==[Evaluasi Internal
40 9.86 10.03

10.03 10.21 Pelaporan Kinerja
C=— N
30 —— =C= — =@ Pengukuran Kinerja
12.35
11.28 11.21 11.36 ==@==Perencanaan Kinerja
20 ® — == O
21.22 21.03 20.74 20.75
10
2017 2018 2019 2020

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi
Maluku Tahun Anggaran 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal ini
merupakan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset mengingat Opini
BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Maluku
Tahun Anggaran 2018 hanya memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian
(WDP).

Survei Eksternal terhadap stakeholders Penerima Layanan Pemerintah Provinsi
Maluku
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Berikut adalah hasil survei eksternal terhadap masyarakat atau stakeholders yang
telah mendapatkan pelayanan Pemerintah Provinsi Maluku:

Indeks
No Hasil Survei
2019 2020
1 Survei Ekternal Kualitas Pelayanan (Skala 4) 3,45 2,76
2 Survei Ekternal Persepsi Korupsi (Skala 4) 3,41 2,87

Hasil survei persepsi pelayanan tahun 2020 menunjukkan indeks 2,76 dalam
skala 4. Hasil survei persepsi pelayanan pada tahun sebelumnya adalah 3,45
maka dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan yang signifikan atas persepsi
stakeholders terhadap pelayanan yang diberikan. Sedangkan untuk hasil survei
persepsi korupsi tahun 2020 yang merupakan gambaran atas integritas pemberi
layanan menunjukkan indeks 2,87 dari skala 4. Apabila dibandingkan dengan
hasil survei pada tahun sebelumnya, vyaitu sebesar 3,71 maka terdapat
penurunan yang signifikan atas persepsi stakeholders terhadap pembangunan

anti korupsi.

. Survei Internal Organisasi

Hasil surveri internal organisasi terhadap responden pegawai Pemerintah Provinsi
Maluku menunjukkan indeks 2,15 (skala 5). Terdapat 23,07% responden yang
tidak memahami kinerjanya, tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan
tugasnya dan tidak memahami kontribusinya terhadap pencapaian kinerja
organisasi. Sebanyak 36,92% responden telah memahami kinerja yang harus
dilakukan namum tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya
dan tidak memahami kontribusnya terhadap pencapaian kinerja organisasi. Selain
itu, sebanyak 27,69% responden yang memahami kinerja dan ukuran
keberhasilan pelaknaan tugasnya atau kinerja dan kontribusinya terhadap
pencapaian kinerja organisasi. Serta 12,30% responden memahami tugas dan
fungsi yang harus dilaksanakan, memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan
tugasnya dan memahami kontribusi terhadap pencapaian kinerja organisasi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Tidak Memahami Kinerja, Ukuran,
dan Kontribusi

23.07%

B Hanya Memahami Kinerjanya

B Memahami Kinerja dan Ukuran
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Dengan pemaparan secara komprehensif terhadap kompenen-kompenen penilaian
reformasi birokrasi diatas, Pemerintah Provinsi Maluku akan melakukan langkah teknis
sesuai dengan kondisi aktual yang dihadapi sehingga perbaikan komponen penilaian
terfokus pada inti permasalahan yang dihadapi.

Perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran strategis
“"Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah” adalah Biro Pemerintahan, Biro Hukum dan
HAM Setda Maluku, Biro Organisasi Setda Maluku, Biro Umum Setda Maluku, Biro Humas
dan Protokol Setda Maluku, Biro Administrasi Pembangunan dan PBJ] Setda Maluku,
Inspektorat Provinsi Maluku, Sekretariat DPRD Provinsi Maluku, Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Maluku, Bappeda Provinsi Maluku, BPKAD Provinsi Maluku, Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku,
Badan Pengembangan SDM dan Badan Penghubung Provinsi Maluku. Sedangkan

anggaran Program penunjang sasaran strategis ini adalah:

1 | Program Penataan Organisasi 1.902.067.122 1.681.828.172 | 88,42
2 | Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 3.036.100.490 2.950.747.792 | 97,19
3 | Program Penyelenggaraan Pengawasan 11.442.037.897 8.631.738.102 | 75,44
4 | Program Perumusan Kebijakan, 3.108.941.382 1.720.977.156 | 55,36
Pendampingan dan Asistensi
5 | Program Perencanaan, Pengendalian, dan 523.299.830 451.103.630 | 86,20
Evaluasi Pembangunan Daerah
6 | Program Kepegawaian Daerah 3.596.565.710 3.257.031.898 | 90,56
7 | Program Pengembangan Sumber Daya 13.412.052.999 10.638.760.058 | 79,32
Manusia
Jumlah 37.021.065.430 | 29.332.186.808 | 79,23
(data sementara)

SASARAN 2 Terwujudnya Kolaborasi antar Pemerintah dan Pihak
lainnya dalam Pembangunan yang Sinergis dan
Integratif
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Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran terhadap Tujuan “Meningkatkan
Kerjasama antar Pemerintahan” guna mencapai Misi “Mewujudkan Birokrasi
yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani’. Hasil pengukuran Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku dapat
dilihat pada tabel berikut:

1 | Tingkat Efektivitas Kerjasama Pemerintah 74,42 77,27 100
Daerah

Rata-Rata Capaian Kinerja 100

Tingkat Efektivitas Kerjasama
Pemerintah Daerah

68,95% | 72,22 | 97,04% | 77,27

1 | Tingkat Efektivitas Kerjasama 72,22 77,27 81,40
Pemerintah Daerah

Target indikator kinerja “Terwujudnya Kolaborasi antar Pemerintah dan Pihak lainnya
dalam Pembangunan yang Sinergis dan Integratif” yang ingin dicapai ditahun 2021
adalah 74,42 realisasi yang dicapai adalah 77,27 sehingga capaian kinerjanya adalah
103,82% namun untuk memudahkan interpretasi dalam pemeringkatan kinerja maka
capaian tersebut dibulatkan menjadi 100% atau dengan skala nilai peringkat kinerja
masuk kedalam kategori “Memuaskan”.

Dalam rangka Meningkatkan Kerja Sama antar Pemerintahan guna mewujudkan
Birokrasi yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani Pemerintah Daerah memiliki tugas
untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap,
berkesinambungan, efektif dan efisien dengan memanfaatkan potensi daerah yang
dimiliki demi meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Pemerintah Daerah dapat
melaksanakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas
pelayanan publik dan saling menguntungkan.
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Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga,
dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang
didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling
menguntungkan. Adapun kerja sama daerah terdiri 10 (sepuluh) tahapan yang terdiri

dari:

a. Persiapan;

b. Penawaran;

¢. Penyusunan Kesepakatan Bersama;

d. Penandatanganan Kesepakatan Bersama;

e. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyata Daerah;
f. Penyusunan Perjanjian Kerja Sama;

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama;

> @

Pelaksanaan;

i. Penatausahaan; dan

j. Pelaporan.

Dari keseluruhan tahapan kerja sama daerah diatas, untuk lebih memudahkan

interpretasi pengukuran Capaian Kinerja indikator “Tingkat Efektivitas Kerjasama

Pemerintah Daerah” maka tahap kerja sama daerah tersebut dikelompokan menjadi 4

(empat) tingkatan tahapan dengan bobot nilai kinerja masing-masing tingkatan tahapan

sebesar 25%, sehingga tingkatan tahapan kerja sama daerah menjadi:

I. Tahapan Penjajakan terdiri dari tahap Persiapan dan Penawaran;

II. Tahapan Pengesahan MoU terdiri dari tahap Penyusunan Kesepakatan Bersama dan
Penandatanganan Kesepakatan Bersama;

III. Tahapan Pengesahan PKS terdiri dari Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyata

Daerah, Penyusunan Perjanjian Kerja Sama dan Penandatanganan Perjanjian Kerja

Sama;

IV. Tahapan Pelaksanaan terdiri dari tahap Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan.

Sampai dengan tahun 2021 Pemerintah Provinsi Maluku telah melakukan tahapan Kerja
Sama Daerah dengan beberapa Pihak yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Provinsi Maluku Tahun 2021

Bidang

Tingkatan Tahapan KSD

Penja-

MoU

PKS

Pelaks-

No Pihak Keri i Nilai | Thn Ket.
erjasama jakan | (25%) anaan | ksp
(25%) (25%) | (25%) | (%)

1 | Pemerintah Pembangunan N N - - 50 2019 | Koordinasi
Daerah Provinsi Daerah Penyusunan
Sulawesi Selatan PKS

2 | PT. Garuda Pemanfaatan S S v v 100 | 2020 | Pelaksanaan
Indonesia Fasilitas Jasa Kerja Sama

Angkutan Udara

3 | Pemerintah Pembangunan S - - - 25 2020 | Penawaran
Provinsi Jawa Daerah Kerjasama
Timur

4 | Universitas Pendidikan, \ \ V \ 100 | 2018 Berhasil
Gadjah Mada Penelitian dan -2022

Pengabdian
Kepada
Masyarakat

5 | Universitas Bidang Diklat, v v v v 100 | 2019 Berhasil

Pattimura Penelitian, -2024
Perencanaan
dan
Pembangunan

6 | Universitas Bidang N N N N 100 | 2020 Berhasil

Hasanuddin Pendidikan, -
Kesehatan, 2025
Pelatihan,
Penelitian,
Perencanaan
dan
Pembangunan

7 | Persatuan Bidang N N N N 100 | 2016 Berhasil
Wartawan Informasi, -2021
Indonesia Perencanaan,

Penelitian,

Pengembangan
Wilayah dan
Pembangunan

8 | Universitas Bidang Diklat, N N \/ N 100 | 2016 Berhasil
Kristen Indonesia | Penelitian, -2021
Maluku Perencanaan

dan
Pembangunan
9 | Universitas Bidang Diklat, N J 50 2016
Udayana Penelitian, -2021
Perencanaan
dan
Pembangunan
10 | Badan Informasi | Bidang Diklat, N N 50 2017

Penelitian,




Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Provinsi Maluku Tahun 2021

Geospasial Perencanaan -2022
dan
Pembangunan
11 | Institut Agama Bidang Diklat, N 100 2017 Berhasil
Islam Negeri Penelitian, -2022
Ambon Perencanaan
dan
Pembangunan
12 | USAID Indonesia | Implementasi N 100 2017 Berhasil
Urban Water, Program -2021
Sanitation and Indonesia Urban
Hygiene Water,
Penyehatan Sanitation and
Lingkungan Hygiene
untuk Semua Penyehatan
(IUWASH PLUS) Lingkungan
Untuk Semua
(IUWASH PLUS)
13 | Pimpinan Wilayah | Bidang 50 2017
Muhammad-iyah | Pendidikan, -2022
Maluku Kesehatan,
Pelatihan,
Penelitian,
Perencanaan
dan
Pembangunan
14 | Provinsi Maluku Bidang 50 2017
Utara Perencanaan, -2022
Penelitian,
Pengembangan
Wilayah dan
Kerjasama
Pembangunan
15 | Provinsi Papua Bidang 50 2016
Barat Perencanaan, -2021
Penelitian,
Pengembangan
Wilayah dan
Kerjasama
Pembangunan
16 | PT. Pelabuhan Rencana N 100 2019 Berhasil
Indonesia IV Kerjasama -2021
Pengembangan
Pelabuhan di
Provinsi Maluku
17 | Yayasan Mercy Akses Selandia N 100 2018 Berhasil
Corps Indonesia Baru—Maluku -2023
Untuk Dukungan
Energi
Terbarukan
18 | Pemerintah Pembangunan N 75 2021 Koordinasi
Daerah Provinsi Daerah - Penyusunan
Jawa Timur 2025 PKS
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19 | Provinsi Sulawesi | Kerja Sama di N 75 2021 Koordinasi
Utara, Provinsi Bidang Penyusunan
Gorontalo, Penangkapan PKS
Provinsi Maluku Ikan
Utara, Provinsi
Papua, dan
Provinsi Papua
Barat

20 | Badan Optimalisasi N 100 2021 | Pelaksanaan
Penyelenggara Program Kerja Sama
Jaminan Sosial Jaminan
(BPJS) Nasional

21 | Badan Sinergitas N 100 | 2021 | Pelaksanaan
Standarisasi Pengembangan Kerja Sama
Nasional (BSN) dan Pembinaan

Penerapan
Standard dan
Penilian
Kesesuaian di
Lingkungan
Pemerintah
Provinsi Maluku

22 | Provinsi DKI Bidang 25 2021 Penjajakan

Jakarta Pariwisata dan Kerja sama
Bidang
Pemerintahan
Lainnya

Dengan pemaparan tabel diatas kerjasama yang masih dalam tahap penjajakan, tahap
MoU akan segera dikomunikasi ke masing-masing pihak agar dapat segera
ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya ataupun ditinjau kembali pelaksanaan
kerjasamanya. Sehingga capaian kinerja sasaran strategis “Terwujudnya Kolaborasi
antar Pemerintah dan Pihak lainnya dalam Pembangunan yang Sinergis dan Integratif”
lebih ditingkatkan.

Perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran strategis ini adalah
Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku, Biro Hukum dan HAM Setda Maluku, Biro
Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Setda
Maluku, dan Bappeda Provinsi Maluku. Sedangkan anggaran Program penunjang

sasaran strategis ini adalah:

41.085.445.332

39.080.712.455 | 95,12

1 | Program Pemerintahan dan Otonomi
Daerah
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2 | Program Koordinasi dan Sinkronisasi 8.905.333.851 5.780.360.515 | 64,91
Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumliah 49.990.779.183 | 44.861.072.970 | 89,74

(data sementara)

SASARAN 3 Tersedianya Akses Pendidikan yang Berkualitas dan
Merata di Seluruh Wilayah

Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran terhadap Tujuan “Terwujudnya
Pendidikan yang Berkualitas dan Merata di Seluruh Wilayah” guna mencapai
Misi “Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan, Murah dan
Terjangkau”. Hasil pengukuran Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Perangkat Daerah Provinsi Maluku dapat dilihat pada tabel berikut:

1 | Persentase Layanan Pendidikan 70% 64% 91,42
Berkualitas

Rata-Rata Capaian Kinerja 91,42

Persentase Layanan
Pendidikan Berkualitas

95,18% 96,67% 91,42%

1 | Persentase Layanan 58% 58% 64% 100%
Pendidikan Berkualitas

Target indikator kinerja “Persentase Layanan Pendidikan Berkualitas” yang ingin dicapai
ditahun 2021 adalah 70% realisasi yang dicapai adalah 64% sehingga capaian
kinerjanya adalah 91,42% atau dengan skala nilai peringkat kinerja masuk kedalam
kategori “"Sangat Memuaskan”.

Sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah

daerah provinsi memiliki kewenangan dalam pengelolaan pelayanan pendidikan
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menengah. Oleh karena itu mewujudkan layanan pendidikan menengah yang berkualitas
merupakan tanggungjawab penuh dari pemerintah daerah provinsi.
Untuk mewujudkan pelayanan pendidikan dengan yang baik di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan suatu pedoman atau acuan yang terukur dan
terarah. Oleh sebab itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang kemudian disempurnakan
dengan PP Nomor 32 Tahun 2013.
Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal mengenai sistem pendidikan
di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional
Pendidikan berfungsi sebagai pedoman utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.
Standar Nasional Pendidikan mencakup delapan kriteria yang wajib terpenuhi dalam
upaya menuju pendidikan yang berkualitas. Delapan standar nasional tersebut terdiri
dari:
1. Standar Isi
Standar Isi merupakan komponen materi dan tingkat kompetensi dalam rangka
mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi
memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, KTSP, dan juga
kalender akademik.
2. Standar Proses
Standar Proses terkait dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang harus
diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, partisipatif dengan
berdasarkan pada standar kompetensi lulusan.
3. Standar Kompetensi Lulusan
Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria atau kualifikasi yang menyangkut
kemampuan lulusan yang terbagi atas kemampuan sikap, pengetahuan, dan
keterampilan.
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria pendidikan
prajabatan dan kelayakan fisik dan mental, serta pendidikan dalam jabatan.

5. Standar Sarana dan Prasarana
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Standar ini mencakup tentang kriteria minimal sarana dan media yang menyokong
pembelajaran, misalnya ruang belajar, tempat berolahraga, tempat melaksanakan
ibadah, perpustakaan, laboratorium, sarana bermain, dan sebagainya.

. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
kegiatan pendidikan secara efektif dan efisien, pada tingkat satuan pendidikan,
kabupaten/kota, provinsi hingga pengelolaan tingkat nasional.

. Standar Pembiayaan

Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pendidikan perlu diatur berdasarkan
standar tertentu. Standar Pembiayaan merupakan aturan yang merinci komponen
dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku dalam kurun satu tahun.
Standar biaya tersebut terbagi menjadi biaya investasi, biaya operasi, dan biaya
personal.

. Standar Penilaian Pendidikan

Standar penilaian ini berkaitan dengan segala macam mekanisme, prosedur,

instrumen penilaian untuk mengetahui hasil belajar peserta didik.

Jumlah jenjang sekolah menengah di Provinsi Maluku adalah sebanyak 414 unit sekolah,

dengan jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 283 unit, Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) sebanyak 115 unit dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)
sebanyak 16 unit. Sampai dengan Tahun 2021 dari total sebanyak 414 unit sekolah,

sebanyak 264 unit sekolah telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) sehingga

sebanyak 264 unit sekolah tersebut dapat dikatakan sebagai layanan pendidikan

berkualitas. Untuk sebaran jenjang sekolah menengah di Provinsi Maluku dapat melihat
tabel berikut:

Jumlah Telah Memenuhi SNP Persentase Memenuhi SNP
Kabupaten/
Kota SMA SMA SMA
SMA SMK Jmlh SMA SMK Jmlh SMA SMK Jmlh
LB LB LB
Kab.  Maluku 79 14 2 95 44 10 1 55 56 71 50 58
Tengah
Kab.  Maluku 16 11 1 28 11 7 1 19 69 64 100 68
Tenggara
Kab.  Seram 22 9 1 32 11 8 0 19 50 89 0 59
Bagian Timur
Kab.  Seram 38 10 1 49 17 13 1 31 45 130 100 63
Bagian Barat
Kab. Buru 15 8 1 24 8 9 1 18 53 113 100 75
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Jumlah Telah Memenuhi SNP Persentase Memenuhi SNP
Kabupaten/

Kota sma | sMk | SMA | min | sMa | smK | SHA | amin | sma | smk | SR | amin
Kab. Buru 15 15 2 32 12 8 1 21 80 53 50 66
Selatan
Kab. 11 8 0 19 8 6 0 14 73 75 0 74
Kepulauan Aru
Kab.  Maluku 21 6 1 28 13 6 0 19 62 100 0 68
Barat Daya
Kab. 20 9 0 29 12 7 0 19 60 78 0 66
Kepulauan
Tanimbar
Kota Ambon 35 19 6 60 15 18 4 37 43 95 67 62
Kota Tual 11 6 1 18 6 6 0 12 55 100 0 67
Provinsi
S 283 115 16 414 157 98 9 264 55 85 56 64

Sebanyak 64% jenjang pendidikan menengah di Provinsi Maluku telah memenuhi
Standar Pendidikan Nasional, namun untuk mencapai target 100% di tahun 2024 masih
dibutuhkan upaya yang sangat keras untuk mencapai target tersebut.

Beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini
adalah adanya kebijakan yang didukung dengan anggaran yang memadai untuk
peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan, peningkatan sarana dan
prasarana sekolah, serta pengawasan yang cukup ketat dalam pemanfaatan dana BOS
serta peran aktif stakeholder dalam pengawasan layanan pendidikan di Provinsi Maluku.

Perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran strategis
“Tersedianya Akses Pendidikan yang Berkualitas dan Merata di Seluruh Wilayah” adalah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dengan UPTD serta Cabang Dinas
dibawahnya dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Sedangkan anggaran Program

penunjang sasaran strategis ini adalah:

1 | Program Pengelolaan 654.276.258.308 160.449.993.114 | 24,52
Pendidikan

2 | Program Pendidik dan Tenaga 19.524.520.000 19.204.701.700 | 98,36
Kependidikan

3 | Program Pembinaan 1.779.985.215 1.642.682.206 | 92,29
Perpustakaan

4 | Program Pembinaan 798.729.000 794.096.371,80 | 99,42
Perpustakaaan (APBN)

Jumlah 676,379,492,523.00 | 182,091,473,391.80 | 26.92

(data sementara)
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SASARAN 4 Terwujudnya Akses Pelayanan Kesehatan yang
Bermutu dan Merata

Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran terhadap Tujuan “Terwujudnya
Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Merata” guna mencapai Misi
“Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan, Murah dan Terjangkau".
Hasil pengukuran Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat
Daerah Provinsi Maluku dapat dilihat pada tabel berikut:

1 | Usia Harapan Hidup 66 66,09 100
tahun tahun

Rata-Rata Capaian Kinerja

Usia Harapan Hidup 65,82 99,93% 65,98 99,96% 66,09
tahun tahun tahun

1 | Usia Harapan Hidup 65,82 tahun 65,98 tahun 66,09 tahun 66,56 Tahun

Target indikator kinerja “Usia Harapan Hidup” yang ingin dicapai ditahun 2021 adalah 66
tahun realisasi yang dicapai adalah 66,09 tahun sehingga capaian kinerjanya adalah
100,13% untuk memudahkan interpretasi dalam penilaian maka realisasi tersebut
dibulatkan menjadi 100% sehingga dengan skala nilai peringkat kinerja masuk kedalam
kategori “Sangat Memuaskan”.

Angka harapan hidup adalah sebuah data statistik yang menggambarkan rata-rata lama
waktu hidup seseorang dalam suatu populasi. Semakin tinggi angka harapan suatu
wilayah maupun negara/wilayah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan
kesejahteraan masyarakat di dalamnya.

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam
meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat
kesehatan pada umumnya. Angka Harapan Hidup yang rendah disuatu daerah harus

diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk
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kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan
kemiskinan. Angka Harapan Hidup bisa berbeda dari masa ke masa, bahkan juga
berbeda pada tiap daerah. Perbedaan angka harapan hidup ini dipengaruhi oleh
beberapa faktor, mulai dari lingkungan, status kesehatan, hingga status ekonomi (Angka
Kemiskinan). Dari hasil rilis BPS Provinsi Maluku Angka Harapan Hidup Maluku dapat
dilihat pada tabel serta grafik berikut ini:

Kabupaten/Kota 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Maluku Tengah 65,93 66,06 66,19 66,34 66,42 66.45
Maluku Tenggara 64,45 64,61 64,77 64,95 65,07 65.14
Seram Bagian Timur 58,32 58,56 58,84 59,16 59,41 59.62
Seram Bagian Barat 60,72 60,96 61,20 61,48 61,69 61.85
Buru 65,82 66,03 66,16 66,32 66,41 66.44
Buru Selatan 65,60 65,74 65,92 66,13 66,27 66.36
Kepulauan Aru 62,16 62,34 62,52 62,73 62,87 62.96
Maluku Barat Daya 61,37 61,62 61,87 62,16 62,38 62.55
Kepulauan Tanimbar 62,93 63,06 63,19 63,34 63,42 63.45
Ambon 69,74 69,92 70,12 70,35 70,52 70.63
Tual 64,33 64,61 64,89 65,21 65,47 65.68

Provinsi Maluku 65,35 65,40 65,59 65,82 65,98 66.09

66.5

66

65.5

65

64.5

64.46

64

63.5
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya Angka Harapan Hidup juga ditunjukkan melalui indikator-indikator
kesehatan yang terus menunjukkan kinerja yang baik, berikut adalah beberapa indikator
kesehatan yang telah dicapai oleh Provinsi Maluku:
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Angka Kematian Ibu di Tahun 2021 tidak dapat dihitung Karena Jumlah Kelahiran Hidup
di Maluku belum mencapai 100.000, jumlah kasus kematian ibu yang tercatat di Maluku
tahun 2021 sebanyak 63 kasus. Angka tersebut berbanding lurus dengan persalinan di
fasilitas kesehatan, hal ini disebabkan oleh keengganan masyarakat melakukan
persalinan difasilitas kesehatan dikarenakan masyarakat enggan untuk melakukan test
Covid-19.
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Target

e=@== Realisasi

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Dalam faktor kesehatan Pemerintah Provinsi Maluku telah berupaya untuk meningkatkan
Angka Harapan Hidup, seperti Penguatan Pelayanan Kesehatan berbasis Siklus Hidup
(Life Cycle) diantaranya Melakukan Penguatan Konseling, Informasi & Edukasi kepada
Tenaga Kesehatan serta Masyarakat melalui Promosi Kesehatan, Peningkatan Kesehatan
Ibu Hamil, Ibu Melahirkan dan Anak dalam rangka 1000 hari pertama kehidupan,
Perbaikan Gizi Masyarakat guna pencegahan Stunting dan peningkatan status gizi
masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit serta Pelayanan Kesehatan bagi
Lanjut Usia.

Faktor lingkungan juga turut mempengaruhi capaian Angka Harapan Hidup, faktor
lingkungan disini dapat berupa faktor lingkungan sekitar (alam) dan faktor lingkungan
keluarga (sosial). Lingkungan sekitar (alam) Provinsi Maluku masih tergolong baik hal ini
dibuktikan melalui hasil pengukuran Indeks Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Maluku di
Tahun 2021 yang mendapat angka 78,23.

Sedangkan untuk faktor lingkungan keluarga (sosial) Provinsi Maluku merupakan
peringkat ke-3 se-Indonesia provinsi terbahagia dengan nilai Indeks Kebahagian senilai
76,28, data ini menurut survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik RI pada tahun
2021 yang mana dalam survei tersebut melakukan pengukuran 3 (tiga) dimensi:
Kepuasan Hidup (Life Satisfaction), Perasaan (Affect), dan Makna Hidup (Eudaimonia).
Dari segi ekonomi Provinsi Maluku masih masuk keurutan ke-4 provinsi termiskin di
Indonesia dengan tingkat kemiskinan tahun 2021 16,30% turun 1,69% dari tahun 2020,
namun dengan faktor kesehatan dan faktor lingkungan yang sangat baik membuat
Angka Harapan Hidup tetap dapat mencapai target yang ditentukan.
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Angka Harapan Hidup dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor diatas namun terkhusus pada
faktor kesehatan, perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran
strategis "Terwujudnya Akses Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Merata” adalah
Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dengan UPTD dibawahnya. Sedangkan anggaran

Program penunjang sasaran strategis ini adalah:

1 | Program Pemenuhan Upaya 277.618.838.378 72.755.337.960 | 26,21
Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat

2 | Program Peningkatan Kapasitas 4.549.729.744 2.136.664.312 | 46,96
Sumber Daya Manusia Kesehatan

3 | Program Pemberdayaan Masyarakat 1.537.199.164 466.692.200 | 30,36
Bidang Kesehatan

4 | Program Dukungan Manajemen dan 286.153.000 255.964.800 | 89,45
Tugas Teknis Lainnya (APBN)

5 | Program Kesehatan Masyarakat 5.813.452.000 1.503.400.998 | 25,86
(APBN)

6 | Program Pelayanan Kesehatan dan 2.019.054.000 1.571.275.400 | 77,82
JKN (APBN)

7 | Program Pencegahan dan 2.958.740.000 2.368.039.768 | 80,04
Pengendalian Penyakit (APBN)

8 | Program Sumber Daya Kesehatan 269.327.000 261.447.500 | 97,07
(APBN)

9 | Program Pendidikan dan Pelatihan 5.439.366.000 4.908.257.338 | 90,24
(APBN)

Jumlah 300.491.859.286 | 86.227.080.276 | 28,70
(data sementara)

SASARAN 5 Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil dan
Menengah

Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran terhadap Tujuan “Meningkatkan
Daya Saing Industri Kecil dan Menengah” guna mencapai Misi “Pengelolaan
Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan”.

Sasaran strategis ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya
saing produk industri kecil dan menengah sehingga dapat meningkatkan pendapatan
daerah dan dapat berdampak pada peningkatan perekonomian daerah dalam rangka
menjadikan masyarakat Maluku yang berkualitas dan sejahtera. Indikator yang
digunakan untuk mengukur pencapaian keberhasilan sasaran strategis ini adalah
Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB
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Berdasarkan hasil pengukuran, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Sasaran
Strategis Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah tergolong dalam
kategori predikat "Memuaskan” dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 86,26%.
Hasil pengukuran Sasaran Strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut:

1 | Kontribusi Industri Pengolahan 5,75% 4,96% 86,26%
Terhadap PDRB

Rata-Rata Capaian Kinerja 86,26

Kontribusi Industri Pengolahan 93.18% 90.28% 86.26%
Terhadap PDRB

1 | Kontribusi Industri 5,19% 511% 4.96% 6,02%
Pengolahan Terhadap PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah
dalam satu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik
atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Analisa yang digunakan
untuk mengukur kontribusi sektor terhadap PDRB adalah dengan menggunakan data
PDRB atas dasar harga yang berlaku dengan metode pendekatan produksi, sedangkan
rumusan perhitungan yang digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi sektor
terhadap PDRB adalah :

Sektor

Ki = x 100%
PDRB

Dimana :

Ki = Kontribusi sektor

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB berdasarkan harga berlaku pada
tahun 2021 adalah 4,96% dengan capaian 86,26% dari target 5,75%. Jika dibandingkan

dengan tahun-tahun sebelumnya kontribusi sektor industri mengalami penurunan
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sebesar 0,08% di tahun 2020 dan 0,15 di tahun 2021. Dilihat dari capaian ini,
Pemerintah Provinsi Maluku akan terus berupaya untuk meningkatkan kontribusi sektor

industri terhadap PDRB dengan melakukan langkah-langkah perbaikan pada tahun-

tahun mendatang agar target 6,02% vyang ditetapkan di akhir tahun perencanaan
RPIMD dapat tercapai.

5.19%

02019 ©@2020 2021 OTarget 2024

5.11% 4.96%

Kontribusi Industri terhadap PDRB

6.02%

Meskipun mengalami penurunan kontribusi, namun nilai produksi sektor industri

pengolahan mengalami peningkatan 2,00% dari nilai produksi tahun 2020 dengan nilai
produksi 2.363,46 Miliar Rupiah menjadi 2.408,18 Miliar Rupiah. Kondisi ini disebabkan

oleh semakin meningkatnya kontribusi sektor-sektor lain terhadap PDRB Provinsi

Maluku. Nilai produksi dan kontribusi sektor-sektor terhadap PDRB Provinsi Maluku dapat
dilihat pada tabel berikut:

Nilai PDRB (Miliar Rupiah)

Kontribusi (%)

No | Lapangan Usaha/Sektor
2019 2020 2021 2019 2020 2021
1 Pertanian, Perikanan dan 10.777,42 11.103,02 11.280,02 | 23,35 24,00 23,23
Kehutanan
2 Pertambangan dan 1.055,32 1.016,03 1.176,99 2,29 2,20 2,42
Penggalian
3 Industri Pengolahan 2,393.25 2,363.46 2,408.14 5.19 5.11 4.96
4 Pengadaan Listrik dan Gas 41,23 44,08 47,54 0,09 0,10 0,10
5 Pengadaan Air, 187,30 191.42 202,90 0,41 0,41 0,42
Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang
6 Konstruksi 3.601.37 3.632,59 3.870,75 7,80 7,85 7,97
7 Perdagangan Besar dan 6.329,23 6.120,99 6.493,69 | 13,71 13,23 13,37
Eceran Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
8 Transportasi dan 2.425,23 2.096,06 2.288,60 5,25 4,53 4,71

Perdagangan
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Nilai PDRB (Miliar Rupiah) Kontribusi (%)
No | Lapangan Usaha/Sektor
2019 2020 2021 2019 2020 2021
9 Penyediaan Akomodasi dan 782,59 727,02 747,10 1,70 1,57 1,54
Makan Minum
10 | Informasi dan Komunikasi 1.374,90 1.408,01 1.534,19 2,98 3,04 3,16
11 | Jasa Keuangan dan 1.781,73 1.912,11 2.080,35 3.86 4,13 4,28
Asuransi
12 | Real Estate 131,10 131.44 138.43 0.28 0.28 0.29
13 | Jasa Perusahaan 450,16 450.82 475.10 0.98 0.97 0.98
14 | Administrasi Pemerintahan, 10.413,81 10.576,80 11.102,45 | 22,56 22,86 22,86
Pertanahan dan Jaminan
Sosial Waijib
15 | Jasa Pendidikan 2.653,22 2.689,05 2.822,54 5,75 5,81 5,81
16 | Jasa Kesehatan dan 988,13 1.042,15 1.115,13 2,14 2,25 2,30
Kegiatan Sosial
17 | Jasa Lainnya 766,62 757,39 780,27 1,66 1,64 1,61
Total 46.152,82 | 46.262,45 | 48.564,22 100 100 100
Jasa Lainnya == m 2021 m2020 m2019
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Jasa Pendidikan  Er—
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan... Em—————————————
Jasa Perusahaan =
Real Estate
Jasa Keuangan dan Asuransi
Informasi dan Komunikasi
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum ==
Transportasi dan Perdagangan
Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan...
Konstruksi |rmemmm—— =
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan...
Pengadaan Listrik dan Gas
Industri Pengolahan [
Pertambangan dan Penggalian ===
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan |
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00

Dari gambar grafik di atas terlihat bahwa sektor industri bukan merupakan sektor

utama yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Provinsi Maluku. Hal ini disebabkan

karena berdasarkan perhitungan statistik, 7 (tujuh) sub sektor dari 16 (enam belas) sub

sektor penunjang sektor industri belum mampu memberikan kontribusi terhadap PDRB

Provinsi Maluku sampai saat ini, sub sektor yang dimaksud adalah industri batubara dan

pengolahan migas; industri pengolahan tembakau; industri kulit barang dari kulit dan

alas kaki; industri kimia, farmasi dan obat tradisional; industri logam dasar; industri

barang logam; komputer, barang elektronik, optik; dan peralatan listrik; dan industri
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mesin dan perlengkapan. Sedangkan sub sektor yang memberikan kontribusi terbesar

adalah industri karet; barang dari karet dan plastik dengan kontribusi 1,87% dan nilai

produksi 910,54 Miliar Rupiah, Industri Makanan dan Minuman dengan kontribusi 1,59%

dan nilai produksi 770,22 Miliar Rupiah serta industri kayu, barang dari kayu dan gabus;

dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya dengan kontribusi 6,22% dan

nilai produksi 622,06 Miliar Rupiah.
Nilai PDRB (Miliar Rupiah) Kontribusi (%)
No Sub Sektor
2019 2020 2021 2019 | 2020 | 2021
1 Industri Batubara dan Pengilangan 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Migas
2 Industri Makanan dan Minuman 773,02 753,42 770,22 | 1,67 1,63 1,59
3 Industri Pengolahan Tembakau 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
4 Industri Tekstil dan Pakaian 9,77 9,97 10,21 | 0,02 | 0,02 | 0,02
5 Industri Kulit Barang dari Kulit dan Alas 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Kaki
6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan 624,46 608,70 622,06 | 1,35 | 1,32 | 1,28
Gabus; dan Barang Anyaman dari
Bambu, Rotan dan sejenisnya
7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas; 3,66 3,71 3,92 | 0,01 0,01 0,01
Percetakan dan Reproduksi Media
Rekaman
8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat 1,90 1,92 2,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Tradisional
9 Industri Karet; Barang dari Karet dan 893,97 899,25 910,54 | 1,94 1,94 1,87
Plastik
10 | Industri Barang Galian bukan Logam 14,87 14,63 15,23 | 0,03 | 0,03 | 0,03
11 | Industri Logam Dasar 0,34 0,34 0,35| 0,00 | 0,00 | 0,00
12 | Industri Barang Logam; Komputer, 0,31 0,31 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Barang Elektronik, Optik; dan
Peralatan Listrik
13 | Industri Mesin dan Perlengkapan 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
14 | Industri Alat Angkutan 52,64 53,57 55,09 | 0,11 | 0,12 | 0,11
15 | Industri Furnitur 9,85 9,33 9,50 | 0,02 | 0,02 | 0,02
16 | Industri Pengolahan Lainnya; Jasa 8,46 8,31 854 | 0,02 | 0,02 | 0,02
Reparasi dan Pemasangan Mesin dan
Peralatan
Total 2.393.25 | 2.363,46 | 2.408,14 | 5,19 | 5,11 | 4,96
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Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan... m 2021 m2020 m2019
Industri Furnitur ¢
Industri Alat Angkutan s
Industri Mesin dan Perlengkapan
Industri Barang Logam; Komputer, Barang...
Industri Logam Dasar
Industri Barang Galian bukan Logam =
Industri Karet; Barang dari Karet dan Plastik | ————————————
Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional
Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan...
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus; dan... m————
Industri Kulit Barang dari Kulit dan Alas Kaki
Industri Tekstil dan Pakaian
Industri Pengolahan Tembakau
Industri Makanan dan Minuman | ————
Industri Batubara dan Pengilangan Migas

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50

Pada tahun 2021 industri pengolahan mengalami pertumbuhan sebesar 0,20%
dengan nilai produksi sebesar 2,408.14 Miliar Rupiah dari tahun 2020 dengan nilai
produksi 2,363.46 Miliar Rupiah. Meskipun mengalami pertumbuhan yang lambat,
namun kondisi ini dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku masih
dalam kategori positif.

Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB sebenarnya masih dapat
ditingkatkan, namun pengaruh pandemi Covid 19 yang terjadi sampai saat ini sangat
berdampak pada dunia industri global. Covid 19 berdampak pada kebijakan pemerintah
yang melakukan pembatasan sosial berskala besar hingga pemberlakuan pembatasan
kegiatan masyarakat. Pembatasan tersebut secara tidak langsung berimbas pada
kelangsungan dunia usaha, selain itu penerapan PSBB juga menghambat alur distribusi
sehingga menurunkan kemampuan produksi.

Selain pandemi covid 19, faktor lain yang ikut mempengaruhi kontribusi sektor
industri terhadap PDRB Provinsi Maluku adalah meningkatnya kontribusi sektor-sektor
lain terhadap PDRB, sub sektor industri penunjang sektor industri belum seluruhnya
memberikan kontribusi terhadap PDRB Provinsi Maluku dan produksi dan produktivitas
hasil industri belum maksimal.

Untuk mengatasi permasalahan di atas Pemerintah Provinsi Maluku telah dan akan

melakukan upaya-upaya penanggulangan sebagai berikut:

1. Pemberian bantuan peralatan kepada kelompok Industri penerima sebanyak 39 IKM
oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku;




Dinas Perindustrian Provinsi Maluku;

peningkatan pelayanan penanaman modal.
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Memfasilitasi IKM dalam hal perijinan dan pengawasan mutu barang agar produk
yang dihasilkan sesuai dengan standar dan dapat dipasarkan di gerai modern oleh

Memfasilitasi UKM untuk mengikuti Pameran Trade Expo Indonesia (TEI) secara
virtual dalam rangka promosi produk UKM oleh Dinas Perindustrian Provinsi Maluku;

Pemberian bantuan permodalan kepada UMKM pemula melalui Dinas Koperasi dan
UMKM;
Adanya penyederhanaan prosedur perizinan yang terintegrasi secara elektronik guna

Perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran strategis

“Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah” adalah Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Provinsi Maluku, Dinas Koperasi UKM Provinsi Maluku dan Dinas dan

Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Sedangkan anggaran program penunjang sasaran

strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut:

1| Program Perekonomian dan 2.571.354.609 | 1.965.021.422 | 76,42
Pembangunan
2 | Program Pemberdayaan Usaha
Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro 3.159.300.450 1,364,311,750 43,18
(UMKM)
3 | Program Pengembangan UMKM 923.908.574 39.641.700 4,29
4 | Program Kewirausahaan, Usaha Mikro,
Kedil dan Menengah (APBN) 1.287.158.000 1.275.874.000 99,12
5 | Program Perizinan dan Pendaftaran 99.838.000 99.477.000 99,64
Perusahaan
6 | Program Standarisasi dan Perlindungan
Konsumen 426.714.826 366.508.776 85,89
7 | Program Perencanaan dan Pembangunan | 7 517.319.476 | 5.473.534.300 | 7584
8 | Program Penumbuhan dan
Pengembangan Industri Kecil Menengah Rp1.686.733.000
dan Aneka (APBN)
Jumlah 15.685.593.935 | 10.584.368.948 | 67,48

(data sementara)
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SASARAN 6 Meningkatnya Produktivitas Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan

Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran terhadap Tujuan “Mengoptimalkan
Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan” guna mencapai Misi
“Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan”.

Sasaran strategis ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing
produk pertanian, perikanan dan kehutanan dengan cara meningkatkan produksi,
produktivitas dan mutu unggulan hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan sehingga
dapat meningkatkan pendapatan daerah dan dapat berdampak pada peningkatan
perekonomian daerah dalam rangka menjadikan masyarakat Maluku yang berkualitas
dan sejahtera. Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian keberhasilan
sasaran strategis ini adalah Kontribusi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terhadap
PDRB.

Berdasarkan hasil pengukuran, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Sasaran Strategis
Meningkatnya Produktivitas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tergolong dalam

kategori predikat "Sangat Memuaskan” dengan rata-rata capaian kinerja sasaran

98,40%. Hasil pengukuran Sasaran Strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan
dan Perikanan Terhadap PDRB

Rata-Rata Capaian Kinerja 98,40

23,61% 23,23%

1 | Kontribusi Sektor Pertanian, | 23,35% | 99,36% | 24,00% 100% 23,23% | 98,40%
Kehutanan dan Perikanan
Terhadap PDRB

1 | Kontribusi Sektor Pertanian, 23,35% 24,00% 23,23% 23,74%
Kehutanan dan Perikanan
Terhadap PDRB

Kontribusi PDRB sektor perikanan, kelautan dan perikanan cenderung mengalami
distribusi yang fluktuatif, dimana pada tahun 2019 kontribusi sektor ini terhadap PDRB
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adalah 23,35% dengan capaian 99,36% dari target yang ingin dicapai sebesar 23,50%,
realisasinya meningkat sebesar 0,65% menjadi 24,00% di Tahun 2020 dan telah
mencapai bahkan melampui target yang ditetapkan sebesar 23,55%. Sedangkan pada
tahun 2021 kontribusi sektor ini terhadap PDRB Provinsi Maluku mengalami penurunan
realisasi sebesar 0,77% dengan realisai 23,23% atau capaian 98,40% dari target yang
ditetapkan sebesar 23,61%. Dengan melihat rata-rata realisasi kontribusi sektor
pertanian, kehutanan dan perikanan tiga tahun terakhir yang nilainya adalah 23,53%,
maka Pemerintah Provinsi Maluku optimis dapat merealisasikan target akhir pada RPIMD

yang ditetapkan sebesar 23,74%.

24.20

24.00
24.00
23.80

23.60 23.74

23.40

23.35
23.20
23.23

23.00

22.80
2019 2020 2021 Target Akhir Tahun
RPJMD

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan penyumbang pertama kontribusi
terhadap PDRB Provinsi Maluku kemudian diikuti sektor administrasi pemerintahan,
pertanahan dan jaminan sosial wajib, sedangkan sektor penyumbang terkecil untuk
pembentukan PDRB Provinsi Maluku adalah sektor pengadaan listrik dan gas, sektor
real estate, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dan
sektor jasa perusahaan.

Meskipun kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan kelautan mengalami distribusi
yang fluktuatif, namun nilai produksi sektor ini mengalami peningkatan dari tahun 2019
sampai dengan 2021. PDRB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan pada tahun
2019 adalah 10.777,42 Miliar Rupiah mengalami kenaikan 3,02% di Tahun 2020 dengan
nilai 11.103,02 Miliar Rupiah dan mengalami kenaikan 1,60% dengan nilai 11,280.02 di
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Tahun 2021. Kondisi ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku

masih dalam kategori positif.

Nilai PDRB (Miliar Rupiah)

Kontribusi (%)

No Sub Sektor
2019 2020 2021 2019 | 2020 | 2021
1. | Pertanian, Peternakan, 4.748,92 4.911,36 4.808,78 | 10,29 | 10,62 | 9,90
Perburuan dan Jasa
Pertanian
a. Tanaman Pangan 2.498,56 2.554,69 2.336,84 5,41 5,52 4,81
b. Tanaman 289,69 302,45 324,30 0,63 0,65 0,67
hortikultura
¢. Tanaman 1.617,91 1.703,06 1.778,89 3,51 3,68 3,66
Perkebunan
d. Peternakan 252,90 257,79 272,66 0,55 0,56 0,56
e. Jasa Pertanian dan 89,86 93,35 96,09 0,19 0,20 0,20
Perburuan
2. | Kehutanan 253,70 250,97 257,01 | 0,55 0,54 0,53
3. | Perikanan 5.774,80 | 5.940,70 | 6.214,23 | 12,51 | 12,84 | 12,80
Total 10.777,42 | 11.103,02 | 11.280,02 | 23,35 | 24,00 | 23,23
2019 ®2020 m2021
[ ] [ |
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN PERIKANAN

PERBURUAN DAN JASA
PERTANIAN

Dari gambar grafik di atas dapat dilihat bahwa

Sub sektor pertanian, peternakan,

perburuan dan jasa pertanian merupakan sub sektor kedua

pertanian, kehutanan dan perikanan yang memberikan kontribusi

terbesar dari sektor

terhadap PDRB

Provinsi Maluku yakni sebesar 9,90% dengan nilai produksi 4.808,78 Miliar Rupiah di
Tahun 2021. Sub sektor ini mengalami pertumbuhan 3,42% di tahun 2020 dengan nilai
produksi sebesar 2.554,69 dan menurun 2,13% dengan nilai produksi 2,336.84 Miliar

Rupiah di tahun 2021.

Menurunnya kontribusi sub sektor ini disebabkan oleh
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menurunnya nilai produksi tanaman pangan sebesar 217,85 Miliar rupiah di tahun 2021
yakni dari 2.554,69 turun menjadi 2.336,84 Miliar Rupiah.
Sub sektor kehutanan merupakan sub sektor dari sektor pertanian, kehutanan dan
perikanan yang menyumbang kontribusi terkecil terhadap PDRB Provinsi Maluku yakni
sebesar 0,53% dengan nilai produksi sebesar 257,01 Miliar Rupiah. Sub sektor ini
mengalami penurunan kontribusi sebesar 0,01% di tahun 2020 dan 0,01 di tahun 2021.
Meskipun mengalami penurunan kontribusi, namun sektor ini mengalami pertumbuhan
nilai produksi sebesar 2,41% di tahun 2021 yakni dari 250,97 Miliar Rupiah di tahun
2020 menjadi 257,01 Miliar rupiah di tahun 2022.
Sub sektor perikanan merupakan sub sektor dari sektor pertanian, kehutanan dan
perikanan yang menyumbang kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Maluku yakni
sebesar 12,80% dengan nilai produksi sebesar 6.214,23. Sub sektor ini mengalami
peningkatan kontribusi sebesar 0,33% di tahun 2020 dan menurun 0,04% di tahun
2020. Meskipun mengalami penurunan kosntribusi, namun sektor ini mengalami
pertumbuhan produksi sebesar 4,60% di tahun 2021 yakni dari 5.940,7 Miliar Rupiah
menjadi 6.21423 Miliar Rupiah.
Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB pada tahun 2021
masih dapat ditingkatkan lagi, namun terdapat beberapa permasalahan yang
mempengaruhi tingkat produksi maupun produktivitas sektor ini, antara lain:
I. Sub Sektor Pertanian
1. Pola usaha tani rata-rata masih menggunakan teknik tradisional;
2. Tingginya serangan hama dan penyakit tanaman;
3. Belum termanfaatkannya lahan fungsional pertanian dengan baik;
4. Perubahan iklim global yang berpengaruh terhadap pola tanam sehingga
menyebabkan pertumbuhan tanaman tidak optimal;
5. Peremajaan tanaman perkebunan belum sepenuhnya diterapkan oleh petani
perkebunan;
6. Minimnya ketersediaan pakan dan bibit peternakan serta minimnya pemahaman
peternak terhadap serangan penyakit ternak;
Kurang berkembangnya agrobisnis berbasis peternakan;
8. Pemasaran hasil pertanian yang kurang maksimal akibat pandemik
Covid 19.
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Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan dalam rangka meningkatkan kontribusi sub

sektor pertanian terhadap PDRB pada tahun mendatang, Pemerintah Provinsi Maluku

telah melakukan langkah-langkah teknis berikut:

II.

1. Peningkatan SDM Petani melalui pembinaan teknologi pengembangan tanaman
baik tanaman holtikultura, tanaman pangan maupun tanaman perkebunan;

2. Melakukan pembinaan dan pendampingan petani tentang cara penanggulangan
hama dan penyakit tanaman;
Pemberian bantuan bibit pertanian, obat-obatan dan pupuk kepada petani;

4. Melakukan perluasan lahan pertanian pada kawasan tanaman pangan dan
tanaman holtikultura guna mengimbangi alih fungsi lahan;

5. Pemberian bibit tanaman perkebunan, seperti anakan cengkeh, pala dan kelapa
guna mendorong petani untuk melakukan peremajaan tanaman perkebunan;

6. Melakukan pengembangan benih pembibitan ternak di beberapa wilayah di
Provinsi Maluku;

7. Melakukan pembinaan pembibitan ternak di beberapa wilayah kab/kota dalam
rangka meningkatkan produksi dan produktivitas ternak;

8. Melakukan pengendalian penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan
Zoonis;

9. Pengembangan kawasan agrobisnis berbasis peternakan yang dikelola secara
berkelanjutan;

10. Melakukan koordinasi dengan instansti terkait dalam rangka upaya pemasaran
hasil pertanian petani.

Sub Sektor Kehutanan

Menurunnya produksi kehutanan di Tahun 2021 disebakan oleh beberapa faktor diantaranya

adalah:

1. Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi aktifitas perusahaan yang memproduksi hasil

o v kA W N

hutan kayu.

Permintaan Pasar terhadap produksi hasil hutan kayu menurun.

Harga jual kayu bulat rendah.

Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya hutan.

Moratorium IUPHHK sementara oleh Gubernur Maluku.

Sebagian pemegang ijin IUPHHK tidak memliki RKT sehingga tidak dapat memproduksi
kayu.
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Untuk mengatasi permasalahan di atas maka Pemerintah Provinsi Maluku akan Melakukan
pembinaan kepada pemegang IUPHHK agar rutin mengajukan RKT dengan memperhatikan
kewajiban perlindungan hutan yang termuat dalam keputusan ijin IUPHHK dan
pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal dengan memanfaatkan hasil hutan kayu,
HHBK dan jasa lingkungan.

Sub Sektor Perikanan

Faktor penyebab menurunnya produksi perikanan di Tahun 2021 masih disebakan karena
kondisi Covid-19 yang berdampak pada seluruh sektor termasuk sektor perikanan dan
pelaku usaha perikanan (nelayan dan pembudidaya). Selain pandemik Covid 19 faktor teknis
lainnya juga ikut berpengaruh pada menurunnya produksi perikanan di Maluku, antara lain;
Perubahan cuaca yang mempengaruhi aktivitas nelayan untuk melakukan penangkapan
ikan, bibit rumput laut yang kurang berkualitas dan rentang terserang penyakit sehingga
menyebabkan gagal panen dan menurunnya harga rumput laut.

Untuk menunjang tercapainya produksi perikanan dalam rangka peningkatan kontribusi sub
sektor perikanan terhadap PDRB, Pemerintah Provinsi Maluku telah melakukan beberapa
langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pengadaan budidaya rumpu laut;

Melakukan pelatihan budidaya ikan dan manajemen usaha perikanan budidaya;
Melakukan pengembangan sarana penangkapan ikan 1,5 GT, 15 GT dan 2 GT;
Melakukan Pengembangan sarana dan prasarana penunjang penangkapan ikan;

Pameran produk hasil perikanan di luar daerah;

o kA W N

Melakukan sosialisasi pengembangan pengelolaan dan konsumsi gemar makan ikan

melaui lomba masak serba ikan;

~N

Melakukan Pengembangan sarana dan prasarana penunjang pengolahan;

Pencadangan kawasan konservasi perairan.

Perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran strategis

“Meningkatnya Produktivitas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan” adalah Dinas

Pertanian Provinsi Maluku, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan Dinas Perikanan

Provinsi Maluku. Sedangkan anggaran program penunjang sasaran strategis ini adalah:

Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir 5.361.043.100 3.570.886.328 | 66,61
dan Pulau-Pulau Kecil
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2 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 20.326.701.255 | 20.077.659.590 | 98,77
3 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 12.023.020.208 | 11.065.957.295 | 92,04
4 Program Pengawasan Sumber Daya 4.734.590.400 4.487.754.700 | 94,79
Kelautan dan Perikanan
5 Program Pengolahan dan Pemasaran 928.089.600 501.912.738 | 54,08
Hasil Perikanan
6 Program Penyediaan dan Pengembangan 18.497.903.666 | 18.116.822.023 | 97,94
Sarana Pertanian
7 Program Penyediaan dan Pengembangan 7.859.599.627 7.725.310.090 | 98,29
Prasarana Pertanian
8 Program Pengendalian Kesehatan Hewan 451.994.662 427.573.410 | 94,60
dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
9 Program Pengendalian dan 803.676.870 689.778.775 | 85,83
Penanggulangan Bencana Pertanian
10 | Program Perizinan Usaha Pertanian 139.699.066 132.682.000 | 94,98
11 | Program Penyuluhan Pertanian 986.518.058 877.028.780 | 88,90
12 | Program Nilai Tambah dan Daya Saing 1.860.000.000 1.855.131.500 | 99,74
Industri Hortikultura (APBN)
13 | Program Nilai Tambah dan Daya Saing 3.561.771.000 3.356.562.016 | 94,24
Industri Perkebunan (APBN)
14 | Program Nilai Tambah dan Daya Saing 2.803.727.000 2.803.325.600 | 99,99
Industri Peternakan (APBN)
15 | Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 5.134.464.000 5.076.996.400 | 98,88
(APBN)
16 | Program Pengelolaan Hutan 28.072.857.536 | 16.676.996.512 | 59,41
17 | Program Pendidikan dan Pelatihan, 5.030.437.783 4.572.881.454 | 90,90
Penyuluhan & Pemberdayaan Masyarakat
di Bidang Kehutanan
18 | Program Pengembangan Ekspor 313.792.000 291.550.800 | 92,91
Jumlah 118.889.885.831 | 102.306.810.011 | 86,05
(data sementara)
SASARAN 7 Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Komoditi

Pangan

Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran terhadap Tujuan “Meningkatkan
Kemampuan Ketahanan Pangan Daerah” guna mencapai Misi “Pengelolaan
Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan”.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Sasaran
Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Komoditi Pangan tergolong dalam kategori
predikat “Memuaskan” dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 80,57%. Hasil

Pengukuran sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Provinsi Maluku Tahun 2021

1 | Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) 87,00 70,1 80,57
Rata-Rata Capaian Kinerja 80,57

1 | Skor Pola Pangan Harapan 70,60 82,09% 70,40 81,39% 70,10 80,57%

1 | Skor Pola Pangan Harapan 70,60 70,40 70,10 88,00

Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) Konsumsi Provinsi Maluku pada tahun 2021 adalah
70,1 dengan capaian 80,57% dari target 87,00. Skor PPH Konsumsi cenderung
mengalami penurunan tiap tahunnya yakni pada tahun 2019 dengan nilai 70,60
mengalami penurunan sebesar 0,2 di tahun 2020 dengan nilai 70,40 dan di tahun 2021
mengalami penurunan sebesar 0,3. Dengan melihat Skor PPH pada tahun ini, maka
untuk mencapai target akhir RPJMD pada tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 88,00
dibutuhkan peningkatan skor 9 poin tiap tahunnya. Meskipun untuk mencapai poin
tersebut bukanlah perkara yang mudah, namun Pemerintah Provinsi Maluku akan tetap

berupaya untuk mewujudkannya sehingga target akhir RPJMD dapat dicapai.
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88.00

70.60 70.4 70.1

Skor PPH

Tujuan dari Pola Pangan Harapan (PPH) adalah untuk menghasilkan suatu komposisi
norma (standar) pangan guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk, yang
mempertimbangkan keseimbangan gizi (nutritional balance) berdasarkan : cita rasa
(palatability), daya cerna (digestability), daya terima masyarakat (acceptability),
kuantitas dan kemampuan daya beli (affortability). Kegunaan dari Pola Pangan Harapan
adalah untuk mengetahui situasi konsumsi pangan baik jumlah maupun kualitas
keragamannya, kegunaan lainnya adalah untuk perencanaan konsums

Pengukuran Skor PPH dilakukan untuk mengukur mutu gizi dan keragaman konsumsi
pangan pada suatu wilayah, dimana skor yang ideal bernilai 100. Berdasarkan
perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa mutu gizi dan keragaman konsumsi di
Provinsi Maluku saat ini belum ideal. Hal ini disebabkan karena dari 9 kelompok komoditi
pangan pembentuk Skor PPH hanya kelompok pangan padi-padian yang telah mencapai
nilai PPH Nasional yakni sebesar 22, sedangkan untuk komoditi pangan lainnya masih di
bawah Skor PPH nasional dan perlu ditingkatkan di tahun mendatang. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

5 KELOMPOK SKOR MAKS SKOR AKE SKOR PPH
PANGAN PPH 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021
1 | Padi-Padian 22.0 26.4 | 27.2 | 253 | 22.0 | 22.0 | 22.0
2 | Umbi-umbian 6.0 3.2 26 | 25 | 32 | 26 | 25
3 | Pangan Hewani 24.0 158 | 16.0 | 16.2 | 158 | 16.0 | 16.2
4 | Minyak dan Lemak 5.0 4.9 49 | 46 | 49 | 49 | 46
5 | Buah/Biji berminyak 1.0 1.0 0.8 | 0.7 1.0 | 0.8 | 0.7

157
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6 Kacang-Kacangan 10.0 2.3 2.3 2.2 2.3 2.3 2.2
7 Gula 2.0 2.1 2.0 1.9 2.0 2.0 1.9
8 Sayur dan Buah 30.0 19.5 19.8 | 199 | 19.5 | 19.8 | 19.9
9 Lain-lain 0.0 264 | 27.2 | 22.3 - - -
Total 100 75.1 | 75.6 | 95.7 | 70.6 | 70.4 | 70.1

Dari tabel di atas terlihat bahwa kelompok pangan padi-padian telah mencapai Skor PPH
nasional yakni dengan nilai 22 selama tiga tahun terakhir. Jika dilihat dari skor Angka
Konsumsi Energi (AKE), maka dapat disimpulkan bahwa kelompok ini merupakan
kelompok pangan tertinggi yang dikonsumsi oleh penduduk Provinsi Maluku. tingginya
konsumsi kelompok padi-padian khususnya beras, kemungkinan disebabkan oleh pola
makan masyarakat yang masih tergantung pada beras sebagai sumber energi.
Sedangkan kelompok pangan lain belum mencapai skor nasional yang ditetapkan baik
untuk skor PPH maupun skor AKE. Kondisi ini menjelaskan bahwa baik kualitas,
kuantitas maupun tingkat keberagamannya relatif masih rendah jika dibandingkan
dengan standar konsumsi pangan nasional. Untuk itu perlu adanya peningkatan skor
pada kelompok pangan lainnya sehingga skor nasional dengan nilai 100 dapat dicapai.
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) umumnya dipengaruhi oleh beberapa
faktor, diantaranya adalah; pola pangan masyarakat yang masih tergantung pada beras
sebagai sumber energi, Jumlah produksi dan ketersediaan bahan pangan yang rendah
dan daya beli masyarakat terhadap bahan pangan masih rendah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Maluku akan
melakukan gerakan diversifikasi konsumsi, penegembangan teknologi pangan untuk
meningkatkan nilai sosial dan nilai tambah pangan lokal non beras serta melakukan

introduksi pangan lokal non beras pada anak usia dini.

1 | Program Pengelolaan Sumberdaya 90.005.136 89.044.336 | 98,93
Ekonomi untuk Kedaulatan dan
Kemandirian Pangan

2 | Program Peningkatan Diversifikasi dan 2.288.155.933 1.627.100.530 | 71,11
Ketahanan Pangan Masyarakat

3 | Program Penanganan Kerawanan 363.005.740 335.084.640 | 92,31
Pangan

4 | Program Pengawasan Keamanan 246.400.270 240.885.270 | 97,76
Pangan

5 | Pemantapan Sistem Distribusi dan 427.350.000 427.350.000 | 100,00
Stabilitas Harga Pangan (APBN)

6 | Pemantapan Ketersediaan dan 1.328.317.000 1.328.317.000 | 100,00
Penanganan Rawan Pangan (APBN)
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7 | Pemantapan Penganekaragaman 8.085.933.000 8.085.933.000 | 100,00
Konsumsi dan Keamanan Pangan
(APBN)

8 | Dukungan manajemen dan Teknis 660.190.000 598.790.000 | 90,70
Lainnya

9 | Program Ketersediaan, Akses dan 21.716.047.000 20.287.452.375 | 93,42
Konsumsi Pangan Berkualitas (APBN)

10 | Program Ketersediaan, Akses dan 13.013.148.000 13.005.410.000 | 99,94
Konsumsi Pangan Berkualitas (APBN)

11 | Program Stabilisasi Harga Barang 3.049.393.565 3.024.067.840 | 99,17
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Jumlah 51.267.945.644 | 49.049.434.991 | 95,67
(data sementara)

SASARAN 8 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran terhadap Tujuan “Meningkatkan
Kemampuan Ketahanan Pangan Daerah” guna mencapai Misi “Pengelolaan
Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan”.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Sasaran
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah tergolong dalam kategori predikat

“"Memuaskan” dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 80,57%. Hasil Pengukuran

sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

1 | Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) 87,00 70,1 80,57
Rata-Rata Capaian Kinerja 80,57

1 | Skor Pola Pangan Harapan 70,60 82,09% 70,40 81,39% 70,10 80,57%

1 | Skor Pola Pangan Harapan 70,60 70,40 70,10 88,00
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Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) Konsumsi Provinsi Maluku pada tahun 2021 adalah
70,1 dengan capaian 80,57% dari target 87,00. Skor PPH Konsumsi cenderung
mengalami penurunan tiap tahunnya yakni pada tahun 2019 dengan nilai 70,60
mengalami penurunan sebesar 0,2 di tahun 2020 dengan nilai 70,40 dan di tahun 2021
mengalami penurunan sebesar 0,3. Dengan melihat Skor PPH pada tahun ini, maka
untuk mencapai target akhir RPJMD pada tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 88,00
dibutuhkan peningkatan skor 9 poin tiap tahunnya. Meskipun untuk mencapai poin
tersebut bukanlah perkara yang mudah, namun Pemerintah Provinsi Maluku akan tetap

berupaya untuk mewujudkannya sehingga target akhir RPJMD dapat dicapai.
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Skor PPH

Tujuan dari Pola Pangan Harapan (PPH) adalah untuk menghasilkan suatu komposisi
norma (standar) pangan guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk, yang
mempertimbangkan keseimbangan gizi (nutritional balance) berdasarkan : cita rasa
(palatability), daya cerna (digestability), daya terima masyarakat (acceptability),
kuantitas dan kemampuan daya beli (affortability). Kegunaan dari Pola Pangan Harapan
adalah untuk mengetahui situasi konsumsi pangan baik jumlah maupun kualitas
keragamannya, kegunaan lainnya adalah untuk perencanaan konsums

Pengukuran Skor PPH dilakukan untuk mengukur mutu gizi dan keragaman konsumsi
pangan pada suatu wilayah, dimana skor yang ideal bernilai 100. Berdasarkan
perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa mutu gizi dan keragaman konsumsi di
Provinsi Maluku saat ini belum ideal. Hal ini disebabkan karena dari 9 kelompok komoditi
pangan pembentuk Skor PPH hanya kelompok pangan padi-padian yang telah mencapai
nilai PPH Nasional yakni sebesar 22, sedangkan untuk komoditi pangan lainnya masih di
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bawah Skor PPH nasional dan perlu ditingkatkan di tahun mendatang. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

NO KELOMPOK SKOR SKOR AKE SKOR PPH
PANGAN MAKS PPH | 2019 [ 2020 [ 2021 | 2019 | 2020 | 2021
1 | Padi-Padian 22.0 26.4 | 27.2 | 253 | 22.0 | 22.0 | 22.0
2 | Umbi-umbian 6.0 3.2 2.6 2.5 3.2 2.6 2.5
3 Pangan Hewani 24.0 15.8 16.0 16.2 | 158 | 16.0 | 16.2
4 Minyak dan Lemak 5.0 4.9 4.9 4.6 4.9 4.9 4.6
5 Buah/Biji berminyak 1.0 1.0 0.8 0.7 1.0 0.8 0.7
6 Kacang-Kacangan 10.0 2.3 2.3 2.2 2.3 2.3 2.2
7 | Gula 2.0 2.1 2.0 1.9 2.0 2.0 1.9
8 | Sayur dan Buah 30.0 19.5 19.8 199 | 19.5 | 19.8 | 19.9
9 Lain-lain 0.0 264 | 27.2 | 223 - - -
Total 100 75.1 | 75.6 | 95.7 | 70.6 | 70.4 | 70.1

Dari tabel di atas terlihat bahwa kelompok pangan padi-padian telah mencapai Skor PPH
nasional yakni dengan nilai 22 selama tiga tahun terakhir. Jika dilihat dari skor Angka
Konsumsi Energi (AKE), maka dapat disimpulkan bahwa kelompok ini merupakan
kelompok pangan tertinggi yang dikonsumsi oleh penduduk Provinsi Maluku. tingginya
konsumsi kelompok padi-padian khususnya beras, kemungkinan disebabkan oleh pola
makan masyarakat yang masih tergantung pada beras sebagai sumber energi.
Sedangkan kelompok pangan lain belum mencapai skor nasional yang ditetapkan baik
untuk skor PPH maupun skor AKE. Kondisi ini menjelaskan bahwa baik kualitas,
kuantitas maupun tingkat keberagamannya relatif masih rendah jika dibandingkan
dengan standar konsumsi pangan nasional. Untuk itu perlu adanya peningkatan skor
pada kelompok pangan lainnya sehingga skor nasional dengan nilai 100 dapat dicapai.
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) umumnya dipengaruhi oleh beberapa
faktor, diantaranya adalah; pola pangan masyarakat yang masih tergantung pada beras
sebagai sumber energi, Jumlah produksi dan ketersediaan bahan pangan yang rendah
dan daya beli masyarakat terhadap bahan pangan masih rendah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Maluku akan
melakukan gerakan diversifikasi konsumsi, penegembangan teknologi pangan untuk
meningkatkan nilai sosial dan nilai tambah pangan lokal non beras serta melakukan

introduksi pangan lokal non beras pada anak usia dini.
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